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Editorial

Jurnal Vol 18 No 2 Agustus 2019 ini akan dibuka dengan artikel Nina Mariani Noor dan Ro’fah 
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Istimewa Yogyakarta, The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process 
of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta. Artikel kedua adalah Pairan dengan berjudul 
Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di 
Desa, Implementation of Productive Economic Business Development Policy in Poverty Alleviation in 
the Village. Artikel ketiga adalah Bayu Adi Laksono, Supriyono, dan Sri Wahyuni dengan judul Tinjauan 
Literasi Finansial dan Digital pada Tingkat Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia, Review of 
Financial and Digital Literacy on the Resilience Level of Indonesian Migrant Workers’ Family. Artikel 
selanjutnya adalah Fadlan Habib dan Zaky Yulian Tri Laksono dengan judul Dual Track Pengentasan 
Kemiskinan: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan Modal Sosial, Dual Track Poverty Alleviation: 
Kartu Menuju Sejahtera (KMS) and Social Capital. Selanjutnya Tateki Yoga Tursilarini dan Istiana 
Hermawati dengan judul Pendampingan Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV-
AIDS, Social Workers Assistance in Social Rehabilitation of People Living With HIV-AIDS. Artikel 
selanjutnya adalah Muthia Andriani dan Janianton Damanik dengan judul Pengarusutamaan Gender 
dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta, Gender Mainstreaming in the 
Family Planning Implementation Program in Yogyakarta City. Menutup artikel ketujuh adalah Elly 
Kuntjorowati dengan artikelnya berjudul Pemberdayaan Pranata Sosial bagi Penumbuhan Wahana 
Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, The Empowerment of Social Institutions for the Growth 
of Community Based Social Welfare Facilities/Organizations.
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Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah 
Istimewa Yogyakarta
The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting 
Children in the Special Region of Yogyakarta
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In Indonesia the adoption of children 
has been regulated according to Law Number 
23 of 2002 and the following regulations 
such as Government Regulation Number 54 
of 2007 concerning Implementation of Child 
Adoption (PP Adoption) and Minister of 
Social Affairs Regulation Number 110 of 2009. 
Prospective Foster Parents (COTA) must 
follow the process and adoption procedures 
as per the regulation. In reality, many cases 
of adoption violate existing rules. Using 
qualitative research, this paper attempted to 
describe and explore the practice of adoption 
in the city of Yogyakarta and the role of 
social workers in the practice. The results 
of the study showed that there were several 
issues that arouse such as the legal dualism 
between the district court and the religious 
court, administrative problems and religious 
differences between COTA and children. 
Research also showed that social workers 
played administrative roles, advocates and 
mediators. Local governments should make 
regional regulations that determine where the 
adoption process is tried so that legal dualism 
does not occur, while social workers need  to 
be more thorough and active in assisting the 
adoption process.

Keywords: child adoption; social worker; 
sakti peksos; Yogyakarta
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Di Indonesia adopsi anak sudah 
diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 
2002 dan peraturan di bawahnya seperti 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 
(PP Adopsi) serta Peraturan Menteri Sosial 
Nomor 110 Tahun 2009, Calon Orang Tua 
Asuh (COTA) harus mengikuti proses dan 
prosedur adopsi sebagaimana peraturan 
tersebut. dalam kenyataannya banyak kasus 
adopsi yang menyalahi aturan yang ada. 
Dengan menggunakan penelitian kualitatif, 
tulisan ini mencoba mendeskripsikan 
dan mengeksplorasi praktik adopsi di 
Kota Yogyakarta dan peran pekerja sosial 
dalam praktik tersebut. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada beberapa isu yang 
muncul seperti dualisme hukum antara 
pengadilan negeri dan pengadilan agama, 
permasalahan administratif dan perbedaan 
agama antara COTA dengan anak. Penelitian 
juga menunjukkan bahwa pekerja sosial 
memainkan peran administratif, advokat 
dan mediator. Pemerintah daerah sebaiknya 
membuat peraturan daerah yang menentukan 
di mana proses adopsi disidangkan agar tidak 
terjadi dualisme hukum, sedangkan pekerja 
sosial perlu lebih teliti dan aktif dalam 
pendampingan proses adopsi.

Kata Kunci: adopsi anak; pekerja sosial; 
sakti peksos; Yogyakarta



Pairan (Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Jember) 
Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pengentasan 
Kemiskinan di Desa
Implementation of Productive Economic Business Development Policy in Poverty Alleviation 
in the Village
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 113 - 122

The purpose of this study is to find 
a model of village government policy in 
developing productive economic enterprises 
(UEP) for the poor. The most basic problem 
of poverty is not lack of capital or low 
human resources, but lies in the mindset of 
the poor themselves. Village government 
policy focuses on changing the mindset. The 
effort made to change the mindset is done by 
empowering the community. It is intended 
that poor people can get out of poverty. This 
empowerment process requires policies that 
favor the poor. The policy is based on a strong 
opinion that the economic development of the 
poor can be successful if implemented by the 
government together with the community. 
The government has certain institutions to 
assist the community in the process of making 
planning and implementation in poverty 
alleviation programs. The research method 
is qualitative with a case study approach 
in Kemuning Lor Village, Arjasa District, 
Jember Regency, to find a model of village 
government policy in the development of UEP. 
Data was collected through observation, 
interviews, focus group discussions (FGD), 
and documentation. The results showed that 
the village government policy model for UEP 
development was taken through four phases of 
activities, namely socio-economic mapping, 
community consultation, public consultation, 
and mentoring for empowering economic 
groups through UEP. This model is based on 
local initiatives in community-based poverty 
alleviation through sustainable livelihoods. 
Recipients of the program from this policy 
model are expected to conduct further training 
to improve the quality of results, marketing, 
and building networks outside the region.

Keywords: implementation; policy; local 
initiative; poverty; livelihood

Tujuan dalam penelitian ini adalah 
menemukan model kebijakan pemerintah 
desa dalam mengembangkan usaha 
ekonomi produktif (UEP) penduduk miskin. 
Permasalahan kemiskinan yang paling 
mendasar bukanlah ketiadaan modal atau 
rendahnya sumberdaya manusia semata, 
tetapi terletak pada pola pikir pada masyarakat 
miskin itu sendiri. Kebijakan pemerintah 
desa menitik beratkan pada perubahan pola 
pikir tersebut. Upaya yang dilakukan untuk 
perubahan pola pikir tersebut dilakukan 
melalui pemberdayakan masyarakat. Hal 
ini bertujuan agar masyarakat miskin 
mampu keluar dari kemiskinan. Proses 
pemberdayaan ini diperlukan kebijakan yang 
berpihak pada masyarakat miskin. Kebijakan 
dilakukann berdasarkan keyakinan bahwa 
pengembangan ekonomi masyarakat 
miskin dapat berhasil jika dilaksanakan 
oleh pemerintah bersama masyarakat. 
Pemerintah memiliki lembaga tertentu 
untuk membantu masyarakat dalam proses 
membuat perencanaan dan implementasinya 
pada program penanggulangan kemiskinan. 
Metode penelitian adalah kualitatif dengan 
pendekatan case study di Desa Kemuning Lor 
Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, untuk 
menemukan model kebijakan pemerintah 
desa dalam pengembangan UEP. Data 
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 
focus group discussion (FGD), dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa model kebijakan pemerintah desa 
untuk pengembangan UEP diambil melalui 
empat tahap kegiatan, yaitu pemetaan sosial 
ekonomi, konsultasi komunitas, konsultasi 
publik, dan pemdampingan pemberdayaan 
kelompok ekonomi melalui UEP. Model 
ini didasarkan pada inisiatif lokal dalam 
pengentasan kemiskinan berbasis komunitas 



melalui mata pencaharian berkelanjutan. 
Penerima program dari model kebijakan 
ini diharapkan melakukan pelatihan lebih 
lanjut untuk meningkatkan kualitas hasil, 
pemasaran, dan mambangun network keluar 
wilayah.

Kata kunci: implementasi; kebijakan; 
inisiatif lokal; kemiskinan; mata 
pencaharian

Bayu Adi Laksono, Supriyono, dan Sri Wahyuni (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 
Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia) 
Tinjauan Literasi Finansial dan Digital pada Tingkat Ketahanan Keluarga Pekerja Migran 
Indonesia
Review of Financial and Digital Literacy on the Resilience Level of Indonesian Migrant Workers’ 
Family
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 123 - 134

The ability of financial management 
in the family life is important, especially for 
the families of migrant workers. If financial 
management in the family is poorly managed, 
then the sacrifice of time and energy while 
working abroad will be in vain. In addition to 
financial problems, disturbed communication 
from the distance between migrant workers 
and family is a problem that must also be 
faced. Both of these barriers have the potential 
to affect the existence of family life resilience 
if not responded wisely. The purpose of this 
study was to determine the effect of financial 
literacy and digital literacy on the resilience 
level of Indonesian migrant workers’ families. 
The study was conducted in Payaman Village, 
Solokuro District, Lamongan Regency. This 
study used a quantitative approach in the 
form of multiple linear regression analysis 
with a total sample of 95 people. Descriptive 
results showed that the majority of financial 
and digital literacy levels were in the 
moderate category, while the levels of family 
resilience fell into the very high category and 
by using inferential analysis this showed the 
influence of the dependent variable on the 
independent variable. It was concluded that 
there was a positive and significant effect 
between financial literacy on the resilience 

Kemampuan pengelolaan keuangan 
dalam rumah tangga merupakan hal yang 
penting, terlebih pada keluarga pekerja 
migran. Jika pengelolaan keuangan dalam 
keluarga dikelola kurang baik, maka 
pengorbanan waktu dan tenaga selama 
bekerja di luar negeri akan menjadi sia-sia. 
Selain masalah keuangan, komunikasi yang 
terganggu dampak dari jarak antara pekerja 
migran dan keluarga merupakan masalah 
yang juga harus dihadapi. Kedua hambatan 
tersebut berpotensi mengacam eksistensi 
ketahanan rumah tangga jika tidak ditanggapi 
secara bijak. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh literasi finansial 
dan literasi digital terhadap tingkat ketahanan 
keluarga pekerja migran Indonesia. Penelitian 
dilaksanakan di Desa Payaman Kecamatan 
Solokuro Kabupaten Lamongan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif berupa 
analisis regresi linier berganda dengan jumlah 
sampel sebanyak 95 orang. Hasil penelitian 
secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat 
literasi financial dan digital mayoritas masuk 
pada kategori sedang, sementara tingkat 
ketahanan keluarga masuk pada ketegori 
sangat tinggi dan secara analisis inferensial 
menunjukkan pengaruh antara variabel 
terikat terhadap variabel bebas. Kesimpulan 



level of Indonesian migrant workers’ families, 
while digital literacy had a positive but not 
significant effect on the level of resilience 
of migrant workers’ families. Both had a 
positive and significant influence on the level 
of resilience of Indonesian migrant workers’ 
families. The amount of financial and digital 
literacy contribution to the level of resilience 
of Indonesian migrant workers’ families was 
26.6 percent while the remaining 73.4 percent 
was contributed by other variables.

Keywords: financial; digital; literacy; family 
resilience

yang dihasilkan yakni terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan antara literasi 
finansial terhadap tingkat ketahanan keluarga 
pekerja migran Indonesia, sedangkan literasi 
digital memiliki pengaruh yang positif namun 
tidak signifikan terhadap tingkat ketahanan 
keluarga pekerja migran. Keduanya memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
tingkat ketahanan keluarga pekerja migran 
Indonesia. Besaran kontribusi literasi finansial 
dan digital terhadap tingkat ketahanan 
keluarga pekerja migran Indonesia sebesar 
26,6 persen sedangkan sisanya sebesar 73,4 
persen merupakan kontribusi variabel lain.

Kata Kunci: finansial; digital; literasi; 
ketahanan keluarga
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Dual Track Pengentasan Kemiskinan: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan Modal Sosial
Dual Track Poverty Alleviation: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) and Social Capital
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 135 - 148

This paper aims to determine the 
relationship between social protection 
programs and social capital in urban 
society. the study was conducted in 
Yogyakarta. Failure to arrange targets for 
social protection programs must be paid 
dearly with the potential for conflict. This 
conflict will result in the loosening of social 
solidarity. This condition is well understood 
by the Government of Yogyakarta in the 
implementation Program Kartu Menuju 
Sejahtera (KMS). This program is considered 
successful in reducing errors in targeting 
programs and potential conflicts. The 
presence of participation in the community 
shows that they can determine and control 
the program. Social capital that has been 
built for a long time in the community must be 
used as a force to realize community welfare. 
The values   of social solidarity, trust, and 
mutual understanding must be cultivated 
continuously to realize the collective action 
of the community. This study uses a mixed 

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui 
relasi antara program perlindungan sosial 
dan modal sosial yang ada di masyarakat 
perkotaan. Adapun lokus penelitian dilakukan 
di Kota Yogyakarta. Kegagalan pemerintah 
dalam penentuan targeting program 
perlindungan sosial harus dibayar mahal 
dengan munculnya potensi konflik yang 
berakibat pada renggangnya solidaritas sosial. 
Kondisi ini dipahami betul oleh Pemerintah 
Kota Yogayakarta dalam implementasi 
Program Kartu Menuju Sejahtera (KMS). 
Program ini dinilai berhasil dalam mereduksi 
kesalahan targeting program dan potensi 
konflik disebabkan karena adanya partisipasi 
warga dalam proses penentuan dan 
kontrol program. Modal sosial yang sudah 
terbangun lama di masyarakat harus terus 
didayagunakan dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan bersama. Nilai-nilai solidaritas 
sosial, kepercayaan, dan saling pengertian 
harus terus ditumbuhkan untuk mewujudkan 
collective action pada masyarakat. penelitian 



method approach in answering the proposed 
problem formulation.The result of the study 
shows that the increasing role of the state in 
providing social protection program did not 
shift the reciprocal relation of social capital 
that has grown in the community. Therefore, 
community involvement is absolutely 
necessary so that the implementation of 
social protection programs do not actually 
trigger social conflicts, besides the need for 
integrated database synergy between the 
central and regional governments and the 
private sector in the implementation of social 
protection programs, so that the process of 
poverty alleviation will be quickly resolved.

Keywords: social protection, social capital, 
social relations, social solidarity

ini menggunakan pendekatan mixed method 
dalam menjawab rumusan masalah yang 
diajukan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semakin menguatnya peran negara 
dalam menghadirkan program perlindungan 
sosial tidak serta merta menggeser relasi 
modal sosial resiprokal yang sudah tumbuh di 
masyarakat. Untuk itu, pelibatan masyarakat 
mutlak diperlukan agar implementasi 
program perlindungan sosial justru tidak 
memicu munculnya konflik sosial, selain 
itu perlu adanya sinergitas basis data 
terpadu antara pemerintah pusat dan daerah 
serta sektor swasta dalam implementasi 
program perlindungan sosial, sehingga 
proses pengentasan kemiskinan akan cepat 
terselesaikan.

Kata Kunci: perlindungan sosial, modal 
sosial, relasi sosial, solidaritas sosial

Tateki Yoga Tursilarini dan Istiana Hermawati (B2P3KS Yogyakarta) 
Pendampingan Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV-AIDS 
Social Workers Assistance in Social Rehabilitation of People Living With HIV-AIDS
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 149 - 166

Individuals infected with HIV, most of 
whom show changes in their psychosocial 
character such as living under stress, 
depression, feeling lack of social support. It 
takes someone who can accept the condition of 
PLWHA, for example medical workers, social 
workers, social volunteers or institutions 
/ institutions that care about PLWHA. 
PLWHA need social rehabilitation to restore 
and strengthen them so that they can grow 
confident in facing their suffering. This study 
aims to describe the qualifications of social 
workers and that of social workers’ services in 
social rehabilitation of PLWHA. Data sources 
are social workers, beneficiaries of PLWHA, 
and the Head of Social Rehabilitation. Data 
were collected by interview, observation 
techniques and qualitative descriptive data 
analysis. The findings of the study were the 
educational qualifications of social workers 
at the Social Rehabilitation Center of PLWHA 
Bahamas Ternate, six people with educational 
background majoring in Social Welfare, 

Individu yang terinfeksi HIV, 
sebagian besar menunjukkan perubahan 
dalam karakter psikososialnya seperti hidup 
dalam stres, depresi, merasa kurang ada 
dukungan sosial. Dibutuhkan seseorang yang 
dapat menerima kondisi ODHA, misalnya 
tenaga medis, pekerja sosial, relawan sosial 
ataupun lembaga/institusi yang peduli 
terhadap ODHA. ODHA membutuhkan 
rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan 
memperkuat mereka agar mereka dapat 
tumbuh kepercayaan diri dalam menghadapi 
penderitaannya. Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan kualifikasi pekerja sosial 
dan mendeskripsikan pelayanan pekerja sosial 
dalam rehabilitasi sosial ODHA. Sumber 
data adalah pekerja sosial, penerima manfaat 
ODHA, dan Kepala Bidang Rehabilitasi 
Sosial. Data dikumpulkan dengan teknik 
wawancara dan observasi, analisis data 
deskriptif kualitatif. Temuan penelitian 
adalah kualifikasi pendidikan pekerja sosial 
di Balai Rehabilitasi Sosial ODHA Wasana 



three people without Social Welfare study 
background, and one person was graduated 
from Social Work High School. Social 
Workers have the duty and function to assist 
PLWHA from the initial process (assessment) 
to the end (termination). Social workers 
carry out networking, assessment, medication 
adherence, psychosocial assistance, social 
rehabilitation intervention assistance: 
family and community re-preparation. 
Recommendations: 1) Social Workers need 
to increase and broaden their knowledge 
about PLWHA; 2) Need to improve technical 
assistance for social workers regarding 
PLWHA because knowledge develops very 
quickly; and 3) Education activities to the 
community continue to be proclaimed related 
to healthy lifestyles and anti-discrimination 
against PLWHA and need to raise awareness 
for the dangers of contracting the HIVAIDS 
virus to the lowest level of RT / RW, families, 
schools, communities, religious leaders; 4) 
There needs to be support for PLWHA from 
families and communities, so that they do not 
feel alone in living their future.

Keywords: assistance; social worker; social 
rehabilitation; PLWHA

Bahagia Ternate, enam orang pendidikan 
jurusan Kesejahteraan Sosial, tiga orang 
non Kesejahteraan Sosial, dan satu orang 
Sekolah Menengah Atas Pekerjaan Sosial. 
Pekerja Sosial memiliki tugas dan fungsi 
untuk melakukan pendampingan ODHA 
dari proses awal (assesmen) sampai akhir 
(terminasi). Pekerja sosial melaksanakan 
jejaring kerja, assesmen, kepatuhan 
minum obat, pendampingan psikososial, 
pendampingan proses intervensi rehabilitasi 
sosial: penyiapan kembali keluarga dan 
masyarakat. Rekomendasi: 1) Bagi Pekerja 
Sosial perlu meningkatkan dan menambah 
wawasan pengetahuan tentang ODHA; 2) 
Perlu peningkatan tentang teknik-teknik 
pendampingan bagi pekerja sosial mengenai 
ODHA karena pengetahuan berkembang 
dengan sangat cepat; dan 3) Kegiatan edukasi 
kepada masyarakat terus dicanangkan terkait 
pola hidup sehat dan anti diskriminasi 
terhadap ODHA serta perlu penyadaran bagi 
masyarakat akan bahaya terjangkit virus 
HIVAIDS sampai di level paling bawah tingkat 
RT/RW, keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh 
agama; 4) Perlu ada keberpihakan terhadap 
ODHA dari keluarga dan masyarakat, agar 
mereka tidak merasa sendirian menjalani 
masa depannya. 

Kata kunci: pendampingan; pekerja sosial; 
rehabilitasi sosial; ODHA

Muthia Andriani dan Janianton Damanik (Departemen Pembangunan Sosial dan 
Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, Yogyakarta)
Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota 
Yogyakarta
Gender Mainstreaming in the Family Planning Implementation Program in Yogyakarta City
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 167 - 178

Adoption of gender mainstream 
perspective is needed for implementation of 
policies by government. In family planning 
programs, gender maainstreaming goal still 
unfamiliar. This program in the past mainly 
only talk about birth control. Supposedly, 
there shall be no difference between men 
and women in the use of contraception, but 
for people of yogyakarta City there still 

Pengarusutamaan gender pada suatu 
program memerlukan akomodasi agar dapat 
diimplementasikan oleh pemerintah. Di dalam 
program KB pengarusutamaan gender masih 
relatif asing karena cenderung bertujuan 
untuk menwujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender. Seharusnya tidak perlu ada perbedaan 
antara laki-laki dan perempuan dalam 
penggunaan kontrasepsi, namun di masyarakat 



challanges to adopt gender maintstream 
perspective. The research was conducted 
with qualitative descriptive method to gain 
insights of adopted and unadopted aspects 
in family planning program in Yogyakarta 
City  through gender equality indicators 
namely namely access, participation, control 
and benefit. This research also give insight 
importance of gender mainstreaming in 
family planning prgrams. Adoption is DPKB 
attempt to implement gender mainstream 
perspective in family planning program. The 
research shows there are several aspect of 
gender mainstream perspective that already 
been adopted while several others have not 
yet optimally adopted. The unadopted aspect 
still become challanges and obstacles for 
goverment and futher intervention through 
social policy needed  in order to achive 
gender equality goal. Recomendation of the 
research aimed for DPKB and councelors of 
family planning program.

Keywords: gender; mainstreaming; family 
planning; accomodation.

Kota Yogyakarta masih terdapat tantangan 
untuk melakukan pengarusutamaan gender. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode 
deskriptif kualitatif untuk mengetahui aspek 
yang sudah dan belum diakomodasi dalam 
program KB melalui indikator kesetetaraan 
gender yaitu akses, partisipasi, kontrol dan 
manfaat dan pentingnya pengarusutamaan 
gender dalam program KB. Akomodasi 
dalam hal ini merupakan upaya DPKB 
dalam melakukan pengarusutmaan gender 
di program KB. Hasil menunjukkan bahwa 
ada sejumlah aspek pengarusutamaan gender 
yang sudah diakomodasi dan yang belum 
maksimal dilakukan. Aspek yang belum 
diakomodasi masih menjadi hambatan dan 
tantangan pemerintah dan perlu diintervensi 
melalui kebijakan sosial agar selaras dengan 
tujuan kesetaraan gender. Rekomendasi 
dalam penelitian ini ditujukan untuk DPKB 
serta penyuluh KB. 

Kata kunci: gender; kesetaraan; keluarga 
berencana; akomodasi.

Elly Kuntjorowati (B2P3KS Yogyakarta)
Pemberdayaan Pranata Sosial bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis 
Masyarakat
The Empowerment of Social Institutions for the Growth of Community Based Social Welfare 
Facilities/Organizations
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 179 - 194

In the life of the community, the types 
of social institutions that exist are relatively 
diverse and the numbers continue to grow 
along with the dynamics of the development 
of the community itself. There are five types 
of social institutions, namely family, religion, 
education, economy, and politics. To support 
the formation of a community-based social 
welfare facilities (=WKSBM), there needs to 
be active participation from several social 
institutions in the community. Therefore the 
empowerment of social institutions is needed. 
The research problem proposed is how is the 
effect of social institutions empowerment on 
knowledge about WKSBM? How does the 
empowerment affect knowledge about social 

Dalam kehidupan masyarakat, jumlah 
lembaga sosial yang ada relatif beragam dan 
jumlahnya terus bertambah dengan dinamika 
perkembangan masyarakat itu sendiri. Ada 
lima jenis lembaga sosial, yaitu keluarga, 
agama, pendidikan, ekonomi, dan politik. 
Untuk mendukung pembentukan wahana 
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat 
(WKSBM), perlu ada partisipasi aktif dari 
beberapa lembaga sosial di masyarakat, 
oleh karena itu diperlukan pemberdayaan. 
Masalah penelitian yang diajukan adalah 
bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap 
pengetahuan tentang WKSBM? Bagaimana 
pemberdayaan mempengaruhi pengetahuan 
tentang masalah kesejahteraan sosial? 



welfare issues? How does social institutions 
empowerment affect organizational skills? 
What is the effect of social institutions 
empowerment on the growth of WKSBM? 
The purpose of this study was to determine 
the effect of empowering social institutions 
on knowledge about WKSBM. Knowing the 
effect of empowering social institutions on 
knowledge of social welfare issues. Knowing 
the effects of empowering social institutions 
on organizational skills. Knowing the effect 
of empowering social institutions on the 
growth of WKSBM. The results showed 
a difference between before and after 
empowerment. Knowledge of respondents 
increased especially in terms of knowledge 
about WKSBM, social welfare, organizational 
skills, and the growth of social institutions 
into WKSBM. The results of the analysis 
conducted using the t-test showed that 
empowerment was very significant for the 
growth of WKSBM. The recommendations 
are mainly addressed to the Ministry of 
Social Affairs in general and the Directorate 
General of Social Empowerment in particular 
that the social infrastructure that grows in 
many communities is a potential that can 
be grown into WKSBM, for this reason it is 
necessary to empower and legalize the Lurah 
to strengthen the position of the WKSBM that 
has grown.

Keywords: Keywords: empowerment; social 
institutions; WKSBM

Bagaimana pemberdayaan mempengaruhi 
keterampilan organisasi? Apa pengaruh 
pemberdayaan terhadap pertumbuhan 
WKSBM? Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan 
terhadap pengetahuan tentang WKSBM. 
Mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap 
pengetahuan tentang masalah kesejahteraan 
sosial. Mengetahui efek pemberdayaan pada 
keterampilan organisasi. Mengetahui efek 
pemberdayaan pada pertumbuhan WKSBM. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya  
perbedaan antara sebelum dan sesudah 
pemberdayaan. Pengetahuan responden 
meningkat terutama dalam  hal  pengetahuan 
tentang WKSBM, kesejahteraan sosial, 
keterampilan berorganisasi, dan penumbuhan 
pranata sosial menjadi WKSBM. Hasil analisia 
dengan menggunakan Uji-t menunjukkan 
bahwa pemberdayaan sangat signifikan 
untuk pertumbuhan WKSBM. Rekomendasi 
terutama ditujukan kepada Kementerian 
Sosial pada umumnya dan Direktorat Jenderal 
Pemberdayaan Sosial pada khususnya bahwa 
pranata sosial yang banyak tumbuh di 
masyarakat merupakan potensi yang dapat 
ditumbuhkan menjadi WKSBM, untuk itu 
perlu dilakukan pemberdayaan dan legalitas 
Lurah untuk memperkuat posisi WKSBM 
yang sudah tumbuh.

Kata Kunci: pemberdayaan; pranata sosial; 
WKSBM
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Abstract

In Indonesia the adoption of children has been regulated according to Law Number 23 of 2002 and the following 
regulations such as Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Implementation of Child Adoption (PP 
Adoption) and Minister of Social Affairs Regulation Number 110 of 2009. Prospective Foster Parents (COTA) must follow 
the process and adoption procedures as per the regulation. In reality, many cases of adoption violate existing rules. Using 
qualitative research, this paper attempted to describe and explore the practice of adoption in the city of Yogyakarta and 
the role of social workers in the practice. The results of the study showed that there were several issues that arouse such 
as the legal dualism between the district court and the religious court, administrative problems and religious differences 
between COTA and children. Research also showed that social workers played administrative roles, advocates and 
mediators. Local governments should make regional regulations that determine where the adoption process is tried so 
that legal dualism does not occur, while social workers need  to be more thorough and active in assisting the adoption 
process.

Keywords: child adoption; social worker; sakti peksos; Yogyakarta

Abstrak

Di Indonesia adopsi anak sudah diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 dan peraturan di bawahnya seperti 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) serta Peraturan Menteri 
Sosial Nomor 110 Tahun 2009, Calon Orang Tua Asuh (COTA) harus mengikuti proses dan prosedur adopsi sebagaimana 
peraturan tersebut. dalam kenyataannya banyak kasus adopsi yang menyalahi aturan yang ada. Dengan menggunakan 
penelitian kualitatif, tulisan ini mencoba mendeskripsikan dan mengeksplorasi praktik adopsi di Kota Yogyakarta dan 
peran pekerja sosial dalam praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa isu yang muncul seperti 
dualisme hukum antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, permasalahan administratif dan perbedaan agama antara 
COTA dengan anak. Penelitian juga menunjukkan bahwa pekerja sosial memainkan peran administratif, advokat dan 
mediator. Pemerintah daerah sebaiknya membuat peraturan daerah yang menentukan di mana proses adopsi disidangkan 
agar tidak terjadi dualisme hukum, sedangkan pekerja sosial perlu lebih teliti dan aktif dalam pendampingan proses 
adopsi.

Kata Kunci: adopsi anak; pekerja sosial; sakti peksos; Yogyakarta

1 Dosen di Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta,
2 Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

A.  Pendahuluan
Adopsi anak menjadi alternatif bagi pasang-

an yang sudah lama menikah dan belum mem-
punyai anak atau yang kemungkinan besar tidak 

dapat mempunyai anak secara biologis. Dalam 
Islam, Tabanni (adopsi) yaitu pengangkatan 
anak orang lain untuk dijadikan, diperlakukan, 
diakui sebagai anak sendiri yang dalam hukum 
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perundang-undangan, hukum Islam maupun hu-
kum adat diperbolehkan asalkan tidak memutus 
hubungan nasab dengan orang tua kandungnya 
dan menjadikan anak tersebut sederajat dengan 
kedudukan anak kandung baik dari segi nasab, 
muhrim, maupun hak waris, apalagi dalam hal 
perwalian.

Indonesia telah mengatur tata cara adopsi 
anak yang sesuai dengan hukum, termaktub 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (UU Perlindung-
an Anak) dengan peraturan pelaksana berupa 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 
Adopsi) dan dijelaskan lebih rinci dalam Pera-
turan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 
tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 
masih banyak proses adopsi yang tidak sesuai 
dengan prosedur resmi maupun prosedur adat 
setempat dan tidak tercatat. Hal ini dapat mem-
bawa implikasi yang tidak bagus untuk anak 
adopsi. Selain itu Satuan Bakti Pekerja Sosial 
(Sakti Peksos) dilibatkan dalam pendampingan 
proses adopsi anak yang diatur dalam undang- 
undang.

Penelitian mengenai pengangkatan (adopsi) 
anak telah banyak dilakukan dari berbagai segi 
dan tinjauan, di antaranya mengenai praktik 
proses adopsi, hak waris, dan perlindungan hu-
kum anak angkat.

Studi lain yang berkaitan dengan pengang-
katan anak adalah hak waris anak angkat. Studi 
ini antara lain dilakukan oleh Alfun Ni’matil 
Husna (2008) dan Endang Sinta Rahmadani 
(2007). Husna melihat Status Kewarisan Anak 
Angkat menurut Hukum Islam dan Hukum 
Perdata di Indonesia, dan menemukan bahwa 
adanya

ketentuan dalam hukum Islam yang menya-
takan bahwa status anak angkat itu tidak dapat 
disamakan dengan anak kandung sehingga dia 
tidak dapat menerima harta warisan dari orang 
tua angkatnya. Meskipun demikian, anak ang-
kat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari 
orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak 

boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang 
tua angkat. Menurut KUH Perdata dinyatakan 
bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga 
dapat memperoleh harta warisan dari orang 
tua angkatnya berdasarkan ketentuan undang-
undang yang berlaku (ab instestato) ataupun 
dengan adanya surat wasiat (testament).”

Rahmadani (2007) melakukan Studi Kasus 
Putusan PN. Wates mengenai Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Hak Waris. Berdasarkan pu-
tusan Pengadilan Negeri Wates, hakim telah 
mengambil keputusan bahwa penggugat dalam 
hal ini benar-benar anak angkat, sehingga ber-
hak atas harta peninggalan dari orang tua ang-
kat penggugat yang berupa harta gono gini.

Nor Mohammad Abdoeh (Abdoeh, 2015) 
melakukan studi mengenai hibah bagi anak 
angkat. Dalam penelitian pustakanya ia menya-
takan bahwa sebuah kesinambungan hukum 
dan dualisme sebuah hukum yang saling terkait 
antara fenomena yang terjadi di masyarakat dan 
aturan hukum yang ada dalam kompilasi hukum 
Islam dan hadis dalam menyelesaikan sebuah 
polemik. Dia menyimpulkan bahwa penghi-
bahan harta kepada anak angkat haruslah ada 
batasannya dan harus memperhatikan dan mem-
pertimbangkan kemaslahatan dari keluarga atau 
keturunannya. Pelaksanaan hibah kepada anak 
angkat pada zaman Rasulullah SAW dan pada 
era  sekarang yang terjadi di Purbalingga ber-
dasarkan putusan pengadilan sangatlah berbeda 
konteks yang menjadikan berbedanya pelaksa-
naan hibah.

Anak angkat sebagaimana layaknya seorang 
anak juga berhak mendapatkan perlindungan 
hukum. Ada beberapa penelitian yang mene-
kankan pada hal ini. Muhammad Iqbal (2015) 
dalam studi kasusnya pada anak angkat yang 
menjadi anak kandung dalam kutipan kelahi-
ran anak di Dusun Ambarukmo, Caturtung-
gal, Depok, Sleman, Yogyakarta, menemukan 
bahwa status dan kedudukan anak angkat yang 
menjadi anak kandung pada studi kutipan Akta 
Kelahiran di Dusun Ambarukmo Caturtunggal 
Depok Sleman dalam Hukum Islam dan hukum 
Positif status dan kedudukannya tidak berubah 
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menjadi anak kandung dan tetap sebagai anak 
angkat meskipun dalam akta kelahiran anak 
angkat tersebut berstatus anak kandung.

Farida Nur Hayati (2008), dalam studinya 
mengenai Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat 
Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam 
Perspektif Hukum Islam, menemukan bahwa 
Kompilasi Hukum Islam mendudukkan “anak 
angkat sama dengan anak kandung yaitu sama-
sama mendapatkan hadanah, kecuali dalam hal 
nasab sehingga tidak mendapatkan waris, kecu-
ali wasiat wajib bagi anak angkat sebagaimana 
tercantum sepertiga saja, dengan demikian apa 
yang terjadi pada anak angkat sama halnya 
dengan anak kandung sesuai dalam hal hak pe-
meliharaan anak selama anak angkat tersebut 
di bawah umur maka hak diberikan pada ibu 
angkat, jika telah dewasa atau cukup umur sang 
anak angkat boleh memilih ingin ikut dengan 
siapa, meskipun demikian semua biaya pemeli-
haraan anak angkat tersebut dibebankan kepada 
ayah angka”.

Matuankotta (2011) menyatakan bahwa un-
tuk memberikan perlindungan hukum kepada 
anak angkat serta untuk memberikan kejelasan 
status hukum bagi anak angkat maka peme-
rintah telah berkomitmen melalui penerbitan 
kutipan akta pencatatan pengangkatan anak se-
bagai bukti legalitas bagi seorang anak angkat. 
Dengan bukti legalitas ini, seorang anak angkat 
mendapatkan haknya sebagaimana anak kan-
dung. Studi mengenai proses adopsi meliputi 
proses dan tahapan yang dilalui maupun proses 
di pengadilan.

Slamet Priyanto (Priyanto, 2012) juga me-
lakukan studi tentang pengangkatan anak dalam 
tinjauan hukum Islam dengan menggunakan 
data diperoleh dari dokumentasi putusan ten-
tang pengangkatan anak Nomor 067/PdtP/2010/
PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul. Slamet, 
dengan menggunakan pendekatan yuridis nor-
matif, menyimpulkan bahwa pertimbangan hu-
kum majelis hakim Pengadilan Agama Bantul 
dalam putusan pengangkatan anak telah sesuai 
dengan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan pengangkatan anak, sedangkan dalam 

perspektif hukum Islam, pengangkatan anak 
memang diperbolehkan selama hal tersebut 
tidak bertentangan dengan hukum Islam, demi 
kemaslahatan anak dan pihak-pihak yang terkait 
dengan pengangkatan anak tersebut.

Ahmad Hisbul Waton (2003), dalam pe-
nelitiannya Mengenai Adopsi Anak Menurut 
Hukum Islam Dan UU RI No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan, me-
maparkan menguraikan dan membandingkan 
data yang diperoleh mengenai hukum anak 
adopsi menurut hukum Islam dan UU RI Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dia 
kemudian menyimpulkan bahwa Hukum Islam 
tidak mengenal adopsi, tetapi hanya mengenal 
pengangkatan anak untuk memberikan kese-
jahteraan, pemeliharaan, serta mendidik den-
gan penuh perhatian dan kasih sayang seperti 
halnya anak sendiri tanpa memberikan status 
sebagai anak kandung sendiri, anak angkat ber-
hak mendapatkan wasiat wajibah 1/3 dari harta 
ayah angkatnya. Konsep pengangkatan anak 
dalam UUPA sama seperti hukum Islam, yaitu 
untuk memberikan kesejahteraan, pendidikan, 
merawat tanpa membedakan rasa kasih sayang 
dengan anak sendiri dan tidak memutuskan 
hubungan nasabnya, namun ada perbedaan 
dalam pasal 39 angka (5) terkait pengangkat-
an anak yaitu pengangkatan anak yang belum 
berakal agamanya disamakan dengan agama 
mayoritas penduduk, hal ini apabila terjadi di 
masyarakat yang berpenduduk non muslim ten-
tu bertentangan dengan hukum Islam.

Sedikit berbeda dengan Waton, Ita Dwi In-
drayati (2007), dalam penelitiannya di Dinas 
Sosial Propinsi DIY, menyatakan bahwa dalam 
prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi 
DIY masih ada yang belum sesuai dengan 
kerangka syar’i. Pertama ketika anak diserah-
kan oleh orang tua kandungnya ke Dinas Sosial 
Propinsi DIY untuk diadopsi orang tua angkat 
menjadi putus dengan orang tua kandungnya. 
Kedua, dalam akta kelahiran di belakang nama 
anak angkat adalah nama orang tua angkatnya 
bukan orang tua kandungnya. Ketiga, untuk 
anak yang tidak diketahui agamanya Dinas 
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Sosial Propinsi DIY memberikan kelonggaran 
bagi yang mengangkatnya baik itu orang Mus-
lim atau non Muslim. Hal ini dapat berakibat 
berpindahnya agama anak angkat.

Endang Sri Utami (2014), melakukan studi 
terhadap proses pengangkatan anak sebagai 
upaya pemenuhan hak anak di Yayasan Sayap 
Ibu Yogyakarta. Endang menemukan bahwa 
pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan 
Sayap Ibu meliputi beberapa tahap yaitu: ta-
hap permohonan ijin pengasuhan anak, tahap 
penelitian kelayakan, tahap izin pengasuhan 
anak, tahap izin pengangkatan anak, tahap per-
mohonan penetapan izin pengangkatan anak di 
Pengadilan, tahap pemeriksaan Pengadilan dan 
tahap putusan Pengadilan.

Masih berkait dengan proses pengangkat-
an anak, Muhammad Ahsin Makhrus (2009) 
dalam studinya tentang Fungsi Dan Peran Saksi 
Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak 
Di PA Yogyakarta dari tinjauan hukum Islam 
menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2006 memberikan kewenangan baru 
pada Pengadilan Agama berkait dengan pene-
tapan asal usul anak dan pengangkatan anak 
(adopsi). Kewenangan itu diatur dalam pen-
jelasan Pasal 49 huruf a butir 20, yang menye-
butkan bahwa Pengadilan Agama berwenang 
mengadili penetapan asal usul seorang anak 
dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan 
hukum Islam. Mengenai Saksi, dia berfungsi 
dalam pembuktian perkara pengangkatan anak 
di PA Yogyakarta adalah sebagai seseorang 
yang membuktikan tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan orang tua anak dan anak 
yang bersangkutan, sedangkan peran saksi ada-
lah membuktikan faktor-faktor yang menun-
jang bahwa Pemohon itu layak sebagai orang 
tua angkat. Dalam tinjauan hukum Islam, Islam 
sangat menghormati dan menjaga hak seorang 
muslim, sehingga wajib hukumnya bagi para 
saksi untuk memberikan kesaksian sesuai de-
ngan fungsi dan perannya sebagai seorang sak-
si; tentang segala sesuatu yang diperkarakan/ 
sengketakan, mengungkap segala sesuatu yang 
berhubungan dengan Pemohon dan Termohon 

selama mampu menunaikannya tanpa adanya 
suatu hal yang menimpa, baik pada badannya, 
kehormatan, harta maupun keluarganya demi 
menjaga hak seseorang. Berbicara mengenai 
proses adopsi dan pekerja sosial, Robinson 
(2017) menyatakan bahwa sikap pada adopsi 
terbuka, mitos adopsi terbuka dan dalam prak-
tiknya memiliki keterkaitan dengan tingkat ke-
terbukaan kelompok pekerja sosial kesejahte-
raan anak terhadap adopsi terbuka.

Pengasuhan anak atau adopsi merupakan 
praktik yang sebenarnya ditujukan untuk me-
mastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan 
yang memadai dalam keluarga. Dalam konteks 
pelayanan sosial, adopsi merupkan bagian dari 
upaya perlindungan terhadap anak, dan harus 
dilandaskan pada prinsip the best interest of the 
children atau kepentingan terbaik untuk anak. 
Dalam praktiknya, kondisi ini tidak sepenuhya 
dipahami oleh masyarakat, maupun pihak pihak 
terkait. Sejarah menunjukkan praktik awal 
adopsi pada masa Romawi sepenuhnya untuk 
kepentingan orang tua angkat, khususnya ke-
inginan untuk melanjutkan garis keturunan atau 
memenuhi kewajiban agama (Barron, 1922). 
Pertimbangan ini terus ditemukan dalam prak-
tik adopsi di Eropa, seperti Perancis dan Inggris, 
yang baru menetapkan Undang-Undang adopsi 
yang menyentuh aspek perlindungan anak pada 
abad 19. (Huard, n.d.). Perspektif tradisional 
tentang pengangkatan anak sebagaimana dili-
hat dalam sejarah tadi, sebenarnya masih cukup 
dominan sampai saat ini di masyarakat Indone-
sia. Pertimbangan utama dalam adopsi adalah 
memenuhi kebutuhan calon orang tua angkat 
untuk memiliki keturunan, baik karena alasan 
melanjutkan keturunan atau investasi masa tua 
atau tujuan lain. Baru secara perlahan dengan di 
tetapkannya undang undang tentang hak anak, 
prinsip hak dan kepentingan terbaik anak perla-
han muncul menjadi pendekatan dalam praktik 
dan peraturan adopsi.

The best interest of the children merupakan 
konsep yang sebenarnya lahir sebelum HAM 
muncul, dan secara variatif digunakan untuk 
kelompok yang dianggap tidak mampu memi-
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liki keputusan rasional untuk kepentingan diri 
mereka sendiri, seperti anak dan penyandang 
disabilitas. Menurut Cantwell langkah de-insti-
tusionalisasi yang dilakukan di banyak negara 
industri dengan membubarkan panti/residen-
tial dan menggantikannya dengan model foster 
parent pada kurun 1890, di dasari oleh tujuan 
kepentingan terbaik buat anak (Cantwell, n.d., 
3). Namun perlu dicatat bahwa meski konsep 
ini diterima secara luas sejak awal, namun tidak 
ada kesepakatan siapa yang berhak memutus-
kan apa kepentingan yang terbaik buat anak 
dan atas dasar apa keputusan tersebut dibuat. 
Ketidakjelasan konsep ini berimplikasi pada 
banyak keputusan yang justru sangat merugi-
kan anak. Contohnya adalah kasus yang men-
cuat di Australia pada 2012 di mana Komite 
Senate Australia memutuskan bahwa negara 
harus meminta maaf atas terjadinya pemaksaan 
adopsi yang dilakukan pemerintah sepanjang 
kurun 1940 sampai 1980. Konon diperkirakan 
ada 150.000 bayi yang lahir di luar pernikahan 
diadopsi secara paksa, diambil dari ibu persis 
setelah proses kelahiran demi kepentingan ter-
baik anak (Cantwell, n.d., p. 7).

Butuh waktu 23 tahun setelah Konvensi 
Hak Anak tahun 1990 sampai masyarakat inter-
nasional memberikan batasan jelas mengenai 
keputusan terbaik bagi anak dalam implemen-
tasi Konvensi. Adalah Child Right Impact As-
sessment (CRIA) yang dijadikan rujukan atau 
standar untuk mengukur apakah keputusan 
terbail untuk anak sudah dicapai. Dokumen ini 
disusun oleh Komite Hak Anak PBB pada 2013 
dan dianggap sebagai intrumen yang bisa dipa-
kai untuk mengukur kebijakan, undang undang, 
peraturan, budget dan hal hal administratif yang 
terkait dengan anak. Beberapa poin yang masuk 
dalam CRIA misalnya adalah pendapat anak 
sendiri, identitas anak termasuk jenis kelamin, 
agama, dan latar belakang budaya, terjaganya 
lingkungan keluarga dan relasi anak, perlin-
dungan, perawatan dan keamanan anak dan 
perhatian khusus terkait kesehatan dan pendi-
dikan bagi anak dalam kondisi rentan seperti 

anak dengan disabilitas, dalam kondisi konflik 
atau pengungsian dan kondisi lain.

Dalam konteks adopsi, prinsip the best in-
terest of the child banyak didiskusikan pada 
literatur mengenai adopsi antar negara (inter-
country adoption). Salah satu aspek yang ba-
nyak diperdebatkan adalah munculnya pro dan 
kontra terkait adopsi international. Konvensi 
Hague tahun 1993 yang merupakan kerangka 
legal dari adopsi international dan Konvensi 
Hak Anak tahun 1990 kerap dipandang memi-
liki penafsiran dan posisi yang berbeda, meski 
sama-sama menjadikan kepentingan terbaik 
anak sebagai konsideran utama. Lisa Yemm 
misalnya menyatakan bahwa dibanding dengan 
Konvensi Hak Anak yang menempatkan adopsi 
internasional sebagai pilihan terakhir, memun-
culkan pendapat bahwa Konvensi Hague lebih 
pro terhadap adopsi internasional dan lebih se-
suai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. 
(Yemm 2010, 559–60)

Di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik 
buat anak juga diadopsi dalam peraturan terkait 
pengangkatan anak, khususnya pasal 39 ayat 1, 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang 
menyatakan bahwa adopsi hanya boleh dilaku-
kan untuk kepentingan terbaik anak. Selanjut-
nya, pasal ini diperjelas Peraturan Pemerintah 
Nomor 54, Tahun 2007 tentang adopsi yang 
secara detail menjabarkan prinsip tersebut da-
lam syarat, prosedur, pelaksanaan dan suprvi-
si adopsi (Bakarbessy & Anugerah, 2018, pp. 
79–80).

Sebagaimana telah dipaparkan, prinsip 
kepentingan terbaik dalam kasus adopsi di-
jabarkan dalam beberapa aspek seperti mem-
pertimbangkan kepercayaan dan latarbelakang 
budaya serta menjaga lingkungan keluarga. 
Aspek-aspek ini muncul secara jelas di dalam 
Undang- Undang Nomor 35 dan Peraturan Pe-
merintah Nomor 54 yang menegaskan bahwa 
adopsi adalah pilihan terakhir ketika orang tua 
biologis, dan kerabat tidak lagi mampu mem-
beri perawatan. Sesuai dengan konteks budaya 
yang mayoritas Muslim, Peraturan Pemerintah 
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Nomor 54 juga menegaskan larangan pemutus-
an hubungan antara anak angkat dengan orang 
tua biologisnya, termasuk dalam kasus warisan 
dan menikah. Hal inilah yang kerap dianggap 
memberatkan bagi COTA karena kekhawatiran 
bahwa ketika orang tua biologis masih hadir 
dalam kehidupan anak, maka anak akan sulit 
menjalin hubungan emosional dan legal (pe-
warisan dan pernikahan) dengan COTA. Syarat 
bahwa perlu ada kesamaan agama antara anak 
dan orang tua angkat juga menjadi isu kultural 
yang kerap diperdebatkan. Masalah perbedaan 
agama inilah yang menyebabkan sulitnya adop-
si internasional di Indonesia.

Pada praktik pelayanan dan pendampingan 
pekerja sosial pada kasus adopsi, prinsip kepen-
tingan terbaik anak kerap melahirkan kondisi 
dilematis yang dijumpai pekerja sosial. Masih 
dominannya kepentingan orang tua biologis 
maupun Calon Orang Tua Angkat — dan bu-
kan kepentingan anak— masih menjadi realitas 
yang dihadapi oleh pekerja sosial. Mengangkat 
anak masih merupakan praktik yang didasari 
kepentingan COTA memiliki keturunan atau 
orang tua biologis yang karena satu dan lain hal 
tidak menghendaki kehadiran anak. Hal ini ke-
rap berimplikasi pada banyak aspek seperti ting-
ginya pemalsuan informasi dan dokumen serta 
masih sangat tingginya adopsi illegal (tidak 
sesuai dengan PP Nomor 54, 2007). Pada pen-
dampingan psiko sosial yang dilakukan pekerja 
sosial, prinsip kepentingan terbaik anak juga 
masih meninggalkan beberapa area yang belum 
tersentuh, misalnya minimnya intervensi yang 
dilakukan kepada anak yang akan atau telah 
diadopsi, dan juga orang tua biologis.

Penelitian ini membahas praktik pengang-
katan anak yang terjadi di DI Yogyakarta dan 
menelusuri peran pekerja sosial dalam pen-
dampingan proses adopsi. Oleh karena itu ru-
musan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) 
Bagaimana praktik pengangkatan anak yang 
dijalani oleh para calon orang tua asuh dalam 
mengadopsi anak? 2) Apa dan bagaimana peran 
Sakti Peksos dalam pendampingan proses pe-
ngangkatan anak?

Selaras dengan rumusan masalah tersebut 
maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan prosedur pengangkatan 
anak sesuai undang-undang yang berlaku, un-
tuk mendeskripsikan prosedur pengangkatan 
anak yang dijalani oleh beberapa pasangan dan 
dinamikanya, serta untuk mengetahui peran 
sakti peksos dalam proses adopsi anak.

B. Penggunaan Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan salah satu rag-

am penelitian kualitatif, yaitu studi kasus. Studi 
kasus adalah metode penelitian yang bertu-
juan untuk menjawab how question, mengkaji 
fenomena kontemporer dalam latar alamiah, 
memfokuskan diri pada isu yang empirik dan 
bukan fenomena historis (Moleong, 2000) 
(Gillham, 2000; Yin, 2003). Tradisi penelitian 
studi kasus dianggap relevan karena penelitian 
ini bersifat eksploratori, yakni terfokus pada 
upaya mengeksplorasi praktik pengangkatan 
anak yang selama ini terjadi serta melihat peran 
pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak. 
Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui 
bagaimana praktik adopsi anak yang dilakukan 
oleh para  COTA dan bagaimana penanganan 
oleh pekerja sosial pada proses adopsi tersebut.

Penelitian mengambil lokasi dan informan 
penelitian di Yogyakarta. Teknik pengambilan 
informan menggunakan purposive sampling, 
yaitu para COTA yang sedang atau telah dalam 
proses adopsi anak. Teknik pengambilan data 
dilakukan dengan wawancara dan studi doku-
mentasi. Studi dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data tercatat mengenai prose-
dur adopsi anak. Penelitian ini juga mengguna-
kan wawancara mendalam terhadap pasangan 
yang mengadopsi anak (COTA, calon orang tua 
asuh) serta pekerja sosial. Terdapat lima pasang 
COTA yang diwawancara dalam studi ini dan 
dua orang pekerja sosial. Wawancara ini tidak 
dilakukan secara formal dengan menggunakan 
daftar wawancara yang ketat. Peneliti sedapat 
mungkin menciptakan komunikasi secara lan-
car dan santai untuk menghindari bias data.
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Trianggulasi digunakan untuk meningkat-
kan validitas data. Trianggulasi adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data dengan meman-
faatkan penggunakan sesuatu yang lain di luar 
data itu untuk keperluan pengecekan atau seba-
gai pembanding terhadap data yang telah ada 
(Moleong, 2000: 178). Untuk itu, peneliti akan 
melakukan trianggulasi dengan cara melakukan 
cross-check terhadap hasil wawancara dengan 
hasil studi dokumen.

Analisa yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisa kualitatif, yaitu analisa de-
ngan cara data yang dihimpun, disusun secara 
sistematis, diinterpretasikan, dan dianalisa se-
hingga dapat menjelaskan pengertian dan pe-
mahaman tentang gejala yang diteliti. Tiga 
jalur untuk melakukan analisis adalah: Reduksi 
data (data reduction) merupakan proses seleksi, 
pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data 
kasar yang ada dalam fieldnote. Reduksi data 
dilakukan selama penelitian berlangsung, hasil-
nya data dapat disederhanakan, dan ditransfor-
masikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta 
penggolongan dalam satu pola. Kedua, Penya-
jian data (data display) adalah rakitan organi-
sasi informasi yang memungkinkan kesimpu-
lan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan 
mudah memahami apa yang sedang terjadi dan 
apa yang harus dilakukan. Ketiga, Penarikan 
kesimpulan (conclusion drawing). Proses ini 
dilakukan dari awal pengumpulan data, peneliti 
harus mengerti apa arti dari hal-hal yang diteli-
tinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola, 
pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan 
sebab- akibat sehingga memudahkan dalam 
pengambilan kesimpulan (Miles & Huberman, 
2009, p. 19).

Ketiga komponen analisis data di atas mem-
bentuk interaksi dengan proses pengumpulan 
yang berbentuk siklus, di mana sifat interaksi 
ketiganya berjalan terus menerus semenjak tu-
run lapangan sampai selesai penelitian (Sutopo, 
2006: 37).

C. Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja 
Sosial Dalam Proses Adopsi

1. Adopsi Anak menurut Undang- Undang
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002, proses adopsi harus memenuhi beberapa 
ketentuan umum, yaitu: pertama, pengangkatan 
anak bertujuan untuk kepentingan anak. Semua 
pertimbangan adopsi anak harus mendahulukan 
kepentingan yang terbaik buat anak. Kedua, 
pengangkatan anak tidak memutuskan hubung-
an darah antara anak yang diangkat dengan 
orang tua kandungnya. Ketiga, pengangkatan 
anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan 
sebagai upaya terakhir.

Penelitian ini hanya menyelidiki proses 
adopsi anak yang dilakukan Warga Negara In-
donesia ke anak Warga Negara Indonesia. Pe-
ngangkatan anak antarwarga negara Indonesia 
biasanya mengikuti dua cara, yaitu pengangkat-
an anak berdasarkan adat kebiasaan setempat 
dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak sesuai undang- undang 
ada dua cara, yaitu pengangkatan anak secara 
langsung dan pengangkatan anak melalui lemba-
ga pengasuhan anak. Pengangkatan anak secara 
langsung adalah dengan langsung berhubungan 
dengan orang tua kandung anak kemudian anak 
diadopsi sesuai prosedur. Pengangkatan anak 
melalui lembaga pengasuhan anak, anak dida-
pat dari lembaga pengasuhan anak yang sudah 
mendapatkan ijin dari dinas sosial setempat. 
Lembaga pengasuhan anak yang mendapatkan 
izin di DIY adalah Yayasan Sayap Ibu (yayasan 
ini juga menjadi rujukan dalam skala nasional), 
LKSA Gotong- Royong Gunung Kidul, LKSA 
Annur, dan Mustika Tama.

Proses adopsi harus melalui beberapa prose-
dur. Syarat-syarat pengangkatan anak sudah 
diatur dalam peraturan adopsi anak. Persyaratan 
anak yang akan diangkat meliputi: anak belum 
berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar/
ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga 
atau lembaga pengasuhan anak; dan memerlu-
kan perlindungan khusus, serta yang terakhir 
sudah dicarikan akta kelahiran.
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Mengenai usia anak yang akan diangkat, 
anak yang belum berusia 6 tahun menjadi prio-
ritas utama. Sedangkan, anak yang berusia enam 
sampai dengan sebelum 12 tahun diperbolehkan 
sepanjang ada alasan mendesak. Untuk anak 
berusia 12 sampai dengan belum berusia 18 ta-
hun, pengangkatan dapat dilakukan sepanjang 
anak memerlukan perlindungan khusus.

Persyaratan calon orang tua asuh (COTA), 
meliputi: 1) Sehat jasmani dan rohani; 2) Umur 
minimal 30 tahun maksimal 55 tahun; 3) Be-
ragama sama dengan agama calon anak angkat; 
4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum 
karena melakukan tindak kejahatan; 5) Bersta-
tus menikah paling singkat lima tahun; 6) Tidak 
merupakan pasangan sejenis; 7) Tidak atau be-
lum punya anak atau hanya memiliki satu anak; 
8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan so-
sial; 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin 
tertulis orang tua atau wali anak; 10) Membuat 
pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak 
demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahte-
raan dan perlindungan anak; 11) Adanya lapor-
an sosial dari pekerja sosial setempat; 12) Te-
lah mengasuh calon anak angkat paling singkat 
enam bulan sejak izin pengasuhan diberikan; 
13) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala 
instansi sosial.

Syarat administratif yang harus dipenuhi 
oleh COTA antara lain: Asli/Legalisir Surat 
keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerin-
tah, Asli/Legalisir Surat Keterangan Kesehatan 
Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah 
Sakit Pemerintah, Legalisir Copy Akta Kela-
hiran COTA, Asli/Legalisir SKCK Kepolisian 
setempat, Legalisir Surat Nikah /Akta Perkaw-
inan COTA, Legalisir Kartu Keluarga dan 
KTP COTA, Legalisir Akta Kelahiran CAA 
(Calon Anak Angkat ), Asli Keterangan Peng-
hasilan dari tempat bekerja COTA, Asli Surat 
Pernyataan persetujuan Calon Anak Angkat di 
atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang 
telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/
atau hasil laporan Pekerja Sosial, Asli Surat Izin 
dari Orang tua kandung/wali /kerabat COTA di 
atas kertas bermaterai, Asli Surat pernyataan 

tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa 
COTA akan memberitahukan kepada anak ang-
katnya tentang asal usulnya dengan memperha-
tikan kesiapan anak, Asli/Legalisir Surat/Berita 
Acara Penyerahan Anak yang diketahui oleh 
Kepala Desa /Lurah dan Kepala Instansi Sosial 
setempat, Asli Surat rekomendasi dari Kepala 
Instansi Sosial Kab/Kota, SK dari Kepala 
Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Adopsi secara adat dilakukan sesuai de-
ngan adat kebiasaan masyarakat setempat se-
hingga menggunakan tata cara yang berlaku 
dalam masyarakat. Instansi Sosial Provinsi/
Kabupaten/Kota melakukan pencatatan dan 
pendokumentasian. Adopsi ini dapat dimo-
honkan Penetapan Pengadilan sesuai Peraturan 
Perundang Perundang- Undangan. Kemudian 
salinan Penetapan Pengadilan disampaikan ke-
pada Instansi Sosial. Pengangkatan anak secara 
adat kebiasaan dilakukan sesuai tata cara yang 
berlaku di dalam masyarakat yang bersangkut-
an. Permohonan pengangkatan anak yang telah 
memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan 
untuk mendapatkan penetapan. Pengangkatan 
Anak secara langsung dilaksanakan dengan 
prasyarat sebagai berikut. a) CAA berada dalam 
Pengasuhan Orangtua Kandung/Wali/Orang tua 
Asuh; b) Prosedur (lihat Bagan 1)

Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pe-
ngasuhan Anak dilaksanakan dengan prasyarat 
sebagai berikut. a) CAA berada dalam asuhan 
Lembaga Pengasuhan Anak; b) Prosedur (lihat 
Bagan 2) dipastikan bahwa angka adopsi yang 
tidak prosedural jauh lebih banyak dibanding-
kan dengan yang prosedural. Secara lebih te-
gas bisa dikatakan bahwa proses adopsi di luar 
ketentuan UU tidak bisa dipastikan jumlahnya 
karena tidak dilaporkan.

Proses adopsi melibatkan beberapa stake-
holder penting yang secara langsung terlibat 
yaitu dinas sosial sebagai lembaga pemerintah 
yang memiliki wewenang melakukan, pekerja 
sosial, Tim Pertimbangan Permohonan Adopsi 
dan Pengadilan, dan COTA, anak calon adopsi 
dan orang tua kandung
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Bagan 1. Prosedur Pelayanan Adopsi Langsung

Bagan 2. Prosedur Pelayanan Adopsi Anak Dalam Negeri Melalui Lembaga (Yayasan)
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Dari hasil penelitian sebagaimana telah 
dipaparkan, dalam praktiknya ada dua jenis 
adopsi yang dipraktikkan di  DIY yakni: Adopsi 
melalui lembaga, dan Adopsi Privat.

Dalam hal permohonan pengangkatan anak 
ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada 
Lembaga Pengasuhan Anak
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2. PraktikAdopsi Anak di Daerah Istimewa 
Yogyakarta
Sejauh mana praktik adopsi di DIY sesuai 

dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh 
UU sebagaimana dipaparkan di atas dibahas da-
lam bagian ini. Meski data statistik tidak dapat 
diberikan, namun dari minimnya pemahaman 
masyarakat tentang adopsi dan pengasuhan bisa 
dengan aman

Adopsi melalui lembaga. Adopsi melalui 
lembaga adalah adopsi di mana COTA menga-
jukan aplikasi langsung melalui Dinas Sosial, 
dan CAA akan diambil dari salah satu panti dari 
empat panti di DIY yang mendapat izin untuk 
melakukan proses adopsi. Prosedur yang harus 
dilalui COTA dapat dilihat pada Bagan 2.

Adopsi Privat. 
Adopsi privat adalah pengajuan proses hu-

kum dari COTA yang sudah mengasuh anak 
untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan. 
Dalam tipe ini tahapan yang dilakukan ada-
lah: COTA datang ke dinas sosial Yogyakarta 
dalam keadaan sudah mengasuh anak dan me-
ngajukan pengangkatan anak. Dinas sosial dan 
sakti peksos melakukan visit ke rumah COTA 
sebagai langkah assesment. Hasil visitasi akan 
disusun oleh pekerja sosial sebagai laporan so-
sial. Laporan yang telah dibuat dikirim ke dinas 
sosial untuk dipelajari kemudian dilaporkan ke 
tim PIPA. Setelah Tim PIPA dan dinas sosial 
memutuskan bahwa semua syarat administratif 
dipenuhi permohonan akan diteruskan ke pen-
gadilan untuk mendapatkan penetapan adopsi.

Pada praktiknya, dinamika proses adopsi di 
lapangan memunculkan beberapa isu penting
yang membutuhkan perhatian dari semua stake-
holder.

Dualisme Hukum dalam Adopsi
Adopsi adalah proses hukum yang melibat-

kan berbagai stakeholder dan berimplikasi pada 
penetapan hukum bagi anak yang diadopsi. 
Sayangnya, hal mendasar ini belum banyak 
disadari oleh masyarakat di Indonesia, tidak 
terkecuali masyarakat DIY. Pengadilan memi-

liki wewenang untuk menetapkan status adopsi, 
dan penetapan inilah yang akan menentukan 
status hukum anak dengan segala implikasinya, 
hak pengasuhan dan hak perdata terutama da-
lam kaitan dengan pernikahan dan waris.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No-
mor 3, Tahun 2006 mengenai penetapan asal 
usul anak dan pengangkatan anak, Pengadilan
Agama memiliki kewenangan untuk menetap-
kan adopsi. Ini perkembangan baru setelah 
sebelumnya hanya pengadilan negeri (PN) 
yang memiliki kewenangan tersebut. Pasal 49: 
20 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama 
berwenang mengadili “penetapan asal usul se-
orang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam.” Sebenarnya pene-
tapan asal usul anak sudah disinggung dalam 
Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam 
Pasal 3 bahwa asal usul anak dapat dibuktikan 
dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta 
kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang 
berwenang menetapkan asal usul adalah Penga-
dilan Agama (PA).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tidak dimaksudkan untuk menciptakan 
dualisme hukum dalam kasus adopsi karena 
kewenangan Pengadilan Agama hanya terbatas 
pada warga muslim. Namun dalam praktiknya, 
termasuk di DIY, dualisme hukum terus terjadi 
karena pembagian kewenangan antara PN dan 
PA berdasarkan agama tidak secara tegas dilaku-
kan. Dengan kata lain, sampai saat ini COTA 
tetap bisa memilih untuk melakukan proses 
hukum adopsi di PN ataupun PA, meski COTA 
tersebut beragama Islam. Ketegasan mengenai 
pembagian kewenangan PN dan PA hanya ter-
jadi di Kabupaten Bantul, di mana pihak dinas 
sosial akan merujuk COTA muslim ke Penga-
dilan Agama untuk mendapatkan keputusan.

Permasalahan dualisme kewenangan ini 
menjadi lebih penting karena posisi Islam terkait 
adopsi. Dalam hukum Islam, praktik pengang-
katan anak bisa dibedakan menjadi dua hal yakni 
apa yang disebut sebagai tabbani dan kafalah. 
Tabbany adalah pengangkatan anak di mana 
anak angkat mendapatkan hak perdata penuh 
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termasuk penetapan waris, ketidakbolehan me-
nikah dengan keluarga angkat dan penetapan 
nasab orang tua (nisbah) kepada ayah angkat. 
Dalam sejarah Islam, pengangkatan anak jenis 
ini pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, 
namun kemudian dihapuskan (di-nasakh) ber-
dasarkan QS Al Ahzab ayat 4-5. Ayat ini se-
cara literal menyebutkan bahwa seorang anak 
harus dipanggil dengan memakai nama ayah 
biologis, yang kemudian ditafsirkan oleh ulama 
tafsir dan fikih bahwa tidak boleh ada pemu-
tusan nasab (turunan) antara anak dengan ayah 
kandungnya. Turunnya ayat ini (asbab al nuzul) 
dirujukkan kepada praktik Rasulullah yang hen-
dak melakukan tabanny terhadap Zaid, seorang 
budak yang kemudian dimerdekakan dan dia-
dopsi oleh Muhammad. Dengan turunnya ayat 
ini maka, Muhammad melakukan pembatalan 
adopsi terhada Zaid, yang dikenal dalam seja-
rah dengan peristiwa “Ibtal al Tabanny” (pem-
batalan adopsi). Atas dasar inilah maka terdapat 
pemahaman di kalangan muslim bahwa Islam 
tidak memperbolehkan adopsi.

Jenis pengangkatan anak yang dibolehkan 
oleh Islam adalah Kafalah (pengasuhan dan 
perwalian), yakni pengasuhan anak tanpa me-
mosisikan anak angkat seperti anak kandung 
dari aspek hak perdatanya. Dengan kafalah 
anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang 
tua angkat dan tidak menghilangkan status 
mahram kepada keluarga angkatnya kecuali ka-
lau jika anak angkat memang memiliki hubu-
ngan mahram dengan orang tua angkat. Terkait 
dengan hak perdata, anak angkat dalam hukum 
Islam hanya berhak mendapatkan hibah atau 
wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh lebih 
dari sepertiga harta orang tua angkat. Atas dasar 
ini maka keputusan Pengadilan Agama terkait 
pengangkatan anak adalah kafalah, bukan ta-
banny.

Penting untuk dicatat bahwa dalam prak-
tiknya sebenarnya konsep kafalah inilah yang 
dipraktikkan, setidaknya ditetapkan di Indone-
sia. Dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Standar dan Prosedur Adopsi, di antara 17 syarat 
administratif yang harus dipenuhi COTA, ada 

tiga syarat yang menunjukkan bahwa arah adop-
si di Indonesia sebenarnya pada kafalah yakni 
tidak memutuskan nasab dan tidak mewariskan. 
Tiga peraturan itu adalah: 1) Surat pernyataan 
bahwa COTA akan memberitahukan kepada 
anak angkatnya asal usul dan orang tua kan-
dungnya dengan memperhatikan kesiapan anak; 
2) Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak 
berhak menjadi wali nikah bagi anak perem-
puan dan memberi kuasa kepada wali hakim; 
dan 3) Surat pernyataan COTA bahwa untuk 
memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak 
angkatnya. Tiga syarat ini jelas menunjukkan 
bahwa konsep adopsi yang dipraktikkan di DIY 
adalah kafalah, di mana anak tetap dinasabkan
kepada orang tua biologis sehingga perlu wali 
nikah hakim dan tidak mendapatkan waris se-
lain hibah.

Menurut Bapak Nyadi, pengurus YLKA 
DIY terlibat langsung dalam penyusunan Pera-
turan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, syarat 
di atas sesuai  dengan UU Perlindungan Anak 
khususnya Pasal 39 ayat 2 dan 3. Pengangkat-
an Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak memutuskan hubungan darah antara anak 
yang diangkat dan orang tua kandungnya (ayat 
1). Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kela-
hiran, dengan tidak menghilangkan identitas 
awal Anak (ayat 2 a). Calon Orang Tua angkat 
harus seagama dengan agama yang dianut oleh 
calon Anak Angkat (ayat 3)

Dibanyak kasus, peraturan tentang adopsi 
belum disosialisasikan dengan bagus dan aki-
batnya belum banyak dipahami masyarakat, 
termasuk praktisi hukum. Salah satu informan 
penelitian, Bapak Nyadi mengatakan banyak 
COTA, termasuk Muslim lebih memilih me-
ngajukan permohonan adopsi ke PN karena 
berbagai alasan.

Ada dua alasan kenapa COTA lebih memi-
lih mengajukan adopsi ke PN daripada ke PA. 
Pertama, karena keputusan PA yang tidak mem-
beri hak waris kepada anak  angkat dianggap 
tidak adil. Kedua, masyarakat belum memaha-
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mi bahwa PA memiliki wewenang untuk mena-
ngani adopsi. Bahkan pengacara sendiri banyak
yang belum paham, padahal rata-rata kasus 
adopsi pasti menggunakan jasa lawyer. Inilah 
pekerjaan rumah, perlunya menyosialisasikan 
PP Nomor 54 dengan lebih baik (Hasil wawan-
cara dengan Pak Nyadi, 26 Oktober 2017).

Beliau menambahkan bahwa bagi beberapa 
hakim di PN, UU Nomor 3/2006 masih me-
nyisakan ruang abu abu, sehingga hakim di PN 
memutuskan permohonan adopsi dengan pem-
berian hak perdata penuh kepada anak angkat. 
Yuli dan Endang, pekerja sosial yang bertugas 
di Kabupaten Sleman menegaskan statemen 
pak Nyadi dengan alasan yang sedikit berbeda.

“Dari beberapa kasus yang saya tangani, 
saya lihat COTA yang bersikeras menuntut 
keputusan hak waris bagi anak angkat itu tidak 
hanya karena masalah adil tapi juga terkait 
asuransi. COTA yang memiliki asuransi jiwa 
termasuk Taspen bagi PNS, akan ke PN yang 
dianggap bisa menetapkan hak waris bagi anak 
angkat. Apabila tanpa hak waris, artinya COTA 
statusnya tanpa ahli waris, asuransi nantinya 
tidak dapat dibayarkan kepada anak. Di be-
berapa permohonan saya lihat angkanya cukup 
besar, nol nya banyak!” (Hasil wawancara, 8 
November 2017).

Ketidakpahaman masyarakat dan praktisi 
hukum, perbedaan penafsiran mengenai ber-
bagai peraturan adopsi, ditambah minimnya 
sosialisasi yang dilakukan pemerintah menjadi-
kan dualisme hukum dalam penetapan adopsi 
terus berlanjut. Sampai saat ini WNI termasuk 
warga Muslim bebas memilih ke PN atau PA. 
Permasalahan terus berlanjut dengan adanya 
perbedaan persyaratan dan prosedur permohon-
an pengajuan adopsi antara PN dan PA, atau da-
lam bahasa Pak Nyadi

“belum menggunakan standar yang sama” 
berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 
Menurut pekerja sosial yang mendampingi 
praktik adopsi di DIY, ada beberapa perbe-
daan cukup fundamental pada PN dan PA, 
misalnya PA tidak  mensyaratkan adanya 
surat rekomendasi dari Dinas Sosial DIY 

dan laporan sosial yang disusun pekerja so-
sial (Hasil wawancara dengan sakti peksos, 
7 November 2017).
Kondisi yang berbeda terjadi di Kabupaten 

Bantul di mana pembagian wewenang dan stan-
darisasi proses pengajuan antara PN dan PA su-
dah dilakukan. Dinas Sosial Kabupaten Bantul 
akan merujuk COTA yang beragama Islam ke 
PA serta persyaratan ke PN dan PA sama sama 
menggunakan rekomendasi dari dinas sosial 
dan laporan sosial dari pekerja sosial.

Perbedaan Agama
Menurut UU Nomor 35/2014 tentang Per-

lindungan Anak dan PP Nomor 54/2007, adopsi 
hanya bisa dilakukan kalau COTA satu agama 
dengan Calon Anak Angkat (CAA). Agama 
CAA ditentukan berdasarkan agama ibu atau 
orang tua CAA sebagaimana tercantum dalam 
KTP dan Kartu Keluarga. Dengan kata lain 
tidak ada adopsi antar agama. Pasal 39 ayat 
5 UU Nomor 35 secara lebih jelas menyebut-
kan “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, 
agama anak disesuaikan dengan agama mayori-
tas penduduk setempat.”

Dalam praktiknya isu perbedaan agama 
masih menjadi permasalahan penting dalam 
praktik adopsi DIY yang penyelesaiannya 
membutuhkan pendekatan legal dan kultural. 
Salah satu pelanggaran umum yang dilakukan 
oleh COTA yang mengalami kendala perbedaan 
agama adalah pemalsuan identitas agama orang 
tua biologis (ibu). Yuli salah satu sakti peksos 
bercerita,

“Ini saya sedang menangani kasus adopsi 
beda agama yang cukup rumit. Kasusnya 
belum selesai, dan proses hukum di pe-
ngadilan baru akan dilakukan. Problemnya 
kami mengidentifikasi adanya perbedaan 
agama antara COTA yang beragama Islam 
dengan CAA yang ibu biologisnya menurut 
dugaan kami beragama Kristen. Sayangnya 
agama ibu tidak tercantum dengan jelas, 
dan ibu kandung tidak bisa dikontak dan 
sudah menyerahkan surat bukti penyerahan 
anak yang sangat lengkap. Setelah dokumen 
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kami teliti ada banyak kejanggalan yang 
kami temukan mengenai identitas (KK) ibu 
kandung CAA. Nampaknya ada perbedaan 
KK ibu kandung pada saat assessment dan 
KK yang diserahkan pada berkas permo-
honan adopsi. Kemungkinan KK terakhir 
sudah diganti identitas agamanya agar se-
suai dengan agama COTA (Islam)” (Hasil 
wawancara, 2 November 2017).
Pada beberapa kasus, hakim di PN atau PA 

menunda keputusan adopsi sampai anak beru-
mur 12 tahun, di mana si anak dibolehkan untuk 
memilih agama sendiri. Jika opsi ini diterima 
maka COTA akan mendapatkan hak pengasuh-
an (hadhanah) melalui permohonan hak pe-
ngasuhan kepada pengadilan yang diperpanjang 
setiap tahun. Namun solusi “mudah” yang um-
umnya diambil adalah orang tua kandung, jika 
orang tua teridentifikasi berpindah agama ses-
uai dengan agama COTA. Perpindahan agama 
ini perlu dibuktikan dengan dokumen resmi 
seperti surat dari masjid atau penasbihan dari 
gereja.

Sebagaimana dipaparkan, dinamika proses 
adopsi dengan perbedaan agama di lapangan 
sangat variatif sebagaimana dibuktikan dalam 
kutipan wawancara dengan pekerja sosial. Per-
syaratan agama dalam kebijakan adopsi sangat 
marak pada saat tsunami Aceh karena menutup 
jalan bagi proses adopsi antar negara yang pada 
saat itu, dianggap penting untuk kepentingan 
anak korban tsunami. Sampai saat ini kasus 
adopsi beda agama masih terus terjadi dengan 
berbagai dinamikanya, dan kerap kali membu-
tuhkan pendekatan beragam di luar legal for-
mal.

Isu Administratif
Permasalahan lain terkait adopsi banyak 

berhubungan dengan pemalsuan dokumen ka-
rena ketidakmampuan COTA untuk memenuhi 
syarat administrasi misalnya terkait batas usia 
COTA, kejelasan orang tua biologis, surat bukti 
penyerahan anak, dan kerja sama antara lem-
baga dengan COTA.

Pemalsuan Identitas. Akta CAA diatasna-
makan bidan atau orang yang mengasuh CAA 
sebelumnya, termasuk COTA sendiri. Kasus 
lain yang banyak adalah tidak adanya surat pe-
nyerahan CAA dari orang tua kandung untuk 
diadopsi oleh pihak yang bersangkutan. Kasus 
ini biasanya terjadi kalau ibu kandung CAA ada-
lah korban kehamilan tidak diinginkan (KTD). 
Sebagaimana kita tahu bahwa Yogyakarta ada-
lah kota pendidikan dengan banyak perguruan 
tinggi yang tersebar di penjuru DIY, kasus KTD 
banyak menimpa mahasiswi dari luar daerah 
dan juga siswi SLTA. Para calon ibu muda 
tersebut ada yang memilih membuang atau 
membunuh bayinya, tetapi banyak juga yang 
memilih melahirkan anaknya tetapi tidak ingin 
keluarga mereka tahu mengenai hal tersebut. 
Banyak dari mereka yang memilih melahirkan 
ke bidan yang mau menampung kemudian me-
reka memberikan bayinya kepada bidan terse-
but untuk diasuh. Bidan tersebut akan mem-
buatkan akta bayi dengan nama bidan tersebut 
sebagai ibu kandung atau langsung ke nama 
COTA (Hasil wawancara dengan pekerja sosial, 
5 Oktober 2017).

Banyak juga terjadi kasus pemalsuan akta 
kelahiran langsung ke COTA yang baru terung-
kap bukan dalam proses adopsi karena memang 
OTA tidak pernah mengajukan proses adopsi 
tetapi saat pembagian warisan dalam keluarga 
besar. Kemudian, terjadi laporan dan tuntutan 
ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan 
Pengadilan (Hasil wawancara dengan pegawai 
Pemda Sleman, Agustus 2017)

Usia COTA. Batas usia COTA antara 30 – 
55 tahun. Batas ini tidak hanya berlaku pada 
salah satu pasangan, artinya baik suami maupun 
istri harus sudah memenuhi batas usia minimal 
dan tidak melampaui usia maksimal. Beberapa 
kasus terjadi istri masih terlalu muda, belum 
30 tahun atau suami sudah melewati batas usia 
maksimal, yaitu 55 tahun.

Kasus batas usia ini biasanya terjadi karena 
ketidaktahuan COTA mengenai aturan batas 
usia tersebut. Banyak COTA yang baru memu-
tuskan mengadopsi anak setelah usaha berta-
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hun-tahun untuk bisa mempunyai anak kandung 
tetapi saat mempunyai keinginan mengadopsi 
ternyata salah satu dari pasangan umurnya su-
dah lebih dari 55 tahun. Hal ini terjadi misal-
nya saat keinginan adopsi muncul umur masih 
di bawah 55 tahun tetapi saat proses pengajuan 
ke pengadilan ternyata umur sudah terlewat, 
walaupun hanya beberapa bulan tetap saja tidak 
memenuhi persyaratan dan tidak lolos syarat 
administrasi.

Penghasilan. Salah satu syarat penting da-
lam pengajuan adopsi adalah COTA harus 
memiliki penghasilan yang cukup untuk bisa 
merawat anak. Syarat penghasilan biasanya 
dibuktikan dengan slip gaji atau keterangan 
lain. COTA tidak harus memiliki penghasilan 
tinggi (dianggap kaya), namun lebih pada peng-
hasilan yang stabil, dalam standar umum, UMR 
(tidak masuk kategori penghasilan tinggi). Me-
nariknya, penghasilan yang dihitung dan men-
jadi pertimbangan dinsos dan tim PIPA adalah 
penghasilan suami, bukan penghasilan istri. Pa-
triarkhisme penghasilan ini disampaikan Yuli 
sakti peksos.

“Saya pernah lho mendampingi pasangan 
suami istri di Bantul yang mengajukan 
adopsi dan kemudian ditolak karena COTA 
dianggap tidak memiliki penghasilan cu-
kup. Pasangan ini istrinya guru PNS yang 
sudah mendapatkan sertifikasi guru, sudah 
tinggi gajinya dan lebih dari cukup. Hanya 
suaminya kebetulan bekerja menggarap 
sawah orang tuanya dan menjadi guru ngaji 
di kampungnya dan kalau dihitung peng-
hasilannya hanya 500 ribu per bulan. Dan 
ternyata permohonannya ditolak! Padahal 
gaji istrinya 5 juta lho…” (Hasil wawancara 
dengan sakti peksos tanggal 7 November 
2017).
Dengan melihat bahwa penghasilan istri 

tidak dianggap sebagai penghasilan keluarga, 
menunjukkan bahwa dinas sosial dan tim PIPA 
masih sangat terpengaruh budaya patriakhi 
yang memandang bahwa laki-laki sebagai pen-
cari nafkah utama. Di DI Yogyakarta yang ber-

budaya Jawa, sudah jamak di masyarakat istri 
juga bisa menjadi tulang punggung keluarga dan 
atau ada pembagian peran yang berbeda dengan 
pembagian peran pada umumnya di masyarakat. 
Hendaknya tim PIPA dan dinas sosial memper-
timbangkan laporan sosial yang diberikan oleh 
pekerja sosial yang telah melakukan penilaian 
langsung ke COTA, atau jika tim masih be-
lum yakin akan penilaian pekerja sosial, tim 
bisa mengonfirmasi kepada pekerja sosial yang 
membuat laporan dan melakukan visitasi lebih 
lanjut kepada COTA jika diperlukan.

3. Peran Pekerja Sosial Dalam Praktik 
Adopsi Anak
Pekerja sosial bertugas memberikan pen-

dampingan sosial dalam proses adopsi anak. 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa 
proses adopsi anak yang resmi dan sesuai de-
ngan prosedur akan menghabiskan waktu tu-
juh hingga 10 bulan. Dalam proses tersebut, 
pekerja sosial terlibat di semua tahapan, diawali 
dengan assessment yang harus dilakukan pada 
visitasi awal dengan tujuan sebagai landasan 
penyusunan laporan sosial yang merupakan 
syarat adopsi. Pekerja sosial juga kerap terlibat 
sampai pascaputusan pengadilan baik sebagai 
bagian dari visitasi lanjut yang memang men-
jadi tanggung jawab dinas sosial, maupun ala-
san sosial karena kedekatan yang sudah terjalin 
antara pekerja sosial dengan orang tua angkat.

Satu hal yang paling penting untuk digaris-
bawahi, pekerja sosial merupakan pihak yang 
sangat penting dalam permohonan adopsi ka-
rena merekalah yang menjadi penentu pertama 
apakah sebuah permohonan bisa diteruskan ke 
pengadilan atau berhenti karena dianggap tidak 
memenuhi syarat. Sebagaimana telah dijelas-
kan, bahwa pekerja sosial dapat memberikan in-
terpretasi terhadap aturan yang ada, bahkan me-
nyesuaikan untuk tidak mengatakan mengubah 
peraturan untuk membantu proses adopsi. De-
ngan kata lain pekerja sosial memiliki “profes-
sional power” yang sangat menentukan.
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Peran Administratif: Reinterpretasi Pera-
turan

Adopsi, baik privat maupun melalui lem-
baga adalah proses panjang yang melibatkan 
berbagai langkah prosedural dan kelengkapan 
administrasi. Sebagaimana sudah dipaparkan 
di depan, ada banyak syarat administratif yang 
harus dipenuhi COTA dalam aplikasi adopsi 
mulai dari KTP, Surat Keterangan Catatan Ke-
polisian (SKCK) sampai pada surat tanda tan-
gan dari semua pihak keluarga COTA. Pekerja 
sosial adalah pintu pertama yang melakukan 
review semua perlengkapan administratif yang 
ada. Disinilah peran penting pekerja sosial yang 
mungkin belum banyak disadari; pekerja sosial 
memiliki professional power yang sangat me-
nentukan apakah proses adopsi akan berlanjut 
ke pengadilan atau berhenti karena dianggap 
tidak memenuhi syarat administrasi yang ada.

Pada banyak kasus, pemalsuan dokumen 
menjadi isu yang harus dihadapi oleh pekerja 
sosial. Dibutuhkan kejelian, kecermatan dan 
juga pengalaman panjang untuk mampu mengi-
dentifikasi pemalsuan dokumen yang tidak se-
lalu terlihat jelas. Namun yang lebih menarik 
untuk dicatat adalah pekerja sosial memiliki 
kesempatan untuk menafsirkan dan mengubah 
peraturan ketika itu dianggap untuk kepenting-
an terbaik klien.

“Saya selalu mencoba untuk melakukan 
assement secara lebih mendalam untuk me-
mastikan bahwa laporan sosial yang saya 
susun memberikan gambaran yang sangat 
komprehensif tentang COTA. Kadang saya 
juga terpaksa memberi penafsiran yang 
sedikit berbeda terhadap peraturan ketika 
saya anggap itu demi kebaikan klien dan 
CAA dan tidak ada unsur bahaya yang bisa 
ditimbulkan. Misal aturan tentang COTA 
yang harus punya rumah sendiri. Beberapa 
kali kasus yang saya temui COTA memang 
mengontrak atau ngindung (rumah COTA 
didirikan tanah yang masih atas nama orang 
tua COTA), tetapi dalam laporan sosial saya 
tulis rumah sendiri karena saya lihat COTA 
punya penghasilan yang cukup. Kalau dia 

kontrak setahun seharga 20 juta itu artinya 
mereka kan mampu bu. Bagi saya yang 
penting kemampuan pengasuhan, itu nomer 
satu!. Kalau saya yakin COTA adalah orang 
tua baik dan mampu mengasuh hal hal ke-
cil akan saya abaikan (Hasil wawancara, 15 
November 2017)”

Peran Pendampingan Psikososial Spiritual
Adopsi adalah proses hukum yang muara-

nya ada di pengadilan, namun proses adopsi 
melibatkan intervensi pekerja sosial sejak 
mulai assessment sampai pascaadopsi. Dalam 
praktiknya, dinamika kasus adopsi sangat be-
ragam dan meniscayakan pekerja sosial untuk 
menjalani semua peran mulai dari manajer 
yang mencari pusat sumber dan menjalin kerja 
sama dengan berbagai stake holder seperti di-
nas kependudukan catatan sipil (dukcapil) dan 
pengadilan, sampai pada pendampingan spiri-
tual dengan menghadirkan tokoh agama.

Pentingnya konseling psikologis atau 
pendekatan spiritual mungkin bisa ditarik dari 
personalnya isu adopsi. Adopsi terjadi pada 
pasangan yang secara psikologis cukup rentan 
karena berbagai alasan: menunggu kelahiran 
anak bertahun tahun dan kerap mengganggu 
dinamika pernikahan, kerap juga terjadi kepu-
tusan adopsi yang panjang karena menunggu 
persetujuan semua keluarga besar. Alasan lain 
yang juga sering muncul adalah kelekatan yang 
sudah terjadi pada COTA dan anak angkat, se-
mentara anak ini adalah anak tanpa identitas 
orang tua yang jelas (karena dibuang atau dit-
inggal di rumah sakit) sehingga jalur adopsi 
yang harus ditempuh adalah adopsi lembaga. 
Endang, sakti peksoso lain bercerita,

“Saya pernah menemukan kasus perawat di 
sebuah rumah sakit yang bersikeras tidak 
mau menyerahkan bayi yang ditinggal ortu-
nya di rumak sakit ke dinas sosial. Karena 
ditelantarkan ortunya, perawat inilah yang 
mengurus si bayi sampai usianya waktu itu 
4 bulan. Kebetulan ibu ini memang belum 
memiliki anak padahal usia perkawinannya 
sudah 5 tahun. Ketika saya diminta dinsos 
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untuk membawa anak ini ke LKSA, ibu ini 
menolak keras. Pendekatan hukum (aturan) 
tidak mempan. Akhirnya saya melakukan 
penguatan agama, sampai saya libatkan tim 
rohani rumah sakit, saya tekankan pahala 
yang sudah dia dapatkan karena mencintai 
anak ini dan saya sampaikah bahwa ketulu-
sannya akan didengar Tuhan, anak ini akan 
kembali ke dia. Tentu saja saya juga kata-
kan bahwa dia boleh tetap mengunjungi dan 
ngeloni anak ini di Gotong-Royong (nama 
LKSA) saat dia kangen ke anak ini. Alham-
dulillah Allah mendengarkan doanya, anak 
itu berhasil didapatkan.” (Hasil wawancara, 
7 November 2017).

Peran Mediator
Dalam proses adopsi anak, pendampingan 

psikososial tidak hanya dilakukan ke COTA, 
tetapi juga kepada orang tua kandung dan ke-
luarga besar kedua pihak. Dalam proses adopsi 
kadang juga terjadi konflik antarpihak yang ter-
libat. Biasanya yang terjadi kadang terjadi pe-
nolakan dari keluarga besar COTA atau orang 
tua kandung atau konflik antara COTA dan 
orang tua kandung. Sebagaimana yang diung-
kapkan oleh Yuli dan Endang, beberapa kasus 
yang mereka tangani memerlukan peran mere-
ka sebagai mediator. Kasus yang terjadi, orang 
tua kandung adalah keluarga miskin sehingga 
memberikan anaknya untuk diadopsi oleh 
COTA. Setelah dalam proses adopsi dan masa 
pengasuhan enam bulan percobaan, orang tua 
kandung masih ingin menengok anaknya dalam 
frekuensi yang sering, sehingga COTA tidak 
berkenan karena dianggap hal tersebut meng-
ganggu proses adopsi. COTA menyampaikan 
keluhannya kepada pekerja sosial. Sementara 
di pihak lain, orang tua kandung juga mera-
sa kecewa karena tidak diizinkan menengok
anaknya sendiri dan merasa COTA hendak 
menghilangkan keberadaan mereka sebagai 
orang tua kandung CAA. Pekerja sosial harus 
memberikan pemahaman kepada kedua belah 
pihak sehingga akhirnya tidak terjadi konflik

D. Penutup
Kesimpulan: Proses adopsi bukanlah pros-

es yang singkat dan mudah melainkan proses 
yang panjang dan memerlukan kerja keras dan 
ketelatenan dari pihak-pihak yang terkait, mu-
lai dari COTA, orang tua kandung, pekerja so-
sial, dinas sosial, Dukcapil, Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Agama. Setelah melihat dan mem-
pelajari praktik adopsi yang terjadi di wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta serta peran peker-
ja sosial dalam proses adopsi, maka dapat di-
tarik beberapa kesimpulan.

Pertama, praktik adopsi yang terjadi di DIY 
masih terdapat banyak pelanggaran yang tidak 
sesuai dengan undang-undang dan peraturan 
yang ada. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan 
masyarakat terutama COTA dan orang tua 
kandung mengenai prosedur adopsi yang sesuai 
dengan undang- undang. Di sinilah peran pe-
merintah diperlukan untuk mensosialisasikan 
prosedur adopsi yang sesuai dengan undang-
undang kepada masyarakat umum. Edukasi 
dan penyampaian informasi sangat dibutuhkan. 
Di masa serba internet ini, dinas sosial seba-
gai stakeholder dalam proses adopsi bisa me-
nayangkan informasi mengenai adopsi di web-
site mereka dan juga bisa memasang leaflet atau 
poster di dukcapil atau puskesmas.

Kedua, dualisme dalam proses pengesahan 
adopsi di PN dan PA yang masih terjadi di DIY 
bisa diminimalisir dengan membagi peran ked-
ua lembaga tersebut seperti yang sudah dilaku-
kan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu 
untuk COTA non muslim ke PN dan COTA 
muslim ke PA dengan persyaratan dan prosedur 
yang sama dan terstandar.

Ketiga, pekerja sosial memegang peran yang 
sangat penting dalam proses adopsi anak. Peran 
pekerja sosial mulai dari peran administratif, 
peran pendampingan sosial sampai sebagai me-
diator. Pekerja sosial memegang peran kunci 
dalam keberlanjutan sebuah proses adopsi yang 
sesuai dengan prosedur dan undang-undang dan 
juga sesuai dengan tatanan sosial masyarakat. 
Oleh karena itu, perlu ada penguatan kapasitas 
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bagi pekerja sosial terutama sakti peksos kare-
na masalah yang mereka hadapi mengenai anak 
bukan hanya proses adopsi anak, tetapi banyak 
kasus lain.

Rekomendasi: Banyaknya praktik adopsi 
yang tidak sesuai dengan undang- undang ter-
jadi karena ketidaktahuan masyarakat, maka 
pihak dinas sosial dan kependudukan catatan 
sipil sebagai pihak yang berwenang hendaknya 
melakukan sosialisasi mengenai proses adopsi  
kepada masyarakat luas, bisa berupa brosur, 
leaflet yang disebarkan di panti-panti asuhan di 
kantor-kantor kecamatan. Sakti peksos sebagai 
ujung tombak dalam proses adopsi dalam mem-
berikan laporan  sosial hendaknya juga dengan 
memberikan edukasi kepada masyarakat.
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Abstract

The purpose of this study is to find a model of village government policy in developing productive economic 
enterprises (UEP) for the poor. The most basic problem of poverty is not lack of capital or low human resources, but 
lies in the mindset of the poor themselves. Village government policy focuses on changing the mindset. The effort made 
to change the mindset is done by empowering the community. It is intended that poor people can get out of poverty. This 
empowerment process requires policies that favor the poor. The policy is based on a strong opinion that the economic 
development of the poor can be successful if implemented by the government together with the community. The government 
has certain institutions to assist the community in the process of making planning and implementation in poverty alleviation 
programs. The research method is qualitative with a case study approach in Kemuning Lor Village, Arjasa District, Jember 
Regency, to find a model of village government policy in the development of UEP. Data was collected through observation, 
interviews, focus group discussions (FGD), and documentation. The results showed that the village government policy 
model for UEP development was taken through four phases of activities, namely socio-economic mapping, community 
consultation, public consultation, and mentoring for empowering economic groups through UEP. This model is based 
on local initiatives in community-based poverty alleviation through sustainable livelihoods. Recipients of the program 
from this policy model are expected to conduct further training to improve the quality of results, marketing, and building 
networks outside the region.

Keywords: implementation; policy; local initiative; poverty; livelihood

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah menemukan model kebijakan pemerintah desa dalam mengembangkan usaha 
ekonomi produktif (UEP) penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan yang paling mendasar bukanlah ketiadaan 
modal atau rendahnya sumberdaya manusia semata, tetapi terletak pada pola pikir pada masyarakat miskin itu sendiri. 
Kebijakan pemerintah desa menitik beratkan pada perubahan pola pikir tersebut. Upaya yang dilakukan untuk perubahan 
pola pikir tersebut dilakukan melalui pemberdayakan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat miskin mampu 
keluar dari kemiskinan. Proses pemberdayaan ini diperlukan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Kebijakan 
dilakukann berdasarkan keyakinan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat miskin dapat berhasil jika dilaksanakan 
oleh pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah memiliki lembaga tertentu untuk membantu masyarakat dalam proses 
membuat perencanaan dan implementasinya pada program penanggulangan kemiskinan. Metode penelitian adalah 
kualitatif dengan pendekatan case study di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, untuk menemukan 
model kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan UEP. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, focus 
group discussion (FGD), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kebijakan pemerintah desa 
untuk pengembangan UEP diambil melalui empat tahap kegiatan, yaitu pemetaan sosial ekonomi, konsultasi komunitas, 
konsultasi publik, dan pemdampingan pemberdayaan kelompok ekonomi melalui UEP. Model ini didasarkan pada inisiatif 
lokal dalam pengentasan kemiskinan berbasis komunitas melalui mata pencaharian berkelanjutan. Penerima program dari 
model kebijakan ini diharapkan melakukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hasil, pemasaran, dan 
mambangun network keluar wilayah.

Kata kunci: implementasi; kebijakan; inisiatif lokal; kemiskinan; mata pencaharian
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A. Pendahuluan
Luas wilayah Kecamatan Arjasa Kabupaten 

Jember adalah 43,75 km2 dengan ketinggian ra-
ta-rata 141 m dari permukaan laut. Kecamatan 
Arjasa terdiri dari enam desa yaitu: Desa Arja-
sa, Kemuning Lor, Darsono, Kamal, Candi Jati, 
dan Desa Biting. Hasil observasi awal bahwa 
dari enam desa itu yang banyak penduduk mis-
kinnya adalah Desa Kemuning Lor dan Desa 
Darsono (Observasi tanggal 4 Maret 2018).

Jenis mata pencaharian penduduk selain 
bertani adalah pengrajin bambu, baik itu di Desa 
Kemuning Lor maupun Desa Darsono. Kera-
jinan bambu yang dibuat masyarakat miskin 
itu bermacam-macam sesuai dengan kemam-
puan dan potensi yang dimiliki. Jenis kerajinan 
bambu yang dihasilkan antara lain keranjang 
sampah, kursi bambu, kurungan ayam, kurung-
an burung, dan gedek. Kegiatan ini dilakukan 
oleh mereka secara turun temurun. Kerajinan 
bambu ini dibuat oleh masyarakat miskin untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan 
pengrajin bambu diperoleh dengan menjual ha-
sil kerajinan bambu dengan cara menjajakan ke 
desa-desa lain bahkan sampai ke Kota Jember 
yang jaraknya 20 km dengan berjalan kaki.

Hasil observasi awal bahwa beberapa pe-
ngrajin bambu sudah memiliki Surat Keterang-
an Usaha (SKU), namun ada beberapa yang 
tidakmemiliki SKU (Observasi 4 Maret 2018). 
Hal ini berarti masyarakat miskin pengrajin 
bambu ada yang sudah memiliki SKU dan ada 
yang belum memiliki. SKU penting bagi pe-
ngrajin bambu.

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut 
dalam upaya pengembangan usaha kerajinan 
bambu diperlukan payung kebijakan. Kebijakan 
yang sesuai dengan masalah ini adalah kebi-
jakan yang dikemukakan oleh Titmus (1974), 
Suharto (2008:7) bahwa kebijakan seharusnya 
senantiasa  berorientasi kepada masalah (prob-
lem-oreiented) dan berorientasi pada tindakan 
(action-oriented). Dengan demikian kebijakan 

yang memayungi usaha kerajinan bambu terse-
but memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan 
cara bertindak yang dibuat secara terencana 
dan konsisten dalam mencapai tujuan mengem-
bangkan usaha kerajinan bambu.

Apabila kebijakan tidak bisa berorientasi 
pada masalah komunitas dan tindakan yang se-
suai dengan masalah maka apabila kebijakan 
tersebut diimplementasikan tidak bisa me-
mecahkan masalah yang akan ditangani. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Spicker (1995) bahwa 
kebijakan tersebut masuk dalam kategori kebi-
jakan sosial yaitu kebijakan yang menyangkut 
kualitas hidup manusia pada beberapa jenis 
pelayanan kolektif (Usaha Ekonomi Produktif/
UEP) guna melindungi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut state of the art 
dari penelitian ini adalah kebijakan sosial yang 
kurang memihak pada masyarakat miskin, 
akibatnya kemiskinan yang dialaminya terus-
menerus, sehingga masyarakat miskin sulit ke-
luar dari lingkaran kemiskinannya.

Jika ditelusuri permasalahan kemiskinan 
yang paling mendasar bukanlah ketiadaan mo-
dal atau rendahnya sumberdaya manusia semata, 
tetapi persoalan kemiskinan itu bukan dianggap 
masalah oleh lokalitas masyarakat atau orang 
miskin itu sendiri. Untuk itu proses penyadaran 
masyarakat dengan pola pikir merupakan awal 
dari kebijakan sosial.

Oleh karena itu agar masyarakat miskin da-
pat keluar dari kemiskinan, perlu ada kebijakan 
yang berpihak pada masyarakat miskin. Kebi-
jakan yang diperlukan masyarakat miskin un-
tuk pengembangan UEP adalah kebijakan yang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin itu 
sendiri, pemerintah hanya memfasilitasinya.

Konsep model kebijakan pengembangan 
UEP menurut Permensos Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi 
Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE) untuk Penanganan Fakir Miskin bisa 
di gambarkan sebagai berikut.
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Gambar 1. 
Konsep Model Kebijakan Bantuan Sosial Untuk KUBE 

(Diolah berdasarkan Kepmensos Nomor 2/ 2019)

Berdasarkan latar belakang tersebut maka 
rumusan masalahnya adalah Bagaimana model 
kebijakan pemerintah desa dalam mengem-
bangkan UEP penduduk miskin?

Tujuan kegiatan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini adalah menemukan model kebi-
jakan pemerintah desa dalam mengembangkan 
UEP penduduk miskin. Hasil penelitian yang 
berupa model kebijakan sosial ini diharapkan 
dapat memberikan masukan kepada pemerin-
tah desa dalam upaya meningkatkan usaha 
penduduk miskin, sehingga dapat menurunkan 
angka kemiskinan.

B. Penggunaan Metode Penelitian
Lokasi penelitian di Desa Kemuning Lor 

dan Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabu-
paten Jember. Data peneltian diperoleh dari in-
forman, observasi lapangan dan dokumentasi. 
Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik 
purposive untuk menentukan informan kunci 
(key informan) dengan syarat mereka adalah 
orang yang dianggap paling mengetahui infor-
masi yang berhubungan dengan permasalahan 
penelitian ini (Sugiyono, 2008: 97). Informan 
kunci (key informan) adalah kepala desa, karena 
mereka orang yang dianggap paling mengeta-
hui informasi tentang kebijakan pengembangan 
UEP untuk KUBE di desanya.

Teknik penentuan informan berikutnya 
adalah teknik snowball. Teknik ini digunakan 
untuk menentukan informan yang di tentukan 
berdasarkan petunjuk key informan seperti pe-
ngrajin  bambu dan kelompok pengrajin bambu 
tambahan. Berdasarkan teknik snowball dida-
pat sejumlah 20 orang pengrajin bambu sebagai 
informan tambahan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini dilakukan dengan teknik wawancara, Fo-
cus Group Discussion (FGD), observasi, dan 
dokumentasi. Teknik tersebut digunakan untuk 
memperoleh data primer dan data sekunder.

Teknik analisis data adalah analisis kualitatif 
dengan model analisis interaktif Miles dan Hu-
berman (dalam Idrus, 2009), terdiri dari reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Ketiga hal tersebut sebagai sesuatu kesatuan 
yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, 
dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk 
sejajar untuk membangun wawasan umum 
yang disebut analisis. Data yang diperoleh da-
lam penelitian ini selanjutnya dilakukan peni-
laian dengan memperhatikan prinsip validitas, 
obyektivitas, reliabilitas dengan cara mengka-
tegorisasikan data dengan sistem pencatatan 
dan triangulasi yaitu penelusuran data secara 
crosscheck dengan mengkonfirmasi temuan 
penelitian dengan para ahli atau pemerhati, se-
hingga diperoleh data lengkap dan tidak bias.

C. Kebijakan Pengembangan Usaha Eko-
nomi Produktif dalam Pengentasan Ke-
miskinan

1. Diskripsi Lokasi Penelian
Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Ka-

bupaten Jember Jawa Timur dikenal sebagai 
desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup 
prospektif bagi pengembangan perekonomian 
wilayah di tingkat desa. Sesuai dengan potensi 
desa yang ada, perekonomian di Desa Kemu-
ning Lor masih mengandalkan pada sektor per-
tanian sebagai basis dan penggerak roda pere-
konomian wilayah. Pertanian sebagai sektor 
unggulan sampai saat ini masih memiliki peran 
yang dominan dan strategis bagi pembangunan 
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perekonomian baik sebagai penyedia bahan 
pangan, bahan baku produk olahan, pening-
katan pendapatan desa dan masyarakat serta pe-
nyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang sig-
nifikan.

Sumber daya yang menjadi potensi ekono-
mi unggul adalah di bidang pertanian, perke-
bunan dan kehutanan dengan beberapa produk 
yang dihasilkan meliputi padi, kopi, jagung, ka-
cang tanah, ketela pohon, buah naga, rambutan, 
durian, alpukat, petai, jahe, sengon laut, kayu 
mahoni dan kerajinan bambu tradisional.

Masyarakat Desa Kemuning Lor mayori-
tas adalah Suku Madura. Walaupun bukan asli 
Warga Madura tetapi bahasa dan kebiasaan 
sehari-hari mengikuti bahasa dan adat Madura. 
Masyarakat Desa Kemuning  Lor memiliki adat 
dan budaya yang kuat. Beberapa kebijakan dari 
pemerintah sering tidak sejalan dengan adat dan 
budaya masyarakat.

Unsur dari pemerintahan desa meliputi 
kepala desa dan perangkat desa, serta badan 
permusyawaratan desa (BPD). Dalam rangka 
mencapai kinerja yang efektif dan efisien, pe-
merintah desa mengembangkan komunikasi 
dan kemitraan sejajar yang harmonis didukung 
adanya pertemuan rutin yang diadakan setiap 
satu bulan sekali. Penyelenggaraan pemerintah-
an desa tersebut berlandaskan pada Peraturan 
Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 200 
tentang Pemerintahan Desa.

Selain unsur pemerintahan desa, dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat di Desa Kemuning 
Lor, pemerintah desa juga melibatkan lembaga 
kemasyarakatan desa yang terdiri dari rukun 
tetanga, rukun warga, pemberdayaan kese-
jahteraan keluarga, karang taruna dan lembaga 
pemberdayaan masyarakat desa.

2. Program Pelayanan Sosial
Dalam rangka melaksanakan roda peme-

rintahan desa agar memiliki kejelasan tujuan 
maka dirasa perlu menetapkan arah pemba-
ngunan yang akan membawa kepada terwujud-
nya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. 
Beberapa konsep pelayanan yang dilakukan di 
Desa Kemuning Lor sudah masuk dalam visi 
dan misi desa yaitu: Terciptanya pelayanan di 
bidang pemerintahan yang kreatif, inovatif, 
guna mewujudkan masyarakat Desa Kemuning 
Lor yang sejahtera lahir dan batin.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kon-
sep pelayanan yang dilakukan terfokus pada 
pelayanan pemerintahan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 
desa. Selain itu juga pelayanan pemerintahan 
dimasukkan pada strategi dan pembangunan 
desa. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya 
penyelenggaraan tata pemerintahan yang krea-
tif, inovatif dan berkualitas. Penyelenggaraan 
ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum 
dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar 
menciptakan kondisi masyarakat yang aman, 
tertib serta adanya kepastian hukum. Strategi 
ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan 
prima dengan mengedepankan aparatur yang 
profesional, kreatif dan inovatif serta memaksi-
malkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

Dalam rangka pencapaian kinerja pemba-
ngunan sarana dan prasarana yang memadai, 
maka kebijakan pembangunan pada tahun 2017 
diarahkan pada: a) Peningkatan infrastruktur 
jalan dan jembatan; b) Pembangunan dan pe-
meliharaan jaringan irigasi; dan c) Peningkatan 
pelayanan fasilitas yang menunjang kesehatan 
dan pendidikan.

Di bidang pelayanan umum kepada ma-
syarakat, pemerintah desa sangat menyadari 
bahwasannya desa merupakan subsistem pe-
merintahan yang melakukan pelayanan lang-
sung kepada masyarakat. Baik dan buruknya 
citra kinerja pemerintahan sangat ditentukan 
oleh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah 
desa. Menyadari akan pentingnya peranan desa 
di bidang pelayanan umum kepada masyarakat, 
maka pemerintah desa berupaya semaksimal 
mungkin memberikan pelayanan secara ce-
pat, efisien dan bahkan jika perlu pemerintah 
desa membuka pintu selama 24 jam terhadap 
masyarakat yang memerlukan pelayanan.
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Khusus pelayanan untuk bantuan sosial 
UEP KUBE di Desa Kemuning Lor dilakukan 
melalui tiga tahap kegiatan yakni konsultasi ko-
munitas, konsultasi publik dan pendampingan 
pemberdayaan kelompok.

3. Model Implementasi Kebijakan Pengem-
bangan Inisiatif Lokal dalam Pengen-
tasan Kemiskinan Berbasis Mata Penca-
harian.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ten-

tang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 
2, menguraikan bahwa pentingnya musyawarah, 
peran BPD yang berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Penelitian juga bertujuan ingin 
mengetahui sejauh mana UU Nomor 6 dan Per-
mendes di terapkan di Desa Kemuning Lor Ka-
bupaten Jember.

Deskripsi kondisi kebijakan yang dilakukan 
di Desa Kemuning Lor pada dasarnya adalah 
proses pemberian dukungan kepada komunitas 
untuk menyadari adanya kebijakan yang terkait 
dengan proses keberdayaan masyarakat mela-
lui intervensi kebijakan yang digunakan untuk 
mempengaruhi perubahan dan pembangunan 
sosial.

Kaitan dengan pengembangan usaha eko-
nomi produktif penduduk miskin dengan ke-
beradaan dana desa menurut Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Ta-
hun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2019, disebutkan bahwa prioritas 
penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud 
pada  ayat  (1) dan ayat (2) diharapkan dapat 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
masyarakat Desa  berupa peningkatan kualitas 
hidup, peningkatan kesejahteraan dan penang-
gulangan kemiskinan serta peningkatan pe-
layanan publik di tingkat desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, 
dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi 
masyarakat desa meliputi: 1) usaha pertanian 
untuk ketahanan pangan; 2) usaha ekonomi 
pertanian berskala produktif meliputi aspek 

produksi, distribusi dan pemasaran yang di-
fokuskan kepada pembentukan dan pengem-
bangan produk unggulan  desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan; dan 3) usaha 
ekonomi non pertanian berskala produktif me-
liputi aspek produksi, distribusi dan pemasar-
an yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/
atau produk unggulan kawasan perdesaan. Se-
bagaimana Peraturan Menteri Desa tersebut 
produk unggulan desa yang bisa dikembangkan 
adalah kerajinan bambu.

Berdasarkan ketentuan kebijakan kedua 
kementerian tersebut pelaksanaan kebijakan 
pengembangan UEP di desa dilaksanakan 
melalui tiga tahapan yakni a) Pemetaan sosial 
ekonomi; b) Pemberdayaan melalu UEP; dan 
c) Mekanisme pemasaran produk UEP dan pe-
nyaluran bantuan sosial.

Pemetaan sosial ekonomi secara praktis 
langkah yang dilakukan ialah pengkondisian 
Tim atau pembentukan Tim pemetaan di ting-
kat desa. Tim pemetaan akan mendapat bim-
bingan teknis terkait dengan kegiatan yang akan 
dijalankan. Pemilihan klaster lokasi pemetaan 
dilakukan oleh Tim setelah mendapatkan bim-
bingan teknik, selanjutnya dilakukan pemetaan 
sosial ekonomi. Pemetaan sosial ekonomi 
menggunakan pendekatan non-directive (tidak 
langsung) yakni dengan FGD, bertujuan untuk 
mengangkat isu komunitas dan potensi komuni-
tas lokal. Dengan kajian lapangan dapat mem-
formulasikan (potensi sosial, ekonomi lokal 
dan analisis alternatif rencana usaha).

Berdasarkan hasil pemetaan sosial ekono-
mi yang telah dilakukan oleh Tim pemetaan, 
maka kegiatan berikut ialah pelaksanaan kegia-
tan pemberdayaan melalu UEP. Pada tahap ini 
pihak pelaksana program melakukan sosialisasi 
program pengembangan UEP berbasis mata 
pencaharian. Langkah ini bertujuan mengelom-
pokkan keluarga miskin berdasarkan klaster 
mata pencaharian. Selanjutnya, pihak pelaksana 
program melakukan kesepakatan dengan kelu-
arga miskin perihal usaha melalui UEP. Setelah 
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kesepakatan diantara kedua belah pihak terja-
lin maka proses penyusunan proposal kegiatan 
UEP berdasarkan mata pencaharian disusun.

Proposal sebagai langkah awal untuk pen-
cairan stimulan modal usaha UEP. Ketika 
modal stimulus dicairkan, pihak keluarga dapat 
memulai usaha melalui program UEP dengan 
uang atau modal kongkrit yang disediakan oleh 
pihak pelaksana program. Dengan demikian 
UEP keluarga miskin berdasarkan mata penca-
harian berkelanjutan dapat dilaksanakan sesuai 
dengan tujuan program.

Komponen berikut adalah kejelasan tentang 
mekanisme pemasaran produk UEP dan pe-
nyaluran bantuan sosial. Pengadaan E-Warong 
UEP menjadi wadah produk dengan tujuan un-
tuk memasarkan hasil produksi rumah tang-
ga meliputi pengepulan produk, pemasaran 
produk, channeling pemasaran ke luar pulau 
dan warong UEP.com. Fungsi e- warong dalam 
penyaluran bantuan sosial seperti yang dimak-
sudkan dalam penjelasan mekanisme pemasa-
ran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial 
ialah sebagai media kontroling harga sembako 
pada masyarakat. Dengan e-warong penjualan 
atau pembelian sembako diharapkan dapat 
berjalan kondusif dengan terjangkaunya harga 
beli barang (sembako) atau istilah lainnya ialah
elemen stabilisasi harga sembako dan menjadi 
target distribusi operasi pasar. E-Warong juga 
berfungsi sebagai media penyalur bantuan so-
sial non tunai, dan sebagai outlet koperasi. Hal 
tersebut menekankan bahwa peran e-warong 
sangat strategis sebagai bentuk produk dari ini-
siatif lokal. Kebaradaan e-warong memperkuat 
intensitas dan keberlanjutan program usaha 
ekonomi produktif.

Untuk merumuskan kebijakan pengemba-
ngan UEP dilakukan melalui tiga tahap kegiatan 
yakni konsultasi komunitas, konsultasi publik 
dan pendampingan pemberdayaan kelompok.

Konsultasi Komunitas. Konsultasi di ting-
kat komunitas di Desa Kemuning Lor dilaku-
kan melalui serangkaian diskusi interaktif yang 
dilakukan bersama-sama dengan masyarakat 
untuk menganalisis masalah kemiskinan. Kon-

sultasi dilaksanakan oleh suatu tim terdiri dari 
dua atau tiga orang yang bertugas mengumpul-
kan informasi dan memfasilitasi diskusi dengan 
masyarakat. Menurut penuturan kepala desa 
bahwa :

“Tim kami bentuk sebanyak tiga orang yang 
saya anggap mengerti proses pelaksanaan kebi-
jakan bantuan sosial untuk UEP kepada KUBE 
di Desa Kemuning Lor yang sesuai dengan
arahan ketika koordinasi di Dinas Sosial Ka-
bupaten Jember sebelumnya. Mereka bertiga 
kami tugasi untuk mengumpulkan informasi 
dan diskusi dengan kelompok sasaran yang su-
dah memiliki KUBE”.

Tim pelaksana ini telah dibekali dengan 
kemampuan untuk menerapkan pendekatan 
partisipatoris yang sangat menekankan pada 
proses belajar bersama dan bukan menggurui 
atau memberikan penyuluhan pada masyrakat. 
Tim ini juga telah dibekali dengan pemaha-
man tentang aspek multi-dimensi kemiskinan 
dan kerangka analisis sehingga mereka mampu 
melakukan pendalaman terhadap berbagai isu 
penting, dan membantu anggota KUBE meng-
kaitkan berbagai informasi yang relevan dengan 
pengembangan usahanya. Hal ini sesuai dengan 
penuturan salah satu anggota Tim konsultasi 
komunitas yang mengatakan berikut:

“Kemampuan analisis tim pelaksana dan 
keterbukaan untuk menghargai pendapat berba-
gai golongan masyarakat merupakan kunci ter-
penting bagi keberhasilan konsultasi di tingkat 
komunitas”.

Secara garis besar konsultasi di tingkat
komunitas yang telah dilakukan melalui se-
rangkaian kegiatan berikut: a) Tim konsultasi 
komunitas mengumpulkan informasi tentang 
kebutuhan anggota KUBE tentang apa saja 
yang diperlukan untuk mengembangkan usaha-
nya. Data diperoleh dari dari berbagai tokoh 
dan anggota KUBE; b) Tim konsultasi komuni-
tas melakukan pengamatan langsung terhadap 
kondisi kehidupan anggota KUBE; c) Tim kon-
sultasi komunitas melakukan diskusi terfokus 
dengan beberapa KUBE, serta diskusi pleno di 
tingkat desa yang dilaksanakan pada akhir rang-
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kaian kegiatan di desa; d) Tim konsultasi komu-
nitas melakukan wawancara mendalam dengan 
beberapa responden terpilih yaitu perwakilan 
tokoh masyarakat, perwakilan perangkat desa 
yang ditujukan untuk menggali berbagai isu 
penting secara mendalam tenang pelaksanaan 
bantuan sosial untuk UEP pada KUBE.

Untuk mengoptimalkan hasil yang didapat 
dan menghindari terjadinya penyimpangan in-
formasi secara sistematis agar tidak bias, beber-
apa ketentuan umum yang telah disepatai oleh 
Tim konsultasi komunitas yang diterapkan da-
lam melaksanakan diskusi dengan masyarakat 
adalah: a) Penentuan jadwal diskusi dilakukan 
bersama dan mengikuti ketersediaan waktu 
masyarakat; b) Diupayakan tempat pertemuan 
yang netral, atau pertemuan dilakukan di ling-
kungan komunitas mereka; c) Peserta diskusi 
ditempatkan sebagai pihak yang paling paham 
mengenai masalah yang dihadapi dan paling 
tahu jalan  keluarnya; d) Masyarakat ditempat-
kan sebagai pemeran utama diskusi, sebagai 
sumber dan penganalisis informasi; e) Semua 
peserta diskusi mempunyai hak suara yang 
sama; f) Masyarakat sebagai penentu keputus-
an, pihak luar hanya sebagai fasilitator diskusi; 
g) Keterlibatan aparat desa dalam diskusi dise-
tarakan dengan peserta yang lain; h) Hindari 
dominasi forum oleh individu tertentu; i) Semua 
belajar untuk melakukan pendalaman (probing) 
mengenai informasi yang disampaikan.

Menurut penuturan Tim konsultasi komuni-
tas bahwa hasil diskusi dengan masyarakat te-
lah ditanyakan ulang dengan hasil pengamatan 
langsung, misalnya melalui jelajah lapangan 
(transek), dan hasil wawancara dengan infor-
man kepala desa dan tokoh masyarakat yang 
memahami isu-isu kebijakan bantuan sosial 
UEP. Berbagai alat bantu (tools) telah dikem-
bangkan untuk mempercepat dan memudahkan 
penggalian informasi dan fasilitasi dalam dis-
kusi dengan masyarakat.

Dalam konsep kerangka analisis kebijakan 
sosial, proses konsultasi komunitas tersebut 
bisa dikategorikan sebagai fokus implementasi 
kebijakan sosial yang merupakan pernyataan 

atau data mengenai cara atau metode kebijakan 
sosial tersebut diimplementasikan atau diterap-
kan (Suharto, 2008:87). Data yang diperoleh 
dari konsultasi komunitas digunakan sebagai 
alternatif implementasi kebijakan yang dipilih 
dalam pelaksanaan program kegiatan bantuan 
sosial untuk UEP pada KUBE.

Konsultasi Publik. Tujuan konsultasi publik 
adalah untuk mengikutsertakan berbagai pihak/
para pemangku kepentingan (stakeholders) 
dalam pembahasan dan perumusan masalah 
kemiskinan, dan strategi serta kebijakan dalam 
implementasi bantuan sosial untuk UEP pada 
KUBE. Konsultasi ini tidak hanya dilakukan 
untuk mendapatkan informasi, tetapi juga seba-
gai proses pembelajaran yang dimaksudkan un-
tuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan 
untuk memahami permasalahan implementasi 
bantuan sosial UEP untuk KUBE dan secara 
bersama mencari jalan keluar. Dengan adanya 
keterlibatan aktif dari berbagai pihak sehingga 
tumbuh rasa memiliki terhadap program yang 
disusun bersama, sehingga keberlanjutan pro-
gram dan kegiatan menjadi lebih terjamin. Se-
lain itu, keterlibatan para pemangku kepenting-
an dalam kesetaraan, juga membuat berbagai 
kegiatan atau program menjadi legitimate dan 
memperoleh dukungan luas dari masyarakat. 
Dengan demikian, pelaksanaan konsultasi de-
ngan para pemangku kepentingan diharapkan 
akan menjamin diadopsinya kebijakan, strategi 
dan program yang telah disusun bersama, yang 
lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, 
miskin. Menurut penjelasan kepala desa kon-
sultasi stakeholders dilakukan dalam bentuk 
lokakarya partisipatif yang melibatkan peme-
rintah dan non-pemerintah, dengan dipandu 
oleh fasilitator.

Pemangku kepentingan yang di dilibatkan 
secara umum adalah unsur pemerintah yang 
terdiri dari dinas-dinas di lingkungan peme-
rintah Kabupaten Jember, baik yang menangani 
perencanaan maupun dinas terkait yang me-
nangani bidang sosial, ekonomi dan keamanan, 
kususnya dinas sosial.
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Unsur non-pemerintah yang dilibatkan da-
lam kegiatan ini antara lain Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) baik yang memfokuskan 
kegiatan dalam bidang pemberian pelayanan 
umum, pendampingan masyarakat maupun ad-
vokasi, anggota BPD, lembaga dan/atau tokoh 
adat, lembaga dan/atau tokoh agama, lembaga 
dan/atau tokoh masyarakat, kalangan swasta/
pengusaha, perguruan tinggi, media massa, 
lembaga- lembaga mitra pembangunan lainnya, 
dan anggota masyarakat yang berminat.

Agar konsultasi publik berjalan sesuai yang 
diharapkan, tim konsultasi publik menyepakati 
ketentuan konsultasi publik sebagai berikut: 
a) Dilakukan secara partisipatoris, melibatkan 
stakeholders yang luas dan beragam; b) Mene-
tapkan tujuan, agenda dan output yang diharap-
kan dari konsultasi publik secara jelas; c) Agar 
lebih efektif, stakeholders yang terlibat mengi-
kuti seluruh rangkaian konsultasi publik; d) 
Kesetaraan diantara peserta diskusi dan antara 
peserta dan fasilitator diskusi; e) Penerapan 
prinsip transparansi, dalam arti semua rumusan 
hasil diskusi dapat disebarluaskan ke publik; f) 
Untuk menjaga kesinambungan rangkaian kon-
sultasi publik, jadwal dan agenda konsultasi 
sebaiknya telah ditetapkan dan diinformasikan 
sejak awal sehingga peserta dapat mempersiap-
kan diri untuk terus mengikuti rangkaian kon-
sultasi tersebut.

Pendampingan Pemberdayaan Kelompok. 
Berdasarkan hasil pemetaan sosial ekonomi 
yang telah dilakukan oleh Tim pemetaan, maka 
kegiatan berikutnya yang dilakukan ialah pelak-
sanaan kegiatan pemberdayaan melalu penyalu-
ran bantuan sosial untuk UEP pada KUBE. Pada 
tahap ini pihak pelaksana program melakukan 
sosialisasi program bantuan sosial melalui UEP 
untuk KUBE berbasis mata pencaharian.

Gambar 2. 
Model Implementasi Kebijakan dalam Bantuan Sosial 

UEP untuk KUBE, diolah dari hasil penelitian

Pada tahap ini pihak pelaksana program 
melakukan sosialisasi program pengentasan 
penanganan kemiskinan melalui penyaluran 
bantuan sosial untuk UEP pada KUBE yang ber-
basis mata pencaharian. Langkah ini bertujuan 
mengelompokkan keluarga miskin berdasarkan 
klaster mata pencaharian. Pihak pelaksana pro-
gram melakukan kesepakatan dengan keluarga 
miskin perihal usaha dalam bentuk KUBE yang 
dibantu melalui bantuan sosial UEP. Setelah 
kesepakatan diantara kedua belah pihak terja-
lin maka proses penyusunan proposal kegiatan 
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UEP bagi KUBE berdasarkan mata pencahar-
ian disusun.

Proposal sebagai langkah awal untuk pen-
cairan stimulan modal usaha UEP, ketika modal 
stimulus dicairkan, pihak keluarga dapat me-
mulai usaha melalui program UEP dengan uang 
atau modal kongkrit yang disediakan oleh pihak 
pelaksana program. UEP keluarga miskin ber-
dasarkan mata pencaharian berkelanjutan dapat 
dilaksanakan sesuai dengan tujuan program.

D. Penutup
Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan 
mengenai pengentasan kemiskinan di desa
dapat menerapkan model kebijakan pengemba-
ngan inisiatif lokal dalam pengentasan kemis-
kinan berbasis komunitas melalui mata penca-
harian berkelanjutan, melalui tiga tahap kegiat-
an, yakni pemetaan sosial ekonomi, pember-
dayaan ekonomi melalui UEP, mekanisme pe-
masaran produk UEP dan penyaluran bantuan 
sosial melalui E- warong UEP; UEP penduduk 
miskin disinergiskan dengan sumber daya alam 
setempat yakni tanaman bambu dan mata penca-
harian penerima program untuk memberikan 
nilai tambah dalam bentuk pengrajin bambu.

Rekomendasi. Terkait hasil penelitian ini, 
beberapa saran yang dapat dikemukakan ada-
lah penerima program usaha ekonomi produktif 
perlu diorientasikan sampai bisa memasarkan 
hasil produksinya, usaha pemasaran produk 
perlu diorientasikan untuk pemasaran hasil 
produksi UEP dan membangun chanelling pe-
masaran ke  luar daerah, perlu pelatihan lebih 
lanjut kepada sasaran program (masyarakat) 
tentang pengolahan bambu.
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Abstract

The ability of financial management in the family life is important, especially for the families of migrant workers. 
If financial management in the family is poorly managed, then the sacrifice of time and energy while working abroad will 
be in vain. In addition to financial problems, disturbed communication from the distance between migrant workers and 
family is a problem that must also be faced. Both of these barriers have the potential to affect the existence of family life 
resilience if not responded wisely. The purpose of this study was to determine the effect of financial literacy and digital 
literacy on the resilience level of Indonesian migrant workers’ families. The study was conducted in Payaman Village, 
Solokuro District, Lamongan Regency. This study used a quantitative approach in the form of multiple linear regression 
analysis with a total sample of 95 people. Descriptive results showed that the majority of financial and digital literacy 
levels were in the moderate category, while the levels of family resilience fell into the very high category and by using 
inferential analysis this showed the influence of the dependent variable on the independent variable. It was concluded that 
there was a positive and significant effect between financial literacy on the resilience level of Indonesian migrant workers’ 
families, while digital literacy had a positive but not significant effect on the level of resilience of migrant workers’ 
families. Both had a positive and significant influence on the level of resilience of Indonesian migrant workers’ families. 
The amount of financial and digital literacy contribution to the level of resilience of Indonesian migrant workers’ families 
was 26.6 percent while the remaining 73.4 percent was contributed by other variables.

Keywords: financial; digital; literacy; family resilience

Abstrak

Kemampuan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga merupakan hal yang penting, terlebih pada keluarga 
pekerja migran. Jika pengelolaan keuangan dalam keluarga dikelola kurang baik, maka pengorbanan waktu dan tenaga 
selama bekerja di luar negeri akan menjadi sia-sia. Selain masalah keuangan, komunikasi yang terganggu dampak dari jarak 
antara pekerja migran dan keluarga merupakan masalah yang juga harus dihadapi. Kedua hambatan tersebut berpotensi 
mengacam eksistensi ketahanan rumah tangga jika tidak ditanggapi secara bijak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh literasi finansial dan literasi digital terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia. 
Penelitian dilaksanakan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif berupa analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 95 orang. Hasil penelitian 
secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat literasi financial dan digital mayoritas masuk pada kategori sedang, 
sementara tingkat ketahanan keluarga masuk pada ketegori sangat tinggi dan secara analisis inferensial menunjukkan 
pengaruh antara variabel terikat terhadap variabel bebas. Kesimpulan yang dihasilkan yakni terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara literasi finansial terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia, sedangkan 
literasi digital memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran. 
Keduanya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia. 
Besaran kontribusi literasi finansial dan digital terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia sebesar 
26,6 persen sedangkan sisanya sebesar 73,4 persen merupakan kontribusi variabel lain.

Kata Kunci: finansial; digital; literasi; ketahanan keluarga
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A. Pendahuluan 
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 

tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga mendefinisikan keta-
hanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kon-
disi keluarga yang memiliki keuletan dan ke-
tangguhan serta mengandung kemampuan fisik 
materiil guna hidup mandiri, mengembangkan 
diri dan keluarganya untuk hidup harmonis da-
lam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan 
lahir dan batin. Dalam usaha mencapai keta-
hanan

keluarga, masing-masing anggota keluarga 
memiliki peran yang saling mendukung. Kunci 
ketahanan keluarga berada pada keadaan yang 
memberikan porsi lebih penting pada anggota 
keluarga dan saling memberikan kontribusi ser-
ta pemeliharaan hubungan keluarga pada situasi 
yang positif. Ketahanan keluarga menyangkut 
kemampuan individu untuk memaksimalkan 
perannya dalam menghadapi permasalahan 
kehidupan, termasuk peran dalam mengelola 
keadaan finansial dan komunikasi antar ang-
gota keluarga. Hal tersebut didukung oleh teori 
ketahanan keluarga. Teori ketahanan keluarga 
menyatakan bahwa ketahanan keluarga dapat 
diukur melalui kemahiran sebuah keluarga ber-
adaptasi dalam menyelesaikan kesulitan berupa 
tantangan (risiko dan tingkat stres) serta ancam-
an terhadap kesejahteraan (Masten, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chi-
nen dan Endo menunjukkan bahwa pengeta-
huan dan keterampilan individu yang benar 
dalam mengelola keuangan akan menunjukkan 
perilaku keuangan yang sehat dan terhindar 
dari masalah keuangan di masa depan (Chinen 
& Endo, 2012). Kajian lain menyatakan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi keterpurukan 
keluarga berpenghasilan rendah adalah kesu-
litan mengelola pembiayaan usaha dan menga-
tur kebutuhan dana tunai (Sunarti & Khom-
san, 2006). Sejalan dengan peran pengelolaan 
keuangan, aspek komunikasi menjadi hal yang 
sangat vital dalam ketahanan keluarga. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa komunikasi in-
terpersonal keluarga memiliki peran dalam per-

lindungan dari kekerasan terhadap anggota ke-
luarga terutama perempuan dan anak (Sukarno, 
2017). Perlindungan dari kekerasan merupakan 
salah satu aspek dalam upaya menuju ketahan-
an keluarga yang maksimal.

Pada kehidupan keluarga, berbagai kegiat-
an dilakukan masing-masing anggota keluarga 
untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. 
Bekerja merupakan salah satu upaya anggota 
keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan 
keluarga. Jangkauan bidang pekerjaan, tidak 
hanya terletak di dalam negeri tetapi juga di luar 
negeri sebagai pekerja migran. Beberapa fak-
tor yang mendasari migrasi tenaga kerja yakni 
pendapatan yang rendah dan sulitnya mencari 
pekerjaan di daerah asal serta yang menjadi 
pendorong adalah gaji yang tinggi dan pelu-
ang kerja di negara tujuan yang masih terbuka 
kesempatan (Wafirotin, 2016). Fenomena men-
genai pekerja migran yang sangat menyita per-
hatian adalah fenomena yang terdapat di Desa 
Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten La-
mongan. Terdapat kurang lebih sekitar 1.667 
penduduk dari desa tersebut menjadi pekerja 
migran terutama di wilayah Malaysia. Fenome-
na tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun 
yang lalu. Jumlah pekerja migran yang begitu 
banyak, membuat Desa Payaman mendapat 
julukan “Desa TKI” (Su’aeb, 2014). Keadaan 
pada “Desa TKI” memiliki salah satu dampak 
berupa peningkatan kesejahteraan keluarga, 
karena gaji yang didapatkan jauh lebih tinggi 
daripada di dalam negeri. Remitan ekonomi atau 
gaji yang dihasilkan oleh pekerja migran yang 
kemudian dikirimkan pada keluarga dipercaya 
mampu meningkatkan perekonomian keluarga 
bahkan masyarakat. Hal tersebut nampaknya 
tidak  berbanding lurus dengan keadaan empiris 
yang ada di wilayah tersebut. Jika memang 
peningkatan kesejahteraan keluarga disebab-
kan oleh remitan yang dihasilkan oleh pekerja 
migran, seharusnya fenomena penduduk desa 
yang berangkat menjadi pekerja migran dapat 
terputus pada generasi kedua. Fakta yang ada 
pada Desa Payaman, siklus keberangkatan pen-
duduk sebagai pekerja migran terus berlanjut 
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hingga beberapa generasi. Berdasarkan kajian 
awal tersebut, peneliti berpandangan bahwa ke-
mungkinan terjadi pengaturan keuangan yang 
kurang efektif oleh keluarga pekerja migran, hal 
tersebut dikuatkan dari kajian perilaku peng-
gunaan remitan yang digunakan oleh pekerja 
migran. Hasil penelitian menunjukkan peng-
gunaan remitan oleh pekerja migran dan kelu-
arganya dalam kegiatan ekonomi menunjukkan 
sebanyak 34 persen remitan digunakan untuk 
pembangunan rumah atau renovasi rumah, 20 
persen pembelian kendaraan dan elektronik, 
23 persen pembelian tanah, 10 persen untuk 
usaha, 11 persen untuk tabungan, dan sisanya 
untuk kebutuhan primer, termasuk pendidikan 
dan sumbangan (Dibyantoro & Alie, 2014). Hal 
tersebut menunjukkan bahwa perilaku pekerja 
migran dalam memanfaatkan remitan masih 
pada taraf konsumtif belum produktif.

Penggunaan remitan pada taraf konsum-
tif dapat dimaknai bahwa pekerja migran be-
lum memahami secara maksimal pengelo-
laan keuangan untuk kebutuhan masa depan. 
Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan 
masalah kesejahteraan di masa depan. Potensi 
masalah tersebut diprediksi dapat mempenga-
ruhi ketahanan keluarga, mengingat hasil ka-
jian menunjukkan bahwa terdapat 56 persen 
dari permasalahan perceraian disebabkan oleh 
adanya konflik keuangan dalam rumah tangga 
(Mandell & Klein, 2009). Hasil penelitian lain 
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang me-
nyebabkan perselisihan dan pertengkaran da-
lam keluarga buruh migran yang berperkara di 
Pengadilan Agama salah satunya adalah fak-
tor ekonomi (Anshor & Najib, 2015). Selain 
pengetahuan dan keterampilan mengenai pe-
ngaturan finansial, masalah komunikasi menjadi 
potensi yang mengancam ketahanan keluarga. 
Bagi pekerja migran yang tidak memungkin-
kan setiap hari bertatap muka dengan keluarga, 
salah satu cara yang paling efektif dalam men-
jaga hubungan adalah memanfaatkan teknologi 
dalam komunikasi. Pemahaman dan keterampil-
an mengenai dunia digital baik perangkat dan 
fiturnya mutlak diperlukan bagi pekerja migran 

beserta keluarganya. Hasil survei menunjukkan 
bahwa masyarakat secara umum sudah memi-
liki kemampuan dalam menggunakan internet 
dan perangkatnya, hanya saja belum dapat me-
manfaatkan dengan optimal sesuai kebutuhan 
(Limilia & Pratamawaty, 2018). Hal tersebut 
ditambah dengan tantangan dalam dunia digi-
tal seperti penyebaran berita bohong (hoax) 
dan berita tidak sesuai konten (mislead) yang 
berpotensi menjadi sumber permasalahan da-
lam keluarga pekerja migran yang intens da-
lam menggunakan media digital sebagai sum-
ber informasi dan komunikasi. Kekhawatiran 
tersebut bukan hal yang mengada-ada karena 
hasil kajian menyatakan bahwa masyarakat 
Indonesia menyebarkan berita bohong dengan 
alasan 18 persen mengira bahwa berita tersebut 
adalah berita benar (Masyarakat Telematika In-
donesia, 2017). Lebih lanjut masyarakat masih 
sangat kesulitan mendeteksi sebuah berita atau 
informasi yang tidak valid, tercermin dari hasil 
survei yang menyatakan bahwa 30,30 persen 
masyarakat mengaku sulit dan 12,80 persen 
sangat sulit memeriksa kebenaran berita he-
boh yang terindikasi berita bohong. Informasi 
yang tidak dapat dipercaya tersebut bisa saja 
mempengaruhi hubungan keluarga jika tidak 
ditanggapi dengan bijak. Data lain menunjuk-
kan bahwa masalah utama penyebab perceraian 
pada kalangan tenaga kerja Indonesia yang be-
rada di luar negeri adalah masalah komunikasi 
yang tidak intensif (Miladiyanto, 2016).

B. Penggunaan Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Paya-

man Kecamatan Solokuro Kabupaten La-
mongan. Alasan pemilihan Desa Payaman 
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan di-
jadikan sebagai tempat penelitian, karena terda-
pat fenomena mengenai banyaknya warga desa 
yang menjadi pekerja migran di luar negeri. 
Fenomena tersebut menjadikan Desa Payaman 
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 
mendapat julukan sebagai “Desa TKI”. Pene-
litian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Peneliti berkeinginan untuk menggali pengaruh 
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literasi finansial dan literasi digital terhadap 
ketahanan keluarga pekerja migran baik secara 
parsial maupun simultan.

Penentuan responden dalam penelitian ini 
menggunakan jenis probability sampling dan 
teknik yang digunakan adalah teknik cluster 
random sampling. Teknik cluster random sam-
pling merupakan teknik penentuan sampel yang 
memberikan setiap anggota populasi memiliki 
potensi terpilih yang sama besar berdasarkan 
atas cakupan wilayah (cluster). Desa Payaman 
memiliki 7 (tujuh) dusun yakni: Dusun Sawo, 
Ringin, Gayam, Asem, Palirangan, Bango, dan 
Dusun Sejajar, yang masing-masing diambil 
perwakilannya secara random atau acak ber-
dasarkan persentase banyaknya jumlah peker-
ja migran yang ada. Angket diberikan kepada 
anggota keluarga pekerja migran yang memi-
liki otoritas dan pengaruh dalam manajemen 
keluarga. Jumlah besaran sampel penelitian 
menggunakan Nomogram Harry King. Peneliti 
menggunakan derajat kesalahan sebesar 9 per-
sen (berarti derajat kepercayaan 91 persen).

Tabel 1. 
Jumlah Pekerja Migran dan Sampel Penelitian

Nama 
Dusun

Jumlah 
Pekerja

Persentase
(%)

Jumlah
Sampel

Sawo
Ringin
Asem
Gayam
Sejajar
Bango
Palirangan

413
276
345
343
14
69

207

25
17
21
21
1
4

12

23
16
20
19
1
4

12
1667 100 95

Sumber: Profil Desa Payaman

Berdasarkan teknik penentuan jumlah sam-
pel di atas maka disimpulkan bahwa sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
95 orang, merupakan hasil representatasi dari 
masyarakat pekerja migran yang berada di Desa 
Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten La-
mongan.

Peneliti menggunakan angket berskala li-
kert serta menggunakan wawancara tatap muka 

mengacu pada angket yang telah disusun seba-
gai metode pengumpulan data. Analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier bergan-
da dengan SPSS 24.

C. Hasil dan Pembahasan
Pembagian tingkatan literasi berdasarkan 

jumlah hasil perhitungan dari angket yang telah 
diisi oleh responden kemudian dianalisis meng-
gunakan Microsoft Excel 2007. Kategori ting-
kat literasi dibedakan menjadi 3 (tiga) (Chen & 
Volpe, 1998) yakni:
a. Kategori literasi rendah dengan indikasi < 

60% total skor;
b. Kategori literasi sedang dengan indikasi 

60% - 79% total skor;
c. Kategori literasi tinggi dengan indikasi > 

79% total skor.
Berdasar angket yang telah disusun, varia-

bel literasi finansial memiliki total pernyataan 
sebanyak 10 pernyataan, sehingga skor mini-
mal yang dapat diperoleh adalah 10 dan skor 
maksimal yang mampu diperoleh adalah 40 
yang kemudian disesuaikan dengan kriteria 
persentase di atas. Sejalan dengan variabel lit-
erasi finansial, variabel literasi digital memiliki 
total pernyataan sebanyak 18 pernyataan, seh-
ingga skor minimal yang dapat diperoleh ada-
lah 18 sedangkan skor maksimal yang diperoleh 
adalah sebanyak 72 yang kemudian disesuaikan 
dengan kategori tingkat literasi di atas.

Tabel 2.
Kriteria Tingkat Literasi

Tingkat Kriteria
Rentang

Literasi
Finansial

Literasi
Digital

Tinggi
Sedang
Rendah

> 79% total skor
60% - 79% total skor

< 60% total skor

33 - 40
24 - 32
10 - 23

58 - 72
43 - 57
18 - 42

Sumber: Chen & Volpe, 1998

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 
gambaran mengenai tingkat literasi financial, 4 
persen masuk pada kategori rendah, 78 persen 
masuk dalam kategori memiliki literasi finan-
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sial sedang dan lainnya masuk dalam kategori 
memiliki tingkat literasi tinggi sebesar 18 pers-
en. Berdasarkan hasil kajian didapatkan gam-
baran mengenai tingkat literasi digital keluarga 
pekerja migran dimana 11,6 persen diantaranya 
masuk dalam kategori yang memiliki tingkat 
literasi digital rendah, kemudian 74,7 persen 
memiliki tingkat literasi sedang dan sisanya se-
banyak 13,7 persen masuk dalam kategori ting-
kat literasi tinggi.

Jika tingkat literasi diadopsi berdasarkan 
kajian ahli, untuk variabel tingkat ketahanan 
keluarga menggunakan nilai indeks ketahanan 
keluarga (Kementerian Pemberdayaan Perem-
puan Dan Perlindungan Anak & Badan Pusat 
Statistik, 2016), yakni:
a. Ketahanan keluarga kategori sangat rendah 

memiliki nilai kurang dari 60 (< 60);

b. Ketahanan keluarga kategori rendah memi-
liki nilai kurang dari 65 dan lebih dari atau 
sama dengan 60 (60 – 64);

c. Ketahanan keluarga kategori cukup dengan 
nilai kurang dari 70 dan lebih dari atau sama 
dengan 65 (65 – 69);

d. Ketahanan keluarga kategori tinggi memili-
ki nilai kurang dari 75 dan kurang dari atau 
sama dengan 70 (70 – 74);

e. Ketahanan keluarga kategori sangat ting-
gi adalah yang memiliki nilai minimal 75 
(≥75).
Berdasar angket dengan skala likert serta 

jumlah pernyataan sebanyak 22 maka skor 
yang diperoleh minimal 22 dan skor maksimal 
88. Oleh karena itu peneliti menyesuaikan ren-
tang kategori berdasarkan indeks ketahanan ke-
luarga.

Berdasar hasil kajian didapatkan gambaran 
mengenai tingkat ketahanan keluarga pekerja 
migran, 2 persen merupakan kategori tingkat 
ketahanan keluarga sedang, 11 persen merupa-
kan kategori tingkat ketahanan keluarga tinggi 
dan 87 persen lain merupakan tingkat ketahan-
an keluarga sangat tinggi.

Pada bagian uji hipotesis, peneliti meng-
kaji 3 (tiga) hal sesuai dengan hipotesis pene-
litian, yakni menguji pengaruh literasi finansial 
terhadap tingkat ketahanan keluarga, menguji 
literasi digital terhadap tingkat ketahanan kelu-
arga, serta menguji literasi terhadap tingkat ke-
tahanan keluarga. Analisis untuk menguji hipo-
tesis penelitian menggunakan analisis regresi 
linier berganda. Dalam analisis regresi linier 
berganda, yang akan diuji pertama yakni uji sig-

nifikansi baik secara parsial maupun simultan, 
uji koefisien determinasi atau R2 (Goodness of 
Fit) untuk mengukur besarnya kontribusi varia-
bel bebas secara keseluruhan terhadap variabel 
terikat, dan yang terakhir adalah uji korelasi 
berganda (R) yang digunakan untuk mengeta-
hui besar hubungan variabel bebas secara si-
multan dengan variabel terikat.

Sebelum peneliti melaksanakan tahap 
analisis data, peneliti menggunakan uji asumsi 
klasik yakni sebagai syarat analisis regresi. Uji 
asumsi klasik meliputi: uji asumsi normalitas, 
uji asumsi heteroskedastisitas, dan uji asumsi 
multikolinieritas. Dalam penelitian ini, meng-
gunakan analisis regresi linier berganda dengan 
SPSS 24 for windows.

Tabel 3.
Kriteria Tingkat Ketahanan Keluarga

Tingkat Kriteria
Rentang

Tingkat Ketahanan Keluarga
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

≥ 75% total skor
70% - 74% total skor
65% - 69% total skor
60% - 64% total skor

< 60% total skor

66
62
57
53
22

Sumber: Kementerian PPPA & BPS, 2016
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Tabel 4.
Uji Asumsi Normalitas

N 95
Normal Mean ,0000000
Parameter Std. Deviation ,98930451
Most Absolute ,047
Extreme Positive ,028
Differences Negative -,047
Test Statistic ,047
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200

Berdasarkan output terlihat bahwa nilai 
Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > taraf 
finansial dan literasi digital secara simultan ke-
percayaan sebesar 5 persen, berarti nilai residual 
dinyatakan menyebar normal, dengan demikian 
asumsi normalitas terpenuhi.

Berdasar hasil uji asumsi tersebut diperoleh 
nilai Sig. (Probabilitas) pada masing-masing 
variabel bebas bernilai > alpha (0,05 atau 5%), 
dengan demikian dapat dinyatakan bahwa re-
sidual memiliki ragam homogen dan tidak ter-
jadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. 
Uji Asumsi Multikolinieritas

Model
Collinearity Statistics

Tolerance VIF
(Constant)
Literasi Finansial
Literasi Digital

,927
,927

1,079
1,079

Sumber : Analisis Data Melalui SPSS

Dari Tabel 6 menunjukkan bahwa tidak 
ada variabel independen yang memiliki nilai 
tolerance kurang dari 0,100, artinya tidak ada 
korelasi antar variabel independen. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 
multikolinearitas. Multikolinieritas juga diuji 
dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflat-
ing Factor). Semua nilai VIF pada tabel coef-
ficients menunjukkan angka kurang dari 5. De-
ngan demikian dapat disimpulkan bahwa model 
pada penelitian ini memenuhi syarat menjadi 
model regresi yang baik karena tidak terjadi 
korelasi antar variabel independen (non-multi-
kolinearitas).

Semua uji asumsi sebagai syarat analisis re-
gresi sudah terpenuhi, maka langkah selanjut-
nya adalah analisis regresi.

Tabel 7. 
Besaran Pengaruh Secara Simultan

R R Square Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

,531 ,281 ,266 5,10844
Sumber: Hasil Analisis Melalui SPSS 24

Nilai Adjusted R Square (R2) sebesar 0,266 
(26,6%), artinya besarnya keragaman variabel 
tingkat ketahanan keluarga (Y) yang dapat di-
jelaskan oleh variabel literasi finansial (X) dan 
literasi digital (X2) sebesar 26,6 persen. Artinya 
besar kontribusi variabel literasi finansial (X) 
dan literasi digital (X ) terhadap tingkat keta-
hanan keluarga (Y) sebesar 26,6 persen. Sisa-
nya sebesar 73,4 merupakan kontribusi variabel 
lain yang tidak termasuk dalam model.

Nilai korelasi berganda (R) sebesar 0,531 
menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara 
variabel literasi finansial (X1) dan literasi digital 
(X2) secara keseluruhan dengan variabel ting-
kat ketahanan keluarga (Y). Dengan demikian 
model dinyatakan cukup layak.

Tabel 5. 
Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig
B Std. Error Beta

Constant
Literasi Finansial
Literasi Digital

6,3431
-,154
,042

3,067
,095
,044

-,173
,101

2,097
-1,620
,943

,039
,109
,348

Sumber: Analisis Data Melalui SPSS 24
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Tabel 8. 
Uji Signifikansi Secara Simultan

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig
Regression
Residual

940,371
2400,850

2
92

470,185
26,096

18,017 ,000

Total 3341,221 94
Sumber: Analisis Data Melalui SPSS

Hasil perhitungan di atas menunjukkan 
statistik uji Fhitung sebesar 18,017 dengan proba-
bilitas sebesar 0,000, sedangkan nilai alpha 
sebesar 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa 
nilai probabilitas < alpha, sehingga H0 ditolak. 
Dengan demikian dinyatakan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan secara simultan varia-
bel literasi finansial (X1) dan literasi digital (X2) 
terhadap Tingkat Ketahanan Keluarga (Y).

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan 
analisis regresi linier berganda menunjukkan 
bahwa literasi finansial dan digital secara bersa-
ma-sama berpengaruh signifikan terhadap ting-
kat ketahanan keluarga pekerja migran. Besaran 
kontribusi literasi finansial dan digital terhadap 
tingkat ketahanan keluarga pekerja migran In-
donesia sebesar 26,6 persen sedangkan sisan-
ya sebesar 73,4 persen merupakan kontribusi 
variabel lain. Lebih lanjut nilai korelasi antara 
literasi finansial dan digital dengan tingkat 
ketahanan keluarga terhitung cukup kuat.

Pengelolaan keuangan keluarga terbukti 
mempengaruhi tingkat ketahanan keluarga pe-
kerja migran secara signifikan, sedangkan pe-
manfaatan dunia digital memiliki pengaruh
yang tidak signifikan terhadap tingkat ketahanan 
keluarga. Meskipun masing-masing kajian 
memberikan pengaruh signifikan dan tidak 
signifikan, kedua kajian variabel tersebut se-
sungguhnya memiliki implikasi terhadap ber-
langsungnya kelanggengan sebuah keluarga, 

dalam hal ini adalah keluarga pekerja migran. 
Perkembangan teknologi digital pada konteks 
globalisasi menyebabkan berubahnya tingkah 
laku seseorang dan tentunya masyarakat. Sei-
ring dengan berubahnya tingkah laku individu 
dan masyarakat, berubah pula keadaan kelu-
arga baik fungsi dan perannya. Peraturan Pe-
merintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 menya-
takan bahwa keluarga memiliki fungsi yaitu: 
keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlin-
dungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, 
ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. 
Dalam mewujudkan kedelapan fungsi tersebut 
sebuah keluarga harus mampu mengelola ko-
munikasi yang baik serta memastikan kebutuh-
an hidup yang tercukupi. Keluarga yang kuat 
harus memiliki komitmen terhadap pengangga-
ran keuangan, mampu memahami konsep me-
nabung, mampu mempertimbangkan pinjaman, 
serta melakukan investasi untuk masa depan 
keluarga. Selain itu dalam menghadapi peruba-
han global, keluarga pekerja migran perlu me-
ningkatkan pemanfaatan informasi digital agar 
tidak hanya menggunakan perangkat digital 
sebagai alat komunikasi saja, namun juga men-
jadikan sebagai sumber peningkatan informasi 
yang valid, menggunakan untuk meningkatkan 
kemampuan analitik, memanfaatkan dalam 
mendukung kebutuhan belajar, menggunakan 
fitur-fitur keamanan, serta memanfaatkan me-
dia massa.

Tabel 9.
Pengaruh Secara Parsial

Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig
B Std. Error Beta

Constant
Literasi Finansial
Literasi Digital

43,129
,805
,133

5,158
,160
,074

,462
,163

8,361
5,036
1,780

,000
,000
,078

Sumber: Analisis Data Melalui SPSS
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Hasil analisis tersebut menunjukkan nilai 
t pada variabel literasi finansial (X1) bernilai 
5,036 dengan probabilitas sebesar 0,000 se-
dang nilai alpha sebesar 0,05 (5%). Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai probabilitas < alpha, 
sehingga H0 ditolak. Dengan demikian secara 
parsial literasi finansial (X1) berpengaruh sig-
nifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga 
(Y). Koefisien literasi finansial sebesar 0,805 
bertanda positif, menunjukkan literasi finansial 
berpengaruh positif terhadap tingkat ketahanan 
keluarga. Hal ini berarti semakin tinggi literasi 
finansial maka cenderung semakin kuat pula 
tingkat ketahanan keluarga pekerja migran.

Selanjutnya nilai t pada variabel literasi 
digital (X2) bernilai 1,780 dengan probabilitas 
sebesar 0,078 sedang nilai alpha sebesar 0,05 
(5%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai proba-
bilitas > alpha, sehingga H0 diterima. Dengan 
demikian secara parsial literasi digital (X2) 
berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat 
ketahanan keluarga (Y). Koefisien literasi digi-
tal sebesar 0,133, menunjukkan literasi digital 
berpengaruh positif terhadap tingkat ketahanan 
keluarga. Hal ini menunjukkan semakin tinggi 
literasi digital, maka cenderung semakin me-
ningkat pula tingkat ketahanan keluarga pekerja 
migran.

Nilai Standardized Coefficients pada ma-
sing-masing variabel menunjukkan nilai ber-
beda yakni literasi finansial sebesar 0,462 se-
dangkan literasi digital sebesar 0,163.  Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel literasi finansial 
merupakan variabel yang lebih dominan diban-
dingkan dengan literasi digital karena memiliki 
nilai Standardized Coefficients lebih besar.

Berdasarkan hasil uji hipotesis mengguna-
kan analisis regresi linier menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
antara literasi finansial dengan tingkat ketahan-
an keluarga. Hal tersebut berarti semakin tinggi 
tingkat literasi finansial semakin tinggi pula 
tingkat ketahanan keluarga. Hasil penelitian ini 
mendukung teori ketahanan keluarga dimana 
teori ketahanan keluarga menyebutkan bahwa, 
salah satu indikator ketangguhan sebuah ke-

luarga adalah sisi materiil yang pada akhirnya 
berdampak pada peningkatan kesejahteraan. 
Kesejahteraan sebuah keluarga erat kaitannya 
dengan materi yang cukup untuk menjalani ke-
hidupan.

Literasi finansial merupakan kemampuan 
seseorang dalam mengelola keuangan secara 
teknis dan kemampuan memprediksi serta 
mempertimbangkan resiko yang diambil dalam 
kegiatan keuangan. Salah satu faktor dalam 
mendukung ketahanan keluarga adalah dengan
sistem manajemen keuangan yang sehat. Ka-
rakter keluarga yang memiliki manajemen 
keuangan yang sehat adalah pengaturan ke-
uangan secara terbuka serta menjaga keharmo-
nisan keluarga meski terdapat masalah keuang-
an. Keharmonisan keluarga dapat terganggu 
oleh beberapa hal yakni kekerasan kata-kata, 
masalah dan kekerasan ekonomi, keterlibat-
an pada perjudian, penyalahgunaan minuman 
keras, dan perselingkuhan (Sudarto & Wirawan, 
2001). Masalah keuangan merupakan salah satu 
sumber masalah dari sebuah keluarga. Keadaan 
keuangan keluarkan berpotensi memiliki dam-
pak yang kurang baik dalam memenuhi kebu-
tuhan keluarga seperti kelaparan, rentan pe-
nyakit, konflik yang berujung pada perceraian 
(Nakamura & Noeh, 1990). Hal tersebut pula 
yang terjadi pada beberapa keluarga pekerja 
migran dimana beberapa alasan dari rusaknya 
hubungan keluarga pekerja migran antara lain 
adalah ekonomi yang stagnan, komunikasi yang 
kurang bagus, perbedaan prinsip, tidak setia, 
nafkah batin, serta adanya kecurigaan (Miladi-
yanto, 2016). Hal tersebut semakin menguatkan 
bahwa kemampuan mengatur keuangan dalam 
keluarga, dalam hal ini adalah keluarga pekerja 
migran merupakan salah satu aspek yang sen-
tral dalam menghindari konflik

rumah tangga. Rendahnya konflik di dalam 
keluarga akan menjaga keharmonisan keluarga. 
Selain itu aspek keterbukaan dalam keuangan 
keluarga juga memiliki dampak positif untuk 
menjaga hubungan yang harmonis dalam ke-
luarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa peli-
batan anggota keluarga antara suami, istri, dan 
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anak dalam merencanakan keuangan keluarga 
dengan bertukar pendapat atau melakukan ko-
munikasi mendalam dan rasional membawa 
manfaat menjaga harmoni keluarga (Suhartini 
& Ardhian Renanta, 2012). Hal tersebut di-
kuatkan sebuah kajian yang menyatakan bahwa 
praktek akuntansi pada keluarga sama baiknya 
dengan praktek akuntasi pada institusi publik 
(Walker & Llewellyn, 2000). Keterbukaan pe-
ngelolaan keuangan keluarga merupakan salah 
satu keadaan yang dikondisikan untuk mengu-
rangi potensi konflik serta merupakan respon 
dalam menghadapi kondisi yang kurang baik 
pada keuangan keluarga. Merespon kondisi kri-
sis yang dialami keluarga merupakan salah satu 
strategi dalam meningkatkan ketahanan kelu-
arga. Sebaliknya, keluarga dengan pengaturan 
keuangan yang didominasi salah satu pihak dan 
membatasi sumber keuangan pada anggota ke-
luarga lain berpotensi akan menderita secara fi-
nansial meskipun dalam keadaan berkecukupan 
(Dariyo, 2004).

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan 
analisis regresi linier menyatakan bahwa literasi 
digital berpengaruh positif namun tidak signifi-
kan terhadap tingkat ketahanan keluarga peker-
ja migran Indonesia. Teori ketahanan keluarga 
menyebutkan bahwa keluarga yang tangguh 
merupakan keluarga yang mampu beradaptasi 
serta menyelesaikan kesulitan berupa tantang-
an. Peneliti mengasumsikan bahwa adaptasi 
dan tantangan keluarga pekerja migran salah 
satunya adalah bidang komunikasi, yang se-
mula komunikasi langsung menjadi komunika-
si tidak langsung. Hal tersebut yang mendasari 
variabel literasi digital digunakan sebagai vari-
abel bebas. Pengertian literasi digital secara 
umum adalah kemampuan dan keterampilan 
setiap orang dalam mengatur sebuah informasi 
digital yang didukung oleh keterampilan dalam 
pengoperasioan perangkat digital. Namun se-
sungguhnya fokus utama yang ada pada ke-
luarga pekerja migran adalah pemanfaatan 
perangkat digital dalam berkomunikasi saja, 
bukan sampai tahap pemanfaatan informasi 
digital. Fakta tersebut didukung oleh hasil ka-

jian deskriptif tingkat literasi digital keluarga 
pekerja migran dimana keluarga pekerja migran 
yang memiliki tingkat literasi digital yang ren-
dah cukup banyak yakni 11,6 persen. Oleh ka-
rena itu, sangat wajar jika tingkat literasi digital 
memiliki pengaruh yang tidak terlalu signifikan 
pada tingkat ketahanan keluarga, karena fokus 
yang ada pada keluarga pekerja migran hanya 
pemanfaatan perangkat digital dan komunikasi. 
Hasil kajian menyatakan bahwa terdapat strate-
gi dalam menjalani pernikahan jarak jauh agar 
rumah tangga tetap kondusif yakni komunikasi 
yang intens dan memberikan pujian, memiliki 
kepercayaan yang tinggi kepada pasangan, me-
nahan sikap egois, serta memiliki kualitas wak-
tu bersama saat bertemu (Rini, 2008). Kajian 
lain menyebutkan bahwa terdapat empat hal 
yang harus dilakukan oleh keluarga pekerja mi-
gran untuk menjaga hubungan agar tetap dalam 
kerangka rumah tangga, yang pertama yakni 
komunikasi yang terbuka, meningkatkan diri 
kepada Tuhan, saling percaya dan komitmen, 
dan tidak membesar- besarkan masalah (Dewi, 
Rakhmad, Naryoso, & Herieningsih, 2014). 
Berdasar beberapa kajian tersebut, bahwa ko-
munikasi menjadi salah satu peran yang sentral 
dalam menjaga harmonisasi keluarga yang jarak 
jauh. Intensitas komunikasi keluarga pekerja 
migran ditandai dengan penggunaan paket data 
internet antara satu sampai lima GB yang cukup 
besar yakni sekitar 56,8 persen. Selain komu-
nikasi, terdapat beberapa hal yang berpotensi 
menjadi penguat ketahanan keluarga pekerja 
migran di Desa Payaman Kecamatan Solokuro 
Kabupaten Lamongan. Pendekatan diri kepada 
Tuhan menjadi salah satu instrumen penguat 
tingkat ketahanan keluarga pekerja migran di 
Desa Payaman, banyaknya lembaga pondok pe-
santren yang mengadakan kegiatan keagamaan 
menjadikan warga Desa Payaman menjadi lebih 
religius dan terhindar dari perbuatan yang da-
pat menimbulkan konflik keluarga. Hal tersebut 
ditandai dengan semaraknya kegiatan-kegiatan 
yang berbasis agama serta penggunaan pakaian 
yang terdapat simbol-simbol agama. Selain itu, 
kualitas pertemuan keluarga pekerja migran ke-
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tika bertemu menjadi salah satu yang memberi-
kan dampak peningkatan ketahanan keluarga. 
Hal tersebut sejalan dengan data yang menya-
takan bahwa mayoritas pekerja migran bekerja 
di negara Malaysia yang relatif dekat. Selain itu 
adanya infrastruktur bandara dan banyaknya 
penerbangan langsung dari Malaysia ke Indo-
nesia (Surabaya) intensitas pertemuan menjadi 
lebih sering. Hasil penelitian juga menemu-
kan bahwa konflik pertengkaran yang terjadi 
pada keluarga yang tinggal berjauhan jumlah-
nya lebih sedikit daripada keluarga yang ting-
gal bersama. Rendahnya konflik pada keluarga 
yang tinggal berjauhan dapat digunakan seba-
gai dampak positif terhadap tingkat ketahanan 
keluarga.

D. Penutup
Kesimpulan. Hasil  penelitian pengaruh 

literasi finansial dan digital terhadap tingkat 
ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia 
mayoritas masuk pada kategori sedang, semen-
tara tingkat ketahanan keluarga masuk pada 
ketegori sangat tinggi. Pada uji hipotesis dinya-
takan bahwa terdapat pengaruh positif dan sig-
nifikan antara literasi finansial terhadap tingkat 
ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia, 
sedang literasi digital memiliki pengaruh yang 
positif namun tidak signifikan terhadap tingkat 
ketahanan keluarga pekerja migran. Pengaruh 
keduanya positif dan signifikan terhadap tingkat 
ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia.

Rekomendasi. Hasil temuan dan pemba-
hasan pada penelitian ini menunjukkan be-
berapa fakta yang dapat ditindaklanjuti oleh 
beberapa pihak, yakni kepada keluarga pekerja 
migran hendaknya dapat memiliki kesadaran 
dengan secara mandiri mengadakan kegiatan 
yang dapat meningkatkan literasi finansial se-
perti kegiatan arisan, membentuk koperasi, atau 
kelompok usaha bersama antar keluarga peker-
ja migran yang pada akhirnya akan berdampak 
pada keuangan keluarga. Bagi keluarga pekerja 
migran juga dapat lebih mengeksplorasi ke-
mampuan literasi digitalnya agar manfaat yang 

didapatkan lebih maksimal daripada hanya 
sekedar dimanfaatkan sebagai alat komunikasi.

Bagi perangkat Desa Payaman Kecamatan 
Solokuro Kabupaten Lamongan hendaknya 
membuat program yang membangun ekosistem 
wirausaha berbasis digital dengan menggan-
deng Start-Up agar berdampak bagi peningka-
tan ketahanan keluarga pekerja migran. Dengan 
adanya ekosistem wirausaha berbasis digital, 
keluarga pekerja migran dapat mengetahui dan 
terampil dalam pengelolaan keuangan khusus-
nya bidang investasi. Selanjutnya, pemanfaatan 
perangkat digital dapat dieksplorasi lebih baik 
sehingga bermanfaat bagi keluarga.
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Abstract

This paper aims to determine the relationship between social protection programs and social capital in urban 
society. the study was conducted in Yogyakarta. Failure to arrange targets for social protection programs must be paid 
dearly with the potential for conflict. This conflict will result in the loosening of social solidarity. This condition is 
well understood by the Government of Yogyakarta in the implementation Program Kartu Menuju Sejahtera (KMS). 
This program is considered successful in reducing errors in targeting programs and potential conflicts. The presence of 
participation in the community shows that they can determine and control the program. Social capital that has been built 
for a long time in the community must be used as a force to realize community welfare. The values   of social solidarity, 
trust, and mutual understanding must be cultivated continuously to realize the collective action of the community. This 
study uses a mixed method approach in answering the proposed problem formulation.The result of the study shows that 
the increasing role of the state in providing social protection program did not shift the reciprocal relation of social capital 
that has grown in the community. Therefore, community involvement is absolutely necessary so that the implementation 
of social protection programs do not actually trigger social conflicts, besides the need for integrated database synergy 
between the central and regional governments and the private sector in the implementation of social protection programs, 
so that the process of poverty alleviation will be quickly resolved.

Keywords: social protection, social capital, social relations, social solidarity

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui relasi antara program perlindungan sosial dan modal sosial yang ada di 
masyarakat perkotaan. Adapun lokus penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta. Kegagalan pemerintah dalam penentuan 
targeting program perlindungan sosial harus dibayar mahal dengan munculnya potensi konflik yang berakibat pada 
renggangnya solidaritas sosial. Kondisi ini dipahami betul oleh Pemerintah Kota Yogayakarta dalam implementasi 
Program Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Program ini dinilai berhasil dalam mereduksi kesalahan targeting program 
dan potensi konflik disebabkan karena adanya partisipasi warga dalam proses penentuan dan kontrol program. Modal 
sosial yang sudah terbangun lama di masyarakat harus terus didayagunakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
bersama. Nilai-nilai solidaritas sosial, kepercayaan, dan saling pengertian harus terus ditumbuhkan untuk mewujudkan 
collective action pada masyarakat. penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dalam menjawab rumusan 
masalah yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin menguatnya peran negara dalam menghadirkan 
program perlindungan sosial tidak serta merta menggeser relasi modal sosial resiprokal yang sudah tumbuh di masyarakat. 
Untuk itu, pelibatan masyarakat mutlak diperlukan agar implementasi program perlindungan sosial justru tidak memicu 
munculnya konflik sosial, selain itu perlu adanya sinergitas basis data terpadu antara pemerintah pusat dan daerah serta 
sektor swasta dalam implementasi program perlindungan sosial, sehingga proses pengentasan kemiskinan akan cepat 
terselesaikan.

Kata Kunci: perlindungan sosial, modal sosial, relasi sosial, solidaritas sosial
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A. Pendahuluan 
Penelitian mengkaji tentang relasi program 

perlindungan sosial dan modal sosial pada 
masyarakat perkotaan dalam kaitannya dengan 
transformasi modal sosial. Masyarakat Indone-
sia secara tradisional memiliki nilai modal so-
sial yang sangat kuat. Hal ini tercermin dalam 
berbagai kegiatan di masyarakat seperti gotong 
royong, siskamling, dan arisan. Seiring dengan 
perkembangan zaman, nilai modal sosial sudah 
mulai berkurang manakala masyarakat semakin 
modern dan individualistik (Juul, 2010). Kon-
disi ini berdampak pada ikatan modal sosial 
yang awalnya dibangun dalam rangka katup 
penyelamat dalam pertukaran sosial resiprokal 
harus tergantikan oleh pertukaran yang rasional 
instrumental (Widegren, 1997). Kondisi ini me-
nyebabkan safety nets dari komunitas bertrans-
formasi menjadi menguatnya peran negara dan 
swasta melalui instrumentasi kebijakan perlin-
dungan sosial (Midgley, 2009).

Instrumentasi kebijakan perlindungan so-
sial dalam konteks Indonesia belum sepenuh-
nya menjadikan negara sebagai aktor tunggal. 
Negara masih menyeimbangkan peran warga 
negara melalui relasi pasar tenaga kerja dan 
juga peran keluarga dalam menghadirkan kese-
jahteraan (Papadopoulos & Roumpakis, 2017). 
Hal ini nampak dalam Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) yang mengintegrasikan 
program perlindungan sosial multiaktor.

Ketentuan regulasi pada dasarnya merupa-
kan cita-cita kebijakan sosial yang dikembang-
kan dalam pencapaian kesejahteran bersama 
bagi seluruh warga negara. Responsibilitas 
pemerintah menjadi garda depan dalam mem-
bangun sinergi program perlindungan sosial. 
Pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi 
daerah memiliki tanggung jawab yang sama 
dalam upaya pelaksanaan kebijakan tersebut. 
Diperlukanskala prioritas dan sinergisitas pro-
gram dari sisi kepersertaan, pelayanan dan pem-
biayaan masing-masing daerah untuk mampu 

menghadirkan kesejahteraan masyarakat di-
wilayahnya.

Kota Yogyakarta melalui Perda Nomor 23 
Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskin-
an di Kota Yogyakarta memiliki program ung-
gulan yang diberi nama Kartu Menuju Sejahtera 
(KMS). Program ini memiliki sasaran pene-
rima manfaat adalah penduduk Kota Yogya-
karta yang masuk dalam kategori tidak mampu. 
Sasaranprogramyang selektif tersebut menuntut 
pemerintah kota perlu menambahkan prinsip 
partisipatif dalam proses penjaringannya. Hal 
ini dimaksudkan supaya potensi munculnya ke-
cemburuan sosial akibat adanya program dapat 
diselesaikan dari awal. 

Kegagalan proses penjaringan penerima 
manfaat program perlindungan sosial tentunya 
berdampak buruk pada solidaritas sosial yang 
ada di masyarakat. Kekuatan solidaritas sosial 
berwujud modal sosial harus menjadi penopang 
program perlindungan sosial. Untuk itu, tulisan 
ini menjadi sangat penting dalam rangka untuk 
mengetahui relasi antara program perlindungan 
sosial dan modal sosial pada implementasi pro-
gram KMS yang dijalankan pemerintah kota 
Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan 
dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan 
KMS mentransformasi modal sosial yang ada 
di masyarakat Kota Yogyakarta.

B. Penggunaan Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

mixed methods dengan teknik analisis deskrip-
tif. pendekatan mixed methods menggunakan 
cara sequential explanatory design dengan 
tujuan untuk mendapatkan data penelitian se-
cara komprehensif. Teknik ini menempatkan 
pendekatan kuantitatif sebagai acuan pokok 
dalam penggalian data kualitatif (Cresswell, 
2010). Data kuantitatif diperoleh berdasarkan 
data penelitian “Perubahan Sosial dan Potensi 
Konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” 
yang dilakukan oleh PSKK UGM bekerja sama 
dengan Bakesbangpol DIY tahun 2017 dengan 
jumlah responden di Kota Yogyakarta sebanyak 
839 orang. Pendekatan kuantitatif dilakukan 
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dengan teknik survei yang mengambil sampel 
dari seluruh kelurahan dan perwakilan RW yang 
ada Kota Yogyakarta. Pada tingkat kelurahan 
terdapat lima responden yang terdiri dari tokoh 
perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, 
LPMK, serta unsur masyarakat. sedangkan un-
tuk tingkat RW yang menjadi sampel penelitian 
adalah seluruh perwakilan RW di Kota Yogya-
karta.

Tabel 1. 
Klasifikasi dan Jumlah Responden 

No. Jenis Responden Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pengurus RW
Tokoh Perempuan
Tokoh Masyarakat
Tokoh Pemuda
LPMK
Masyarakat

614
45
45
45
45
45

Total Responden 839
Sumber : PSKK UGM, 2017

Data kualitatif diperoleh dengan cara 
melakukan wawancara mendalam kepada Lu-
rah, sekretaris kelurahan, tokoh masyarakat, 
pengurus RW, pekerja sosial masyarakat (PSM) 
di lokasi yang memiliki persentase persepsi 
modal sosialnya tinggi dan rendah. Penentuan 
lokasi untuk wawancara mendalam berdasar-
kan hasil survei yang dilakukan sebelumnya. 
Adapun lokasi yang terpilih adalah Kecamatan 
Tegalrejo untuk lokasi modal sosial tinggi dan 
Kecamatan Gondomanan untuk modal sosial 
rendah. Dari masing-masing kecamatan terpi-
lih dikerucutkan lokasi penelitiannya pada ke-
lurahan yang memiliki persentase modal sosial 
tinggi dan rendah. Untuk Kecamatan Tegalrejo 
terpilih Kelurahan Tegalrejo sebagai lokasi 
wawancara mendalam, sedangkan Kecamatan 
Gondomanan terpilih Kelurahan Ngupasan.

Pada bagian awal tulisan ini akan memotret 
kemiskinan di Kota Yogyakarta. Berikutnya 
akan membahas tentang pengentasan kemis-
kinan melalui program KMS, bentuk modal 
sosial masyarakat di Kota Yogyakarta, dan tera-
khir membahas tentang dual track pengentasan 
kemiskinan (program KMS dan modal sosial).

B. Hasil dan Pembahasan
Potret Kemiskinan Kota Yogyakarta

Permasalahan kemiskinan merupakan per-
soalan besar yang hingga saat ini belum terta-
ngani secara baik di Kota Yogyakarta. Berbagai 
upaya sudah dilakukan untuk mengentaskan-
nya. Gambaran mengenai kemiskinan yang 
ada di Kota Yogyakarta cukup unik. Jika kita 
bandingkan dengan kabupaten lain di Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY), persentase pen-
duduk miskin di Kota Yogyakarta paling ren-
dah, namun dari sisi ketimpangan justru yang 
paling tinggi (Lutfiyanti, 2018). Gambaran ini 
menunjukkan kepada kita bahwa perbaikan 
ekonomi di Kota Yogyakarta justru dinikmati 
oleh kalangan kelas tertentu dan tidak merem-
bes pada kelompok masyarakat bawah.

Persentase penduduk miskin di Kota Yog-
yakarta setiap tahunnya mengalami penurun-
an. Pada tahun 2018 persentase penduduk 
miskin masih 6.98 persen atau setara dengan 
29.750 jiwa. Jumlah ini diukur dengan batas 
garis kemiskinan sebesar Rp. 467.061/ kapita/
bulan. Penggunaan parameter pengeluaran da-
lam mengukur garis kemiskinan dinilai memi-
liki kelemahan dalam melihat kemiskinan yang 
ada di DIY. Masyarakat DIY termasuk juga di 
Kota Yogyakarta memiliki budaya local yang 
menyebabkan parameter pengeluaran dinilai 
kurang tepat (Kabarkota.com, 2019).

Tabel 2.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

Variabel Kemiskinan
Kemiskinan Kota Yogyakarta

2014 2015 2016 2017 2018
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)
Persentase Penduduk Miskin

366.520
35.6
8.67

383.966
36

8.75

401.193
32.06
7.7

423.815
32.2
7.64

467.061
29.75
6.98

Sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id
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Pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta 
mengalami peningkatan dalam kurun waktu 
2015-2017. Tercatat pada tahun 2017 pertum-
buhan ekonomi mencapai 5,24 persen den-
gan nilai Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) mencapai 31,31 trilyun rupiah (BPS, 
2018). Adapun sektor usaha yang berperan be-
sar terhadap pembentukan PDRB tersebut ada-
lah sektor-sektor tersier, seperti perdagangan, 
transportasi, penyediaan akomodasi dan makan 
minum; kategori informasi dan komunikasi; 
kategori jasa keuangan dan asuransi, adminis-
trasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, 
jasa pendidikan, jasa kesehatan. Sumbangan 
mereka terhadap PDRB sebesar 78,28 persen.

Gambar 1.
Perbandingan Gini Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi di 

Kota Yogyakarta
Sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id dan Kota Yogyakarta dalam 

Angka, 2018

Besarnya kontribusi sektor tersier ditopang 
oleh pesatnya pertumbuhan pariwisata yang ada 
di Kota Yogyakarta. Namun sayangnya, pertum-
buhan perekonomian tersebut tidak diimbangi 
dengan perbaikan gini rasio (lihat gambar1). 
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pariwisata 
belum dikelola secara inklusif. Ketidakselaras-
an antara pertumbuhan pariwisata dengan per-
baikan gini rasio mengisyaratkan kepada kita 
bahwa perkembangan sektor pariwisata belum 
dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan. 
Hal ini disebabkan karena jenis-jenis wisata 
yang menjadi daya tarik wisatawan kurang 
menimbulkan efek signifikan pada perekono-

mian masyarakat luas. Selain itu juga, pertum-
buhan pariwisata hanya menguntungkan pada 
sektorperhotelan dan restoran yang itu tidak da-
pat diakses oleh masyarakat golongan bawah.

Pengentasan Kemiskinan Melalui Kartu 
Menuju Sejahtera (KMS)

Parameter kemiskinan merupakan ukuran 
yang dinamis sehingga sulit untuk dilakukan 
pengukuran secara tepat. Program perlindung-
an sosial dilakukan oleh pemerintah seringkali
dalam proses penentuan penerima manfaat 
mengalami inclussion dan exclussion error 
(Devereux et al., 2017). Untuk itu perlu upda-
ting data secara reguler agar targeting penerima 
program tepat sasaran.

Banyak sekali faktor yang menyebabkan 
proses pengumpulan data dan seleksi data tidak 
tepat sasaran.  Faktor tersebut bisa disebabkan 
dari sisi pembiayaan, politik, dan sosial. Untuk 
menghasilkan data yang akurat pastinya akan 
dilakukan melalui proses pendataan yang rumit. 
Misalkan saja dilakukan sensus yang masing-
masing populasi harus didatangi untuk diambil 
datanya, tentu ini tidak mudah. Ketidakakuratan 
data dari sisi politik disebabkan adanya inter-
vensi kekuasaan untuk memasukkan atau tidak 
memasukkan sasaran program atas pertimbang-
an politis. Ketidakakuratan data dari sisi sosial 
lebih pada persoalan potensi terjadinya konflik 
atas proses penjaringan tersebut, sehingga data 
secara sadar dimanipulasi agar tidak muncul 
konflik di kemudian hari (Rosfadhila et al., 
2013).

Banyaknya permasalahan terkait proses pen-
jaringan tentunya akan menimbulkan gejolak di 
masyarakat. Data survei menunjukkan bahwa 
persepsi masyarakat terhadap program perlin-
dungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah 
pusat dinilai kurang tepat sasaran. Hampir se-
bagian besar kecamatan (8 dari 14 kecamatan) 
menyatakan bahwa program perlindungan so-
sial memicu potensi konflik di masyarakat (li-
hat grafik 3). 
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Gambar 2. 
Persentase Persepsi Masyarakat Terkait Program 

Perlindungan Sosial Dari Pemerintah Pusat Yang Dinilai 
Tidak Tepat Sasaran Dan Berpotensi Konflik (N=839)

Sumber : PSKK UGM, 2017

Ketidakakuratan data penerima manfaat pro-
gram perlindungan sosial pastinya berdampak 
buruk pada tingkat kepercayaan masyarakat. 
Upaya untuk mensejahterakan masyarakat 
merupakan langkah dalam pemenuhan hak-hak 
dasar warga negara (Marshall, 1950). Kesalah-
an targeting menjadi isu pokok yang perlu di-
antisipasi oleh pemerintah agar tidak melang-
gar hak-hak dasar tersebut. 

Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari 
dengan potensi kesalahan data pada proses tar-
geting program. Untuk itu, peran komunitas 
melalui partisipasi warganya perlu dilibatkan 
dalam proses kontrol penjaringan targeting pro-
gram. Cara ini dinilai mampu mereduksi ter-
jadinya kesalahan program yang berimbas pada 
potensi terjadinya konflik di masyarakat.

Program KMS pada dasarnya adalah upa-
ya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yog-
yakarta dalam mensinkronkan data penerima 
manfaat agar lebih sistematis dan terpadu. Pem-
berian identitas kepada rumah tangga penerima 
program dimaksudkan semua program pengen-
tasan kemiskinan baik yang dilakukan oleh pe-
merintah pusat, daerah maupun swasta mampu 
diintegrasikan agar penerima manfaat cepat di-
entaskan dari permasalahan kemiskinannya.

Pemegang kartu KMS akan mendapatkan 
program perlindungan sosial tidak hanya pada 
aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan 
semata. Namun perberdayaan rumah tangga 

juga menjadi prioritas. Prasyarat rumah tangga 
yang menjadi sasaran program ini adalah mer-
eka yang mempunyai keterbatasan pada aspek 
pendapatan dan asset, papan, pangan, sandang, 
kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Jumlah penerima KMS pada tahun 2019 se-
banyak 15.282 kepala keluarga. Jumlah terse-
but terdiri dari kategori miskin sebanyak 2.783 
kepala keluarga dan kategori rentan miskin 
12.499 kepala keluarga. Jumlah penerima KMS 
mengalami penurunan signifikan pada kategori 
miskin yang pada tahun 2018 berjumlah 4.781 
kepala keluarga. Kategori rentan miskin pada 
KMS tahun 2019 bertambah meskipun kecil 
dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 
12.456 kepala keluarga (harianmerapi.com, 
2019). 

Proses penentuan penerima KMS tidak 
hanya mengacu pada pendataan semata. Proses 
secara partisipatif juga dilakukan melalui peran 
komunitas pada level yang paling bawah. Uta-
manya peran pada tingkatan RT/RW. Proses 
partisipatif dalam penentuan penerima program 
bisa dilihat dari adanya uji public yang dilaku-
kan. Pada tahapan uji public pertama (Bulan 
April), mekanisme yang dilakukan lebih pada 
updating data usulan dari RT/RW berdasarkan 
data penerima KMS pada tahun berjalan. Ma-
sing-masing RT/RW akan dikumpulkan pada 
sebuah forum (umumnya di balai kelurahan) 
untuk mencermati nama-nama kepala keluarga 
yang menerima program. Jika rumah tangga 
pada data tersebut dinilai layak maka namanya 
akan dipertahankan, namun jika dinilai tidak 
layak maka RT/RW dapat mencoretnya. Usulan 
penerima baru juga dapat dilakukan pada fo-
rum ini. Pengurus RT/RW dapat menambahkan 
nama baru jika rumah tangga dimaksud layak 
untuk mendapatkannya. 

Kondisi yang terjadi dilapangan pada um-
umnya RT/RW lebih banyak mengusulkan 
nama baru dibandingkan dengan melakukan 
pencoretan. Keengganan pencoretan tersebut 
sangatlah beralasan karena RT/RW tidak mau 
menanggung resiko jika muncul protes dari 
warga. Kondisi ini sebagaimana yang ditutur-
kan oleh salah satu informan kami.
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“pada uji publik pertama kan masih nama 
penerima yang dulu, jadi kita diminta un-
tuk menambahkan atau mencoret. Biasanya 
kami justru banyak melakukan penamba-
han, untuk mencoret jarang kami lakukan 
karena takut salah dan malah muncul 
protes. Biar nama kita masukkan saja, nan-
ti biar yang mensurvei yang menentukan 
hasilnya”  (IG, Pengurus RW). 
Peran penting dari partisipasi warga dalam 

melakukan kontrol terhadap data calon pener-
ima KMS justru muncul pada hasil uji publik 
kedua. Data dari hasil pendataan akan disam-
paikan kepada masing-masing kelurahan untuk 
dilakukan verifikasi kembali. Mekanismenya 
sangat beragam tergantung kondisi yang ada di 
lingkungan kelurahan tersebut. 

Beberapa kelurahan memanfatkan hasil uji 
public kedua dengan memampang daftar nama 
calon penerima KMS pada papan pengumum-
an yang ada di lingkungan RT/RW setempat. 
Masing-masing warga dapat mengkritisi hasil 
tersebut. Namun, ada juga kelurahan yang tidak 
melakukan hal tersebut. finalisasi data nantinya 
akan diputuskan pada forum resmi uji publik 
kedua di kelurahan. Masing-masing perwakilan 
RT/RW akan mensetujui apakah rumah tangga 
yang ada dapat menerima KMS ataukan harus 
di coret. 

Proses yang melibatkan peran komunitas 
dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan dengan 
program yang tidak melakukan hal tersebut. 
Hal ini disebabkan karena warga sekitar secara 
langsung dapat menilai apakah sebenarnya ru-
mah tangga tersebut layak dan tidaknya. Cerita 
seperti keluhan Bupati Kendal yang kesal kare-
na banyak warganya tidak dapat PKH (Prayitno, 
2019). Termasuk juga cerita dari Walikota Solo 
yang menilai 30 persen penerima PKH tidak te-
pat sasaran (Perdana, 2019) tidak terjadi.

Warga yang tidak puas dengan data PKH 
dan beberapa program perlindungan sosial lain 
pada umumnya hanya diam. Mekanisme kom-
plain dan kontrol jarang ada yang tahu. Pada 
umumnya ungkapan dalam bentuk “rasan-ras-
an” atau umpatan rasa ketidakpuasan saja yang 

dapat dia lakukan. Keluhan dari warga yang 
merasa bahwa dirinya harusnya mendapatkan 
PKH, pada umumnya akan dijawab oleh kelu-
rahan dengan memasukkan nama dia ke daf-
tar calon penerima KMS. Hal ini sebagaimana 
yang disampaikan oleh informan kami.

“Program seperti PKH, BPNT, dan lain-
lain yang dari pusat memang ada yang 
tidak tepat sasaran. Kalau muncul konflik 
di masyarakat ya tidak. Palingan hanya 
rasan-rasan, tidak sampai ada kekerasan. 
Kita tidak bisa berbuat apa-apa karna da-
tanya dari pusat dan itu ada pendapingnya 
sendiri. Palingan kalua ada keluhan ya kita 
usulkan ke KMS” – (SL, Aparat Kelura-
han).

Bentuk Modal Sosial Masyarakat di Kota 
Yogyakarta

Masyarakat perkotaan sering diidentikan 
dengan masyarakat yang modern, multikultur, 
individualistik, dan beberapa streotip lainnya. 
Karakteristik kehidupan perkotaan yang sangat
dinamis menuntut setiap orang yang tinggal 
didalamnya memiliki keterbatasan waktu da-
lam membangun relasi dengan masyarakat 
yang lain. Dampaknya adalah solidaritas sosial 
masyarakat perkotaan menjadi sangat reng-
gang.

Bangunan modal sosial pada umumnya ter-
jadi karena jalinan relasi sosial yang sangat kuat 
antara satu orang dengan orang lain pada suatu 
komunitas. Jalinan tersebut yang nantinya akan 
memberikan keuntungan ekonomi, politik, dan 
sosial secara resiprokal. Pendayagunan atas 
jalinan relasi tersebut menjadi sangat penting. 
Pendayagunaan ini juga dimaksudkan untuk 
berbagi resiko (risk-sharing) diantara anggota 
komunitas jika mendapatkan gangguan (Ng, 
Mirakhor, & Ibrahim, 2015).

Salah satu elemen penting terkait dengan 
modal sosial adalah kepercayan diantara ang-
gota komunitas. Kepercayan yang tumbuh di-
antara mereka melalui proses yang panjang. 
Secara individual, kepercayaan tumbuh dan 
berkembang manakala ekspektasi aktor tertentu 
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menyerahkan sebagian dari tanggungjawabnya 
kepada aktor yang lain dengan keyakinan bah-
wa aktor tersebut dapat memegang tanggung-
jawab dengan sebaik-baiknya (Usman, 2018).

Gambar 3.
Persepsi Masyarakat Kota Yogyakarta Atas Modal 

Sosial Yang Masih Berjalan (N=839)
Sumber : PSKK UGM, 2017

Tingkat kepercayaan masyarakat di Kota 
Yogyakarta terhadap orang lain pada komu-
nitasnya (tetangga) masih sangat kuat. Hal ini 
nampak dari kebiasan yang berkembang di 
masyarakat seperti kebiasaan menitipkan ru-
mah, menitipkan anak, dan meminjami uang. 
Jika kita lihat perbandingan antara beberapa ak-
tivitastersebut, maka kebiasaan menitipkan ru-
mah kepada tetangga yang paling tinggi (88,68 
%), sedangkan menitipkan anak dan memin-
jami uang ke tetangga mengalami penurunan 
(82,24 % dan 67,10 %). Kondisi yang menarik 
disini adalah tingkat kepercayaan kepada tet-
angga untuk meminjami uang yang penurunan 
persentasenya cukup tinggi. Hal ini disebabkan 
karena menguatnya peran lembaga formal (per-
bankan) sehingga jika ada anggota masyarakat 
yang membutuhkan uang lebih nyaman ke lem-
baga keuangan formal dibandingkan harus ke 
tetangga yang lain.

Kondisi yang menarik justru terkait per-
tanyaan apakah ada warga yang memperbo-
lehkan orang lain menempati tanahnya tanpa 
membayar meskipun tidak ada pertalian darah. 
Di Kota Yogyakarta masih ada 34,21 persen 
yang menyatakan bahwa dilingkungannya ter-
dapat orang yang seperti itu. Temuan ini cu-
kup menarik manakala masyarakat perkotaan 

yang dinilai materialistis dan individualistis 
masih ada orang yang seperti itu. Tanah bagi 
masyarakat di perkotaan merupakan asset yang 
sangat berharga. Karena peluang untuk meng-
kapitalisasi dan mendayagunakan tanah cukup 
besar dan menjanjikan. Sifat kesukarelawanan 
yang ditunjukkan dari data ini memperlihatkan 
bahwa perubahan masyarakat pada dasarnya 
tidak serta merta mengubah/menggeser nilai-
nilai sosial yang sudah ada. Namun, peruba-
han tersebut menyatu dalam nilai yang sudah 
terbangun sejak lama (Pinch & Bijker, 1984). 
Sehingga basis nilai-nilai kebaikan terhadap 
sesama masih tertanam dan diimplementasikan, 
walaupun konteks perubahan zaman sudah mu-
lai menggerusnya.

Kuatnya modal sosial di Kota Yogyakarta 
menunjukkan bahwa nilai atau norma yang di-
implemantasikan dalam bentuk perilaku mam-
pu mendorong terciptanya kerjasama untuk 
kontribusi yang besar terhadap keberlanjutan 
bermasyarakat. Sehingga, modal sosial yang 
tercipta dalam relasi sosial mampu diikat oleh 
suatu kepercayaan (trust), saling pengertian 
(mutual understanding) dan nilai-nilai bersama 
(shared value) yang mengikat anggota kelom-
pok untuk membuat kemungkinan collective 
action dapat dilakukan secara efisien dan efek-
tif (Prusak & Cohen, 2004).

Gambar 4.
Kegiatan Sosial yang Masih Berjalan 

di Kota Yogyakarta (N=839)
Sumber : PSKK UGM, 2017

Wujud collective action pada masyarakat 
Kota Yogyakarta masih sangat kuat. Kegiatan 
kerja bakti dan juga membantu tetangga sekitar 
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bila ada kedukaan masih sangat tinggi. Bahkan 
kegiatan membantu tetangga jika ada kedukaan 
mencapai 99,88 persen masih aktif dilingku-
ngan mereka. sedangkan kegiatan kerja bakti 
97,14 persen masih aktif. Meskipun untuk ke-
giatan membantu tetangga dalam membangun 
rumah sudah jarang dilakukan (23,72 %).

Modal sosial memiliki fungsi yang sangat 
penting dalam hubungan kemasyarakatan. Per-
an modal sosial dapat dilihat sebagai ‘perekat’ 
yang menyatukan masyarakat. Masing-masing 
individu dalam komunitas dalam aktifitasnya 
memiliki keterikatan dengan sesamanya karena 
ada kewajiban sosial, timbal balik, dan solidari-
tas sosial. Hal inilah yang memungkinkan ter-
jadinya berbagi kekuatan (power sharing) yang 
dilandasi oleh nilai-nilai dan norma-norma ke-
hidupan.

Modal sosial juga memiliki peran seba-
gai alat untuk menyelesaikan konflik dalam 
masyarakat. sehingga modal sosial mampu 
memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadi-
nya integrasi sosial. Munculnya disintegrasi 
sosial disebabkan karena potensi konflik sosial 
tidak dapat dikelola secara efektif dan optimal, 
sehingga termanifest dalam kekerasan. Dalam 
kaitannya dengan program perlindungan so-
sial, beberapa upaya dilakukan oleh komunitas 
dalam mendistribusikan kesejahteraan dalam 
rangka terjaganya integrasi sosial. Istilah ‘bagi 
roto (bagito), bagi adil (bagidil)’ muncul dalam 
praktek distribusi bantuan beras, BLT, dan pro-
gram lainnya. 

Praktektersebut tidak terhindarkan manaka-
la antar masyarakat sudah bersepakat bahwa 
program bantuan harus didistribusikan seperti 
itu. Rasa solidaritas dan rasa kebersaman harus 
dikedepankan meskipun itu menyalahi ketentu-
an yang ada. Hal ini seperti yang disampaikan 
oleh salah satu informan kami.

“Dulu sebelum ada BPNT, program raskin 
lebih menekankan peran RW. Masyarakat 
disini tingkat ekonominya relative sama, 
akhirnya kita bagi rata (bagito), sekarang 
tidak bisa. Mau kompline juga tidak bisa. 
Katanya datanya dari pusat. Mending pen-

dataan penerima itu melibatkan RT sehing-
ga tau betul kondisi masyarakat”. – (AG, 
Pengurus RW)
Jalinan modal sosial dalam wujud collec-

tive action pada masyarakat Kota Yogyakarta 
sebenarnya cukup beragam. Keberagaman 
ini disebabkan karena perbedaan karakteris-
tik masyarakat yang mendiami suatu wilayah 
tersebut. Masyarakat yang tinggal di kampung 
dan mayoritas penduduk asli, membentuk col-
lective actiondalam wujud kegiatan kerja bakti 
rutin. Jadwal kegiatan kerja bakti sangat tergan-
tung kesepakatan yang ada di masyarakat, ada 
yang setiap bulan sekali dan ada yang ‘selapan-
an’ sekali. Aktifitas rutin ini menunjukkan bah-
wa modal sosial masih sangat kuat dikalangan 
mereka. Munculnya komitmen yang kuat antar 
aktor terpelihara secara baik melalui institusi 
sosial yang mereka kembangkan. 

“kerja bakti masih berjalan baik, kalua 
disini setiap selapanan (35 hari). Tidak se-
mua hadir, tetapi diupayakan ada penggan-
ti (entah anaknya, atau wujud yang lain). 
Disini tidak ada sanksi apapun, takutnya 
malah saling tidak enak. Masyarakat pada 
sadar kok”. – (AR, Pengurus RW)
Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di 

komplek perumahan dan mayoritas pendatang. 
Kegiatan seperti kerja bakti dan ‘jimpitan’ sudah 
jarang dilakukan. Merekamelakukan kerja bakti 
jika ada instruksi dari kelurahan dan itu sifatnya 
insidental. Bagi mereka, kehidupan sehari-hari 
sudah disesaki dengan rutinitas pekerjaan yang 
padat sehingga waktu untuk bersosialisasi dan 
bercengkrama dengan warga yang lain sulit di-
lakukan. Apalagi tempat tinggal mereka hanya 
untuk lokasi usaha semata. Ikatan sosial dengan 
lingkungan sekitar sangat longgar.

“kampong di Kelurahan Ngupasan ini ada 
4, yang sebagian besar pendatang ada di 
Kampong Ngupasan dan Ketandan, mayori-
tas mereka orang China, mereka penduduk 
sini tetapi tinggalnya di luar Kota Yogya-
karta. Pertemuan RT masih rutin tapi siang 
hari. Kalau untuk gotong royong, jimpitan 
pastinya susah. Kalau kita mau koordinasi 
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terkadang juga susah. Kita hanya mengan-
dalkan telpon saja”. – (LN, Aparat Kelura-
han)
Kegiatan collective action yang lain juga 

menunjukkan perbedaan yang hampir sama. 
Kegiatan seperti ronda, jimpitan, menjenguk 
orang sakit antara warga yang mayoritas pen-
datang dan penduduk asli juga memiliki per-
bedaan. Kegiatan ronda di penduduk asli lebih 
pada pengembangan keamanan bersama se-
hingga instrument keamanan formal (security) 
tidak dilakukan. 

Pengembangan sikap dalam rangka mem-
berikan keuntungan satu sama lain (reciprocal 
relationship) sangat kentara pada masyarakat 
yang mayoritas penduduk asli. Ikatan sosial 
yang muncul atas kesamaan nasib dan asal 
daerah membuat hubungan mereka terjalin de-
ngan erat dibandingkan dengan masyarakat 
yang mayoritas pendatang, tidak heran jika 
aktifitas menjenguk orang sakit masih aktif di 
lingkungan yang ikatan sosialnya masih sangat 
kuat.

“Kegiatan sosial yang masih berjalan se-
perti jimpitan, kerjabakti, pertemuan RT, 
Dasawisma, Posyandu, Tilek orang sakit 
atau meninggal” – (IG, Pengurus RW)
“kalau orang komplek sebelah jimpitannya 
bulanan, kalua disini masih harian. Sehari 
500 rupiah”. – (AR, Pengurus RW)
Aktivitas tatap muka secara langsung masih 

menjadi keharusan dalam rangka untuk mem-
bangun ikatan sosial. Karena dengan pertemuan 
langsung antar anggota komunitas, maka sekat 
antar anggota komunitas menjadi sangat tipis. 
Orang dengan mudah bercerita tentang kondisi 
keluarga, tetangga, pekerjaan, dan sebagainya 
tanpa merasa bahwa apa yang diinformasikan 
bukan ranah pribadi. Melainkan keterbukaan 
informasi sangat dibuka lebar. Aktivitas ber-
bagi informasi inilah yang menyebabkan relasi 
sosial sangat cair.

Tabel 4.
Perbedaan Collective Action pada Masyarakat 

Mayoritas Penduduk Asli Dengan Pendatang

Kegiatan 
Sosial

Kampung 
Komplek 

(Pendatang dan 
Ekonominya 

Baik)

Kampung 
Mayoritas 

Penduduk Asli 
dan Ekonominya 

Biasa
Kegiatan 
Kerja Bhakti

Menunggu 
intruksi dari 
kelurahan

Rutin/berkala

Ronda Jarang 
(membayar jasa 
pengamanan)

Aktif

Jimpitan Sistem bulanan Sistem harian, 
sedikit ada yang 
bulanan

Pertemuan RT Aktif Aktif

Menjenguk 
orang sakit

Kenal dekat Aktif

Membantu 
jika ada 
tetangga 
kedukaan

Aktif Aktif

Sumber : Analisis Data

Dual Track Pengentasan Kemiskinan: KMS 
dan Modal Sosial 

Berbicara tentang relasi program perlindu-
ngan sosial dan modal sosial pada dasarnya kita 
mendiskusikan transformasi dari masyarakat 
tradisional ke masyarakat modern. Upaya da-
lam rangka menghadirkan kesejahteran bersa-
ma pada masyarakat tradisional terbangun ka-
rena jalinan solidaritas sosial yang sangat kuat. 
Nilai-nilai kebersaman dan kepercayaan antar 
anggota komunitas menjadi hal yang penting 
dalam membangun relasi sosial diantara me-
reka. Berbeda halnya pada masyarakat modern, 
dimana peran negara menjadi sangat kuat dalam 
upaya perlindungan sosial justru mengakibat-
kan ikatan sosial diantara anggota masyarakat 
menjadi lebih longgar.

Kondisi ini juga muncul pada masyarakat 
di Kota Yogyakarta. Pihak yang diandalkan 
jika ada keluarga yang sakit pada periode 10 ta-
hun yang lalu dengan kondisi sekarang (2017) 
menunjukkan perbedaan yang signifikan. Per-
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sepsi masyarakat terkait pihak yang diandalkan 
jika ada keluarga yang sakit dalam 10 tahun 
yang lalu lebih menekankan peran keluarga dan 
tetangga sekitar. Berbeda halnya dengan kon-
disi sekarang, peran negara dan swasta melalui 
program kebijakan kesejahteraan justru me-
nguat. Relasi sosial yang awalnya terbangun se-
cara resiprokal harus tergantikan dengan relasi 
yang instrumental.

Gambar 5.
Pihak yang Diandalkan Jika Ada Keluarga Sakit Antara 
Kondisi 10 Tahun yang Lalu Dengan Sekarang (N=839)

Sumber : PSKK UGM, 2017

Program Penduduk yang Di Daftarkan Pe-
merintah Daerah (PDPD) telah meningkatkan 
kepesertaan jaminan kesehatan nasional (Dinan, 
2019). Data dari BPJS Kesehatan menyatakan 
bahwa kepersertaan BPJS Kesehatan di Kota 
Yogyakarta sudah 99,75 persen. Persentase 
tersebutmerupakan capaian yang sangat baik 
dalam memberikan jaminan dan kepastian 
layanan bagi warga kota (Sudjatmiko, 2019).

Program PDPDmembantu masyarakat yang 
tidak memiliki kepesertaan BPJS. Semua fasili-
tas kesehatan baik itu di Puskesmas (Faskes 
tingkat 1) sampai dengan pemanfaatan pera-
watan rumah sakit kelas 3 akan ditanggung se-
penuhnya oleh pemerintah kota. Latar belakang 
masyarakat yang mengakses program ini tidak 
lagi diperhitungkan. Masyarakat terkategori 

mampu juga dapat mengaksesnya, karena prin-
sip dari program PDPD adalah mewujudkan 
jaminan kesehatan semesta bagi warga Kota 
Yogyakarta.

Program PDPD memberikan aturan yang 
ketat bagi warga yang mengaksesnya. Pasien 
yang menggunakan program PDPD tidak diper-
kenankan untuk pindah ke kelas diatasnya. Jika 
ada yang melakukan hal tersebut maka secara 
otomatis program PDPD dinyatakan gugur.

“Kota Yogyakarta sejak tahun 2018 sudah 
menerapkan program perlindungan keseha-
tan semesta (Universal Health Care-UHC), 
asalkan masyarakat mau menempati bang-
sal kelas 3”. – (AS, Pegawai Dinsos)
Selain program-programperlindungan so-

sial diatas, masih banyak lagi program per-
lindungan sosial yang dijalankan oleh Peme-
rintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penang-
gulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta, be-
berapa program tersebut adalah sebagai beri-
kut: 1) Penguatan Pendidikan Mental Keluarga 
Miskin, program diberikan melalui pendidikan 
psikis yang bertujuan menumbuhkan pola pikir 
maju dan produktif, serta perilaku hidup bersih 
dan sehat; 2) Pelayanan Jaminan Ketersediaan 
Pangan, program dilakukan dengan memberi-
kan kemudahan dalam pemenuhan kecukupan 
bahan pangan yang layak konsumsi dan terjang-
kau agar dapat meningkatkan gizi masyarakat 
miskin; 3) Pelayanan kesehatan, program dis-
elenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi 
hak dasar Penduduk Miskin dan Keluarga Mis-
kin atas pelayanan kesehatan yang terkendali 
mutu dan biayanya; 4) Pelayanan Pendidikan, 
program dilakukan dengan memberikan jami-
nan hak atas pendidikan bagi penduduk miskin 
dan keluarga miskin yang bermutu dan terjang-
kau sehingga dapat terwujud penguatan sum-
ber daya manusia dan peningkatan daya saing 
tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk 
bertahan; 5) Perluasan Kesempatan Kerja dan 
Berusaha, program bertujuan untuk meningkat-
kan kesempatan kerja dan peningkatan penda-
patan penduduk dan keluarga miskin serta ren-
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tan miskin supaya diarahkan pada penciptaan 
lapangan kerja dan peningkatan produksi usa-
ha; 6) Penyediaan Pemukiman dan Perumahan 
Layak Huni dan Sanitasi Lingkungan, program 
bertujuan agar penduduk dari keluarga miskin 
mampu penggunaan bahan bangunan dan mo-
del bangunan yang minimal memenuhi prinsip 
kesehatan dan sosial; 7) Penyediaan Air Bersih 
dan Sanitasi; dan  8) Pelayanan Jaminan Sosial, 
program ini bertujuan agar layanan pemenuhan 
hak dasar melalui panti sosial bagi penduduk 
yang termasuk golongan miskin sekali atau 
yang sudah sampai pada tahapan terlantar.

Banyaknya program perlindungan sosial 
yang dijalankan oleh pemerintah Kota Yogya-
karta ternyata tidak serta merta menggeser per-
an komunitas menjadi hilang secara keseluruh-
an. Sistem sosial yang sejak dahulu ada justru 
dijadikan cara untuk menghadirkan perlindung-
an sosial. Kegiatan ‘jimpitan’ yang memiliki 
potensi keuangan yang besar ternyata mampu 
memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 
kegiatan-kegiatan sosial yang dijalankan oleh 
masyarakat. 

Kegiatan santunan bagi warga yang sakit, 
santunan kematian, posyandu, PAUD, PKK, 
dan kegiatan lainnya ternyata ditopang secara fi-
nansial oleh kegiatan ‘jimpitan’. Bahkan sistem 
perlindungan sosial berbasis jimpitan ini sudah 
terlembagakan secara baik di masyarakat. se-
hingga pengelolaan yang transparan dan akun-
tabel menjadi prasyarat munculya kepercayaan 
dari masyarakat.

Gambar 6.
Pengelolaan Dana Jimpitan di Salah satu RW 

di Kelurahan Ngupasan
Sumber : Analisis Data

Mekanisme untuk pemberian bantuan dari 
dana jimpitan dibahas dalam forum pertemuan 
RT/RW yang secara berkala diselenggaran di 
lingkungannya. Besaran dana jimpitan termasuk 
penggunaannya akan secara rutin dilaporkan 
pada forum tersebut. pemberian santunan bagi 
warga yang sakit atau meninggal berlaku se-
cara umum, tidak peduli apakah keluarga yang 
mendapatkan musibah berasal dari kalanagan 
mampu atupun tidak.

Besaran bantuan yang diberikan kepada ke-
luarga yang terkena musibah sangat bervaria-
si tergantung kesepakatan bersama. Sebagai 
contoh pengelolaan dana ‘jimpitan’ yang ada 
di Kampung Ratmakan Kelurahan Ngupasan 
memberikan bantuan kepada orang yang sakit 
dan harus dirawat inap di rumah sakit sebesar 
Rp. 200.000,- dan hanya mendapatkan 2 kali 
untuk keluarga yang sama jika membutuhkan 
rawat inap berkali-kali. Sedangkan untuk san-
tunan yang meninggal dunia akan diberikan 
santunan sebesar Rp. 800.000,-. Hal ini ditutur-
kan oleh informan kami.

“Kalau ada yang meninggal, keputusan di 
RW akan ada sumbangan dari kas RW 800 
Ribu, uang itu dari kas jimpitan yang setiap 
hari dikumpulkan” – (AG, Pengurus RW)
“Jika ada tetangga sakit, dari kas RW akan 
membantu keluarga tersebut nilainya 200 
ribu, setahun maksimal 2 kali diberikan, 
kasusnya kalua opname”. – (MM, Tokoh 
Masyarakat)
Selain dari santunan kas RT/RW, masyarakat 

juga memberikan bantuan secara pribadi. Be-
sarnya tidak ada patokan tertentu, namun lebih 
menekankan pada niat keikhlasan masing-ma-
sing. Santunan pribadi ini ada yang dikumpul-
kan secara kolektif dan ada pula yang menye-
rahkan langsung. Mekanisme secara kolektif 
pada umumnya akan dikoordinir oleh kader 
di lingkungan tersebut. Petugas tersebutakan 
masuk ke rumahwarga untuk meminta iuran. 
Besaran iuran yang diberikan pada umumnya 
Rp.5.000,- dan dibebankan kepada tiap kepala 
keluarga. Uang yang terkumpul tersebut untuk 
selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga 
yang mengalami musibah.
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“jika ada tetangga yang opname, nanti ada 
yang keliling narik’i serkileran untuk mem-
bantu dia besarannya 5 ribu per KK. Tapi 
kalua ada yang mau ngasih amplop sendiri 
dipersilahkan” – (MM, Tokoh Masyarakat)
Banyaknya program-program jaminan so-

sial yang ada di masyarakat menunjukkan bah-
wa sinergitas untuk menghadirkan kesejahtera-
an sosial sangat terbuka lebar. Program dari 
pusat, daerah, bahkan komunitas secara ber-
sama sama hadir ditengah-tengan masyarakat 
dalam rangka meringankan beban mereka. Un-
tuk itu, agar tidak terjadi kecemburuan sosial 
dan potensi konflik yang muncul maka program 
perlindungan sosial utamanya kebijakan pe-
merintah harus melihat bangunan modal sosial 
yang ada di masyarakat, jangan sampai dengan 
hadirnya program jaminan sosial justru malah 
mematikan modal sosial yang sudah tumbuh ra-
tusan tahun di masyarakat.

D. Penutup
Kesimpulan : Cita-cita besar yang harus 

diwujudkan dalam rangka untuk menciptakan 
negara kesejahteraan adalah pemberian porsi 
yang cukup kepada negara untuk mewujudkan-
nya. Negara melalui instrumen kebijakannya 
diharapkan mampu memenuhi segala hak dasar 
kebutuhan warga negara. Cita-cita ini akan su-
lit terwujud jika negara tersebut tidak memiliki 
porsi anggaran yang cukup untuk mengimple-
mentasikannya. 

Bangunan modal sosial yang sudah tumbuh 
dimasyarakat pada dasarnya juga menjalankan 
fungsi distribusi kesejahteraan. Melalui sistem 
sosial yang resiprokal masing-masing individu 
dalam masyarakat akan berbagi resiko dan ke-
untungan untuk tidak terbatas pada aspek ekono-
mi semata, melainkan juga aspek politik, sosial, 
maupun budaya. Transformasi masyarakat dari 
tradisional ke modern diharapkan tidak meng-
gerus bangunan modal sosial yang sudah ada. 
Sinergitas antara kebijakan kesejahteraan dan 
modal sosial diharapkan mampu didayaguna-

kan untuk pembangunan masyarakat agar lebih 
sejahtera.

Rekomendasi :
1. Mendorong adanya koordinasi melalui ba-

sis data terpadu antara pemerintah pusat dan 
daerah dalam program perlindungan sosial, 
sehingga proses pengentasan kemiskinan 
lebih cepat dilakukan.

2. Mendorong perang aktif dari sector swasta 
melalui program csr dalam program per-
lindungan sosial berbasis data terpadu, se-
hingga focus pengentasan kemiskinan akan 
sama.

3. Perlu adanya kesamaan indikator dalam 
penentuan penerima manfaat program per-
lindungan sosial baik yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat maupun daerah.

4. Perlu adanya pelibatan masyarakat dalam 
melakukan kontrol terhadap kualitas data 
penerima manfaat program perlindungan 
sosial.

5. Dalam implementasi program perlindung-
an sosial perlu memperhatikan bangunan 
modal sosial yang tumbuh dimasyarakat. 
jangan sampai menimbulkan potensi kon-
flik yang akhirnya merusak modal sosial itu 
sendiri.
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Abstract

Individuals infected with HIV, most of whom show changes in their psychosocial character such as living under 
stress, depression, feeling lack of social support. It takes someone who can accept the condition of PLWHA, for example 
medical workers, social workers, social volunteers or institutions / institutions that care about PLWHA. PLWHA need 
social rehabilitation to restore and strengthen them so that they can grow confident in facing their suffering. This study 
aims to describe the qualifications of social workers and that of social workers’ services in social rehabilitation of 
PLWHA. Data sources are social workers, beneficiaries of PLWHA, and the Head of Social Rehabilitation. Data were 
collected by interview, observation techniques and qualitative descriptive data analysis. The findings of the study were the 
educational qualifications of social workers at the Social Rehabilitation Center of PLWHA Bahamas Ternate, six people 
with educational background majoring in Social Welfare, three people without Social Welfare study background, and one 
person was graduated from Social Work High School. Social Workers have the duty and function to assist PLWHA from 
the initial process (assessment) to the end (termination). Social workers carry out networking, assessment, medication 
adherence, psychosocial assistance, social rehabilitation intervention assistance: family and community re-preparation. 
Recommendations: 1) Social Workers need to increase and broaden their knowledge about PLWHA; 2) Need to improve 
technical assistance for social workers regarding PLWHA because knowledge develops very quickly; and 3) Education 
activities to the community continue to be proclaimed related to healthy lifestyles and anti-discrimination against PLWHA 
and need to raise awareness for the dangers of contracting the HIVAIDS virus to the lowest level of RT / RW, families, 
schools, communities, religious leaders; 4) There needs to be support for PLWHA from families and communities, so that 
they do not feel alone in living their future.

Keywords: assistance; social worker; social rehabilitation; PLWHA

Abstrak

Individu yang terinfeksi HIV, sebagian besar menunjukkan perubahan dalam karakter psikososialnya seperti hidup 
dalam stres, depresi, merasa kurang ada dukungan sosial. Dibutuhkan seseorang yang dapat menerima kondisi ODHA, 
misalnya tenaga medis, pekerja sosial, relawan sosial ataupun lembaga/institusi yang peduli terhadap ODHA. ODHA 
membutuhkan rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan memperkuat mereka agar mereka dapat tumbuh kepercayaan diri 
dalam menghadapi penderitaannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kualifikasi pekerja sosial dan mendeskripsikan 
pelayanan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ODHA. Sumber data adalah pekerja sosial, penerima manfaat ODHA, 
dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi, analisis data 
deskriptif kualitatif. Temuan penelitian adalah kualifikasi pendidikan pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Sosial ODHA 
Wasana Bahagia Ternate, enam orang pendidikan jurusan Kesejahteraan Sosial, tiga orang non Kesejahteraan Sosial, 
dan satu orang Sekolah Menengah Atas Pekerjaan Sosial. Pekerja Sosial memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan 
pendampingan ODHA dari proses awal (assesmen) sampai akhir (terminasi). Pekerja sosial melaksanakan jejaring 
kerja, assesmen, kepatuhan minum obat, pendampingan psikososial, pendampingan proses intervensi rehabilitasi sosial: 
penyiapan kembali keluarga dan masyarakat. Rekomendasi: 1) Bagi Pekerja Sosial perlu meningkatkan dan menambah 
wawasan pengetahuan tentang ODHA; 2) Perlu peningkatan tentang teknik-teknik pendampingan bagi pekerja sosial 
mengenai ODHA karena pengetahuan berkembang dengan sangat cepat; dan 3) Kegiatan edukasi kepada masyarakat 
terus dicanangkan terkait pola hidup sehat dan anti diskriminasi terhadap ODHA serta perlu penyadaran bagi masyarakat 



150

Jurnal PKS Vol 18 No 2 Agustus 2019; 149 - 166

akan bahaya terjangkit virus HIVAIDS sampai di level paling bawah tingkat RT/RW, keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh 
agama; 4) Perlu ada keberpihakan terhadap ODHA dari keluarga dan masyarakat, agar mereka tidak merasa sendirian 
menjalani masa depannya. 

Kata kunci: pendampingan; pekerja sosial; rehabilitasi sosial; ODHA

 A. Pendahuluan
Salah satu masalah kesehatan yang menjadi 

perhatian dunia bahkan Indonesia adalah HIV/
AIDS. HIV/AIDS menjadi masalah kesehatan 
yang krusial karena terjadi peningkatan sangat 
drastis jumlah individu yang terkena. Perkem-
bangan HIV/AIDS di Indonesia setiap tahun 
mengalami peningkatan, bahkan banyak orang 
yang meninggal karenanya. Di Indonesia, HIV/
AIDS pertama kali ditemukan di Bali pada ta-
hun 1987, saat ini penyebaran virus ini sangat 
cepat, terbukti dengan terus meningkatnya jum-
lah individu yang terkena HIV/AIDS.

Hingga tahun 2016 masyarakat yang terin-
veksi HIV-AIDS berjumlah 27.611 orang, ter-
diri dari HIV 198.219 orang, dan AIDS 78.292 
orang. Dari 34 Provinsi yang berhasil didata, 
lima provinsi dengan populasi Orang dengan 
HIV terbesar meliputi: Provinsi DKI Jakarta, 
Jawa Timur, Papua, Jawa Barat dan Jawa Te-
ngah. Bisa jadi, realita di lapangan jumlah pen-
derita HIV/AIDS lebih besar, karena data terse-
but hanya berdasar kunjungan medik ke RS 
ataupun Puskesmas. Realitas ini menandakan 
masih diperlukan upaya keras untuk mencegah 
HIV/AIDS menyebar di masyarakat. Butuh 
komitmen berbagai pihak untuk bersama-sama 
memerangi persebaran penyakit HIV/AIDS di 
Indonesia (http://rri.co.id/post/berita/351728/
nasional/jangkau_pelayanan_hivaids_kemen-
sos_alihfungsikan_panti_sosial_di_daerah-
daerah.html). 

Data yang dihimpun Kementerian Kesehat-
an dari laporan seluruh kabupaten/kota di Indo-
nesia menunjukkan tren meningkat (Kemente-
rian Kesehatan, 2018). Penyandang HIV-AIDS 
dari tahun 2005 hingga tahun 2017  dilaporkan 
mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah 
kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sam-
pai dengan Desember 2017 sebanyak 280.623 

orang. Jumlah infeksi tertinggi DKI Jakarta 
51.981 orang, Jatim 39.633 orang, Papua 29.083 
orang, Jabar 28.964 orang, dan Jateng 22.292 
orang. Jumlah AIDS yang dilaporkan dari ta-
hun 2005 hingga tahun 2017 relatif stabil setiap 
tahunnya. Jumlah kumulatif AIDS dari tahun 
1987 hingga Desember 2017 sebanyak 102.667 
orang. Dilihat dari kelompok umur, persentase 
kumulatif AIDS yang tertinggi pada kelompok 
umur 20-29 tahun (32,5%), diikuti kelompok 
umur 30-39 (30,7%), 40-49 tahun (12,9%), 
50-59 tahun (4,7%), dan 15-19 tahun (3,2%). 
Berdasar jenis kelamin, persentase AIDS pada 
laki-laki sebanyak 57 persen dan perempuan 33 
persen. Jumlah penderita AIDS menurut peker-
jaan, teridentifikasi ibu rumah tangga (14.721 
orang), karyawan (14.116 orang), wiraswasta 
(13.610 orang), petani/peternak/nelayan (5.115 
orang), dan buruh kasar (4.853 orang). Menurut 
daerah, jumlah AIDS terbanyak dilaporkan dari 
Papua (19.729 orang), Jatim (18.243 orang), 
DKI (9.215 orang), Jateng (8.170 orang), dan 
Jabar (6.502 orang). Faktor resiko penularan 
HIV/AIDS terbanyak adalah melalui hubungan 
heteroseksual (69,6%), penggunaan alat suntik 
tidak steril (9,1%), homoseksual (5,7%), dan 
perinatal (2,9%). Data tersebut menunjukkan, 
bahwa sebagian besar individu yang terjang-
kit HIV berada di rentang usia produktif. Hal 
ini menyebabkan individu terjangkit HIV ber-
pengaruh terhadap kemampuan produktivitas 
penderita HIV untuk mencari nafkah. Artinya, 
kemampuan produktivitas akan menurun, bah-
kan tidak maksimal dalam melakukan peker-
jaan. Selain itu, individu yang positif terkena 
HIV/AIDS akan mengalami perubahan dalam 
menjalani kehidupan. Individu yang terkena 
HIV memiliki reaksi psikologis yang negatif 
seperti kecemasan, depresi, dan kesulitan men-
jalin hubungan dengan orang lain (Kennedy & 



151

Pendampingan Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial ....... (Tateki Yoga Tursilarini dan Istiana Hermawati)

Liewelyn, 2003). Demikian juga menurut pan-
dangan WHO, ODHA akan mengalami peru-
bahan psikososial dan rendahnya dukungan so-
sial serta stigma negatif dari lingkungan sosial-
nya. Pada Orang dengan HIV-AIDS (ODHA) 
tidak hanya mengalami penderitaan fisik kare-
na proses penyakit, melainkan juga penderi-
taan psikososial yang disebabkan selfdisclosure 
(Chaudoir et al., 2011).

Menurut WHO (dalam Nasronudin, 2007), 
ketika individu pertama kali dinyatakan terin-
feksi HIV, sebagian besar menunjukkan peru-
bahan dalam karakter psikososial seperti hidup 
dalam stres, depresi, merasa kurang ada du-
kungan sosial, dan perubahan dalam perilaku. 
Bagi individu yang terinfeksi HIV stres dapat 
memperburuk kondisi fisik, psikis seperti yang 
dijelaskan Sodroski et.al. (dalam Ogden, 2007), 
bahwa stres dapat meningkatkan proses replika-
si virus HIV. ODHA harus mampu mereduksi 
tingkat stresnya dengan melakukan penyesua-
ian diri sehingga virus tersebut tidak mereplika-
si terus menerus. Dampak negatif adanya pe-
rubahan kondisi fisik dan psikis penderita HIV/
AIDS menyebabkan perkembangan psikologis 
seperti rasa malu dan hilangnya kepercayaan 
serta harga diri. Perubahan tersebut dapat me-
nyebabkan stres fisik, psikologis dan sosial. Pe-
rubahan emosi yang dialami penderita tersebut 
akan menimbulkan penolakan (denial) terhadap 
diagnosis, kemarahan (anger), penawaran (bar-
gaining), dan depresi (depression), yang kemu-
dian pada akhirnya pasien harus menerima ke-
nyataan (acceptance) (Bastaman, 1996).

ODHA mengalami berbagai problema yang 
cukup kompleks, yaitu di satu sisi harus me-
ngungkapkan atau menyembunyikan kondisi 
penyakit. Menyembunyikan kondisi penyakit 
dapat mengakibatkan penderitaan batin yang 
dirasakan sangat menyiksa, karena beban men-
jaga rahasia (Rouleau et al., 2012). Di sisi lain, 
mengungkapkan kondisi penyakit juga dapat 
menimbulkan permasalahan seperti penolakan 
(Chaudoir et al., 2011). Masyarakat masih ren-
dah pemahaman dan keberpihakan terhadap 
ODHA, menyebabkan ODHA merasa sendiri 

dalam menghadapi penyakit. ODHA membu-
tuhkan seseorang yang dapat menerima kondisi 
ODHA, misalnya tenaga medis, pekerja sosial, 
relawan sosial ataupun lembaga/institusi yang 
peduli terhadap ODHA. Balai Rehabilitasi So-
sial ODHA Wasana Bahagia di Ternate Provinsi 
Maluku Utara merupakan salah satu institusi 
negara di bawah Kementerian Sosial RI yang 
memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan re-
habilitasi sosial terhadap ODHA.

Rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 merupakan 
upaya untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemampuan seseorang yang mengalami dis-
fungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial pen-
derita HIV-AIDS dapat dimaknai sebagai suatu 
proses untuk meningkatkan fungsi sosial pen-
derita HIV-AIDS secara optimal dan membantu 
proses integrasi sosial penderita di masyarakat. 
Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat 
melakukan kegiatan rehabilitasi sosial secara 
terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk men-
jangkau seluruh penderita HIV-AIDS yang 
mengalami masalah sosial, agar mereka berada 
dalam lingkungan yang kondusif.

Rehabilitasi Sosial menurut Badan Narkoti-
ka Nasional (BNN) adalah suatu proses kegiat-
an pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental 
maupun sosial, agar penyalah guna narkoba da-
pat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam 
kehidupan masyarakat dengan baik dan ber-
tanggung jawab. Metode utama yang digunakan 
adalah terapi komunitas (Therapeutic Commu-
nity) yang dimodifikasi berdasarkan kebutuhan 
pasien (http://babesrehab.bnn.info/index.php/
pelayanan/rehabilitasi-sosial).

Dalam konteks ODHA, rehabilitasi sosial 
ODHA adalah suatu proses kegiatan pemulihan 
secara terpadu, baik fisik, mental maupun so-
sial, agar ODHA dapat kembali melaksanakan 
fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat de-
ngan baik dan bertanggung jawab. Rehabilitasi 
sosial bertujuan untuk memulihkan kembali 
ODHA dengan memberikan penguatan berupa 
pelayanan terapi sosial, mental, fisik dan kese-



152

hatan, pelatihan keterampilan, resosialisasi, 
penyaluran, bimbingan lanjut. Pelayanan yang 
dimaksud adalah pendampingan yang dilaku-
kan oleh pekerja sosial profesional untuk mem-
berikan dukungan, baik berupa dukungan fisik, 
kesehatan, psikis maupun sosial.

ODHA membutuhkan dukungan dari sese-
orang yang dapat dipercaya untuk membantu 
mengurangi beban penderitaannya. Seseorang 
yang dimaksud adalah pendamping profesio-
nal, yaitu pekerja sosial yang berperan melaku-
kan pendampingan terhadap ODHA. Menurut 
Devito (2013) salah satu faktor yang mem-
pengaruhi individu melakukan pengungkapan 
adalah siapa pendengar yang akan diberikan 
informasi, sehingga self-disclosure cenderung 
dilakukan kepada orang yang dianggap dapat 
dipercaya, dekat, dan disukai. Hua et al. (2014) 
mengungkapkan self-disclosure pada ODHA 
biasanya dilakukanhanya kepada orang yang 
dianggap bisa dipercaya dan mampu memberi-
kan perawatan, salah satunya adalah petugas 
kesehatan atau pekerja sosial. Rasa percaya, 
bahwa petugas kesehatan, pekerja sosial dapat 
memberikan pengobatan dan perawatan, serta 
rehabilitasi sosial yang diperlukan merupakan 
salah satu alasan ODHA memiliki keharusan 
untuk melakukan self-disclosure (Stutterheim 
et al., 2014). ODHA juga mempercayai, bahwa 
petugas kesehatan memiliki pengetahuan yang 
luas tentang penyakitnya, sehingga tidak akan 
memberikan reaksi negatif (Chen et al., 2007; 
Stutterheim et al., 2016). Selain itu, umumnya 
self-disclosure dilakukan oleh ODHA dengan 
mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. 
Keuntungan self-disclosure telah banyak diung-
kapkan di antaranya membantu ODHA menda-
patkan dukungan, kesehatan fisik dan mental 
yang lebih baik, dan meningkatkan kepatuhan 
terhadap pengobatan ARV (Stutterheim et al., 
2016).

ODHA membutuhkan rehabilitasi sosial un-
tuk memulihkan dan memperkuat agar mereka 
dapat tumbuh kepercayaan diri dalam meng-
hadapi penderitaannya. Dengan demikian dibu-
tuhkan seseorang/relawan, lembaga, instansi 

untuk memulihkan dan mengembangkan ke-
berfungsian sosial ODHA. Kementerian Sosial 
melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial melaku-
kan rehabilitasi sosial terhadap ODHA. Salah 
satu unit teknis yang memiliki tugas dan fungsi 
dalam melaksanakan rehabilitasi sosial ODHA 
sesuai Permensos RI Nomor 19 tahun 2016 ada-
lah Panti Sosial Rehabilitasi Sosial ODHA pada 
tahun 2017 di Kota Ternate, Provinsi Maluku 
Utara.

Dalam melaksanakan rehabilitasi sosial di 
panti tersebut, pekerja sosial merupakan tenaga 
profesional dalam melakukan pendampingan 
terhadap ODHA. Dengan demikian dibutuhkan 
pekerja sosial yang memiliki kompetensi di bi-
dang rehabilitasi sosial ODHA, baik pengeta-
huan, keterampilan, nilai-nilai, etika dan sikap 
yang berkualitas serta kualifikasi pendidikan 
yang sesuai dengan tugas dan fungsi pekerja 
sosial.

Terkait kompetensi, Enceng, Liestyodono 
dan Purwaningdyah (2008) mengemukakan, 
bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, 
keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai
oleh seseorang yang telah menjadi bagian di-
rinya sehingga ia dapat melakukan perilaku 
kognitif, afektif dan psikomotor dengan sebaik-
baiknya. Sementara itu, Lasmahadi (2002) 
mengemukakan, bahwa kompetensi mengan-
dung makna yang luas, yaitu sebagai aspek-
aspek pribadi dari seseorang pekerja yang me-
mungkinkan untuk mencapai kinerja superior. 
Aspek-aspek pribadi yang mencakup sifat, mo-
tif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan 
keterampilan dimana kompetensi akan men-
garahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku 
akan menghasilkan kinerja (Lasmahadi, 2002).

Terkait sikap, nilai dan motif seorang un-
tuk menjadi pendamping/pekerja sosial menu-
rut Lobo (2008), dibutuhkan beberapa kriteria 
yaitu: memiliki sifat dasar manusia yang supel, 
bertanggungjawab, penuh kepercayaan, tekun 
dan sebagainya. Setiap pendamping yang memi-
liki sifat supel akan mempengaruhi keberadaan-
nya di lapangan, karena memiliki kemampuan 
untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan 
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situasi alam, nilai dan struktur masyarakat. Hal 
ini menjadi faktor utama dalam mencapai ke-
berhasilan pendampingan, mendapatkan dam-
pingan, dan menyampaikan informasi sesuai 
dengan maksud dan tujuan pendampingan. Me-
nyesuaikan diri dengan situasi tersebut, mem-
butuhkan energi dan kemauan yang kuat dari 
pendamping, seperti memahami karakteristik 
sebagai hasil dari kemampuan menyesuaikan 
diri, akan menciptakan partisipasi dampingan 
untuk terlibat langsung, selain itu pendamping 
akan membantu menentukan langkah-langkah 
penanganan, dan pemberdayaan dampingan 
agar terhindar dari bahaya HIV-AIDS. 

Di sisi lain, seorang pendamping tidak ha-
nya memiliki sikap supel dan bertanggung-
jawab saja, tetapi harus memiliki sikap tekun 
dalam bekerja. Hal ini karena sikap tekun akan 
mempengaruhi kinerja dan hasil akhir dari 
proses pendampingan yang dilakukan pen-
damping di lapangan, seperti adanya peruba-
han positif dari dampingan, yaitu dampingan 
merasa dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang 
lain (pendamping). Pendamping juga harus 
tekun dan menikmati tugasnya, karena dengan 
semakin memberikan waktu yang banyak dan 
terfokus pada tugas pendampingan, seorang 
pendamping mampu menerima hasil akhir dari 
tugas yang selama ini dilakukan, yang akhirnya 
menciptakan rasa kebanggaan akan hasil yang 
dicapai. Selain itu dengan sikap tekun ini akan 
lebih berdampak positif jika pendamping mau 
menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya 
sendiri, karena dengan mengenal terlebih da-
hulu jati diri sendiri (Lobo, 2008).

Peran pendamping/pekerja sosial menurut 
Ife (1995), terdiri dari tiga peran utama yaitu 
fasilitator, pendidik dan perwakilan rakyat ser-
ta peran teknis bagi masyarakat miskin yang 
didampingi. Agar pendamping sosial dapat 
melaksanakan tugas dan perannya dengan baik 
untuk memperoleh hasil yang optimal, maka 
pendamping sosial dituntut untuk memiliki 
kompetensi berkaitan dengan tugas dan peran 
pendamping sosial. Tuntutan akan profesio-
nalitas sebagai pendamping sosial memerlukan 

berbagai persyaratan yang harus dipenuhi baik 
menyangkut kualifikasi, maupun kompetensi 
tentang pekerjaan sosial.

Terkait pentingnya fungsi pendamping/
pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial 
ODHA, kajian ini akan mengungkap tentang: 
Bagaimana kualifikasi pekerja sosial? Ba-
gaimanakah pelayanan pekerja sosial dalam 
rehabilitasi sosial ODHA? Tujuan kajian untuk 
mendeskripsikan kualifikasi pekerja sosial dan 
pelayanan pekerja sosial dalam rehabilitasi so-
sial ODHA.

Manfaat penelitian dapat dikategorikan 
menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat 
teoritis.Manfaat praktis dari penelitian ini ada-
lah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi 
Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Re-
habilitasi Sosial dalam merumuskan kebijakan 
untuk merehabilitasi sosial ODHA. Manfaat 
teoritis penelitian ini adalah, bahwa hasil pe-
nelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 
bagi peneliti dan praktisi terkait pekerja sosial 
ODHA.

B. Penggunaan Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif.Pendekatan ini digunakan 
untuk mendeskripsikan pekerja sosial dalam 
pelayanan rehabilitasi sosial ODHA di Panti 
Sosial Rehabilitasi Sosial “Wahana Bahagia” 
Ternate. Menurut Travers (1978) dan Gay 
(1976) dalam Consuelo G Savila (1993: 70), 
penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
menggambarkan suatu masalah pada saat pe-
nelitian sedang dilakukan, melihat sebab-sebab 
dari masalah dan menjawab pertanyaan peneli-
tian yang terkait dengan masalah tersebut. Un-
tuk mendapatkan informasi tentang pendam-
pingan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial 
ODHA dengan menggali berbagai informasi 
pada Kepala Panti Sosial Rehabilitasi Sosial 
“Wahana Bahagia” Ternate, pekerja sosial dan 
penerima manfaat ODHA. 

Sumber data atau informan dalam peneli-
tian ini adalah: (1) pekerja sosial yang memi-

Pendampingan Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial ....... (Tateki Yoga Tursilarini dan Istiana Hermawati)



154

liki kemampuan untuk menjelaskan tugas dan 
fungsi pendampingan yang dilakukannya ter-
hadap ODHA sebanyak 10 orang, (2) Penerima 
Manfaat (PM) ODHA, yang dapat memberi-
kan tanggapan terkait persepsi mereka selama 
mendapatkan rehabilitasi sosial, sebanyak em-
pat orang. Informan/PM bersedia diwawanca-
rai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan 
untuk memberikan informasi sesuai tujuan pe-
nelitian, (3) Kepala Panti Kepala Panti Sosial 
Rehabilitasi Sosial “Wahana Bahagia” Ternate 
dan kepala bidang rehablitasi sosial.

Penelitian ini menggunakan alat pengum-
pulan data berupa panduan wawancara dan pan-
duan observasi. Wawancara mendalam (indepht 
interview) dilakukan peneliti terhadap informan 
penelitian yang terpilih dan observasi dilaku-
kan dengan menggunakan check list. Teknik 
analisis data yang digunakan pada penelitian 
ini adalah analisis kualitatif yaitu menyajikan 
data dengan menarasikan, dan menginterpreta-
sikan tugas dan fungsi pekerja sosial dalam re-
habilitasi sosial ODHA, dan persepsi penerima 
manfaat tentang pendampingan pekerja sosial 
dalam rehabilitasi sosial ODHA.

C. Gambaran Umum Panti Rehabilitasi So-
sial ODHA”Wasana Bahagia”. 
Di era otonomi daerah, pembagian we-

wenang antara pemerintah daerah dan peme-
rintah pusat telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014. Undang Undang ini 
secara tegas menjelaskan, bahwa pemerintah 
pusat menangani permasalahan yang bersifat 
nasional, sedangkan pemerintah daerah mena-
ngani permasalahan yang bukan menjadi pena-
nganan pemerintah pusat. Panti Sosial Rehabi-
litasi Sosial ODHA Wasana Bahagia merupakan 
salah satu unit pelaksana teknis dari Kemen-
terian Sosial yang memiliki tugas melaksana-
kan rehabilitasi sosial bagi ODHA. Sejak ta-
hun 2017 Panti sosial Bina Pasca Lara Kronis 

“Wasana Bahagia” yang sebelumnya melayani 
eks penyakit kronis kusta. Menurut Permensos 
RI Nomor 19 Tahun 2016, Panti Sosial Reha-
bilitasi Sosial ODHA mulai melayani rehabili-
tasi sosial ODHA di awal tahun 2017. Wilayah 
kerja Panti ini meliputi NTB, NTT, Maluku, 
Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi 
Utara, Papua Barat dan Papua.

Berdasarkan Permensos Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Rehabilitasi Sosial terjadi perubahan nomen-
klatur dari Panti Sosial Rehabilitasi Sosial 
ODHA menjadi Balai Rehabilitasi Sosial ODH 
(BRSODH) “Wasana Bahagia”di Ternate. Peru-
bahan nomenklatur ini untuk menjawab tan-
tangan dalam permasalahan penanggulangan 
orang dengan HIV yang semakin komplek dan 
meningkat kuantitasnya, khususnya di wilayah 
Indonesia bagian timur.

Tugas BRSODH untuk melaksanakan reha-
bilitasi sosial kepada orang dengan HIV. Fungsi 
BRSODH adalah: penyusunan rencana program, 
evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan registrasi
dan asesmen orang dengan HIV; pelaksanaan 
advokasi sosial; pelaksanaan resosialisasi, pe-
nyaluran dan bimbingan lanjut; pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi, terminasi orang dengan 
HIV; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan ter-
minasi orang dengan HIV; pemetaan data dan 
informasi orang dengan HIV dan pelaksanaan 
urusan tata usaha.

Balai Rehabilitasi Sosial ODH Wasana Ba-
hagia melaksanakan rehababilitasi sosial didu-
kung SDM, meliputi PNS 32 orang, tenaga kon-
trak 19 orang, instruktur empat orang. Sarana 
dan prasarana Balai Rehabilitasi Sosial ODH  
berupa: kantor, asrama, ruang bimbingan, loka-
si kerja keterampilan, mushola, instalasi pengo-
lahan limbah akhir, rumah dinas, ruang layanan 
kesehatan, ruang makan, gedung workshop, 
dan lapangan olah raga. 
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Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial ODH 
Wasana Bahagia Ternate

Kualifikasi Pendamping/Pekerja Sosial
Pendamping sosial dalam melaksanakan 

peranannya bekerja sesuai dengan prinsip-
prinsip pekerjaan sosial yaitu membantu orang 
agar dapat menolong diri sendiri. Secara teoritis 
pendampingan sosial berpusat pada empat bi-
dang tugas atau fungsi yang disingkat menjadi 
4P, yakni pemungkinan (enabling) atau fasilita-
si berkaitan dengan pemberian motivasi dan ke-
sempatan bagi masyarakat, penguatan (enpo-
wering) berkaitan dengan pendidikan dan pela-
tihan guna memperkuat kapasitas masyarakat, 
perlindungan (protecting) berkaitan dengan 
interaksi antara pendamping dengan lembaga-
lembaga eksternal atas nama dan demi kepen-
tingan masyarakat dampingannya, dan pendu-
kungan (supporting), mengacu pada aplikasi 
keterampilan yang bersifat praktis yang dapat 
mendukung terjadinya perubahan positif pada 
masyarakat (Edi Suharto, 2006: 95).

Pendamping sosial atau pekerja sosial pro-
fesional merupakan individu yang dilihat dari 
kualifikasi pendidikan, kemampuan dan kete-
rampilan serta sikap, nilai melakukan pekerjaan 
sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan sosial 
dan berpendidikan formal dari kesejahteraan 
sosial.

SDM pekerja sosial di BRSODH “Wahana 
Bahagia”berjumlah 10 orang, terdiri dari jabat-
an fungsional pekerja sosial pertama, pekerja 
sosial muda, pekerja sosial madya. Pekerja so-

sial dilihat dari latar belakang/jurusan pendidi-
kan formal ternyata cukup beragam meliputi 
jurusan kesejahteraan sosial, non kesejahteraan 
sosial dan setingkat sekolah menengah atas 
pekerjaan sosial.

Sumber: Wawancara Informan, 2019 

Berdasar kualifikasi pendidikan, 10 pekerja 
sosial yang ada di BRSODH Wahana Bahagia 
Ternate adalah sebagai berikut: enam orang 
berpendidikan S1 jurusan Kesejahteraan So-
sial, tiga orang S1 non Kesejahteraan Sosial 
dan satu orang berpendidikan Sekolah Mene-
ngah Atas Pekerjaan Sosial (SMPS). Dari aspek 
kualifikasi pendidikan formal pekerja sosial di 
BRSODH Wahana Bahagia Ternate 60 persen 
orang telah memenuhi kualifikasi karena mere-
ka berpendidikan sesuai dengan kriteria pekerja 
sosial, dan satu orang berlatar belakang SMPS. 
Tiga orang berlatar belakang non kesejahteraan 
sosial. Kualifikasi memiliki dua pemahaman 
yaitu (1) ilmu yang diperoleh dari sekolah, PT 
(pendidikan formal), dan (2) secara otodidak 
bisa diperoleh karena pengalaman melakukan 
pendampingan terhadap ODHA, maupun de-
ngan mengikuti seminar, workshop, pelatihan 
sebagai pendamping ODHA.Untuk peningkatan 
kemampuan dan keterampilan pendampingan 
ODHA, pekerja sosial telah mengikuti diklat 
konselor tahun 2017 di Balai Diklat Lembang, 
demikian juga pekerja sosial untuk peningkatan 
jenjang jabatan fungsional mengikuti diklat ser-
tifikasi pekerja sosial terampil dan diklat jabat-
an fungsional pekerja sosial tingkat ahli.

Peningkatan kapasitas Pekerja Sosial di-
lakukan agar berkompeten dalam melaksana-
kan tugas dan fungsi pendampingan ODH.  
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Pekerja Sosial agar lebih profesional diperlu-
kan peningkatan kapasitas melalui diklat, semi-
nar, workshop sebagai konselor ODH. Menu-
rut informasi dari kepala Bidang Rehabilitasi 
Sosial (ibu ML) dalam wawancara tahun 2019, 
menyatakan:

“Peningkatan kapasitas pekerja sosial di-
lakukan melalui diklat, seminar, workshop 
sebagai konselor ODHA. Akibat perkembang-
an ilmu pengetahuan dan IT serta semakin 
kompleksnya permasalahan ODHA menuntut
pekerja sosial profesional. Jangan sampai pe-
kerja sosial tertinggal kemampuan dan kete-
rampilannya dalam melakukan pendampingan. 
Demikian halnya  pendidikan formal tingkat S2 
dan S3 juga mutlak diperlukan bagi pekerjaan 
sosial, karena itu untuk meningkatkan kuali-
fikasi mereka dalam pendidikan (ML, 2019).

Peningkatan kompetensi pekerja sosial mut-
lak perlu terus dilakukan untuk pengembangan 
wawasan, kemampuan dan keahlian dalam 
melaksanakan pendampingan terhadap ODHA. 
Selain itu, pengalaman pendampingan yang di-
lakukan dalam waktu yang cukup lama dapat 
menempa kemampuan dan keahlian pekerja so-
sial agar lebih profesional.

Pendampingan Pekerja Sosial dalam Rehab-
sos ODHA

Individu yang terinveksi virus HIV men-
jadikan mereka seolah tidak memiliki masa 
depan. Mereka merasakan tekanan batin yang 
sangat berat antara menerima kenyataan atau-
kah mengingkarinya. Kondisi ini membutuh-
kan seseorang yang mampu untuk memberikan 
ketenangan batin agar mereka optimis akan 
masa depan hidupnya. Dibutuhkan relawan, 
tenaga kesehatan, pekerja sosial maupun suatu 
lembaga yang memberikan rehabilitasi medis 
dan sosial bagi ODHA.

BRSODH Wasana Bahagia Ternate dalam 
memberikan rehababilitasi sosial memberikan 
berbagai jenis pelayanan. Berbagai pelayanan 
tersebut di antaranya: bimbingan, pelayanan 
dan rehabilitasi sosial dalam bentuk bimbingan 
pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan ke-

terampilan, resosialisasi, bimbingan lanjut bagi 
orang dengan HIV agar mampu mandiri dan 
berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. 
Pelayanan yang diberikan BRSODH Wasana 
Bahagia Ternate ini sejalan dengan UU Nomor 
23 Tahun 2014 yang secara tegas menyebutkan, 
bahwa tanggung jawab penanganan ODHA baik 
dalam maupun luar panti menjadi kewenangan 
Kementerian Sosial.

Secara jangkauan, wilayah kerja Balai Re-
habilitasi Sosial ODH Wasana Bahagia Ternate 
meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua 
Barat, Papua, dan semua provinsi di Sulawesi. 
Dalam melaksanakan tugas, BRSODH Wasana 
Bahagia Ternate membentuk jejaring melalui 
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di ting-
kat provinsi dan kabupaten. Melalui LKS terse-
but PM (penerima manfaat) dirujuk ke Balai 
Rehabsos ODH Ternate.

Dalam penanganan ODHA, Balai Rehabi-
litasi Sosial ODH Wasana Bahagia Ternate
membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak,
termasuk dengan masyarakat. Keterlibatan
masyarakat sebagai sarana partisipasi masya-
rakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan 
sosial (UKS) sebagaimana dimaksud dalam UU 
Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-keten-
tuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Keikutsertaan Lembaga Sosial Masyarakat 
(LSM) dalam pembangunan (atau penempat-
an peran antara LSM dan pemerintah dalam 
bidang kerja dan tugas) ternyata menumbuh-
kan pandangan yang pro dan kontra. Menurut 
Hasyim (2004), perubahan mengenai pandang-
an tersebut disebabkan antara lain LSM dan 
pemerintah mempunyai cara yang berbeda 
untuk memba-ngun bangsa. Pemerintah da-
lam pencapaian tujuan bertitiktolak dari dalam 
sistem, sedangkan LSM di luar sistem, namun 
keduanya masih dalam batas-batas untuk ke-
pentingan negara. Baik pemerintah maupun 
LSM dapat menjadi pejuang dan menjadi ins-
titusi yang dapat saling mengontrol. Menurut 
Sugiyanto (2002), yang melatarbelakangi lem-
baga non pemerintah ikut berpartisipasi dalam 
pembangunan adalah pendekatan teknokratis 
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dengan birokrasi yang didominasi oleh peme-
rintah, sangat menekankan arus top down dan 
adanya keterbatasan memberikan peluang ber-
partisipasi masyarakat. Lembaga sosial adalah 
organisasi sosial atau suatu perkumpulan sosial 
dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi seba-
gai sarana partisipasi masyarakat dalam melak-
sanakan usaha kesejahteraan sosial.

Pihak masyarakat atau swasta dengan pe-
merintah saling melengkapi. Saragih, S (1995) 
menyatakan, bahwa LSM dan pemerintah ada-
lah dua institusi yang saling melengkapi, men-
dukung dan mengontrol. Artinya, kedua insti-
tusi ini harus berani mengakui kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. Semakin mening-
kat jumlah penyandang masalah kesejahteraan 
sosial diibaratkan seperti deret ukur yang tidak 
diimbangi upaya penanganan masalah terse-
but yang diibaratkan seperti deret hitung. LSM 
menurut UU No. 6  Tahun 1974 tentang Keten-
tuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial 
Pasal 9, didefinisikan sebagai satu wadah parti-
sipasi masyarakat dalam bentuk kelembagaan.
Keikutsertaan menangani permasalahan sosial 
LSM di wilayah Indonesia ini, semakin dirasa-
kan manfaatnya.

Sebagai mitra kerja LSM yang peduli ter-
hadap ODHA di wilayah timur Indonesia, 
maka LSM akan menyalurkan atau merujuk 
masyarakat yang terinfeksi virus HIV/AIDS un-
tuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Dalam ber-
mitra, LSM berkoordinasi dengan Dinas Sosial 
di daerah setempat untuk dilakukan asesmen 
awal untuk menentukan intervensi yang dibu-
tuhkan. Oleh karena itu, peran masing-masing 
sangat diperlukan dalam tahapan rehabilitasi 
sosial ODHA.Pelayanan terhadap ODHA yang 
diberikan BRSODH Wasana Bahagia Ternate 
dilakukan di dalam balai dan di luar balai, ru-
mah antara, dan pelayanan untuk upaya pence-
gahan yang dilakukan dengan bekerjasama 
antara balai, LKS, Dinas Sosial, ODHA, kelu-
arga dan dengan masyarakat. 

Jenis pelayanan dalam rehabilitasi sosial 
meliputi: 

1) Time Bond Shelter, merupakan pelayanan 
rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat/
ODHA yang diselenggarakan di dalam 
balai dengan tiga jenis periode masa layan-
an, yaitu dua minggu, dua bulan, dan em-
pat bulan. Dalam time bond shelter setiap 
penerima manfaat mendapatkan terapi yang 
bersifat individu dan spesifik. Beberapa ben-
tuk layanan diantaranya: (a) Terapi Sosial, 
terkait penguatan sosial penerima manfaat 
seperti group discussion, terapi kelompok, 
dan dinamika kelompok; (b) Terapi Mental, 
adalah kegiatan pembinaan mental melalui 
pengajian dan ibadah keagamaan; (c) Terapi 
Fisik dan Kesehatan, kegiatan ini dilakukan 
penerima manfaat untuk menjaga kesehatan 
tubuh agar tetap sehat seperti kegiatan olah 
raga, senam, serta pemerikasaan rutin oleh 
dokter. (d) Pelatihan Keterampilan, bertu-
juan agar penerima manfaat memiliki bekal 
kemampuan untuk membuat produk yang 
bermanfaat setelah kembali ke masyarakat. 
Pelayanan ini hanya diberikan bagi peneri-
ma manfaat yang mengikuti periode masa 
layanan dua bulan dan empat bulan; (e) 
Resosialisasi, adalah suatu proses integrasi 
ODHA ke dalam lingkungan keluarga dan 
masyarakat. Petugas berkoordinasi dengan
instansi/LKS pengirim terkait rencana pe-
nyaluran; (f) Penyaluran, adalah pemu-
langan ke tempat asal instansi/LKS pen-
girim sebagai tanda berakhirnya pelyanan 
rehabilitasi sosial sesuai dengan periode 
layanan. Penerima manfaat akan menerima 
bantuan sosial untuk tambahan nutrisi dan 
peningkatan kesejahteraan; (g) Bimbingan 
Lanjut, bertujuan untuk memberikan pe-
nguatan kemandirian bagi ODHA setelah 
mendapatkan pelayanan dalam balai. Pe-
nguatan kemandirian tersebut dilaksanakan 
dalam bentuk pemberian bantuan sosial 
untuk pengembangan usaha bagi penerima 
manfaat berdasarkan proposal yang telah 
diajukan dan memenuhi persyaratan. 

2) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), 
merupakan salah satu program yang berori-
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entasi pada kampanye anti stigma dan dis-
kriminasi yang diikuti dengan pendamping-
an dan penguatan serta pemberian bantuan 
kepada ODHA di 11 provinsi  di Indonesia 
Timur. Program KIE bertujuan agar ODHA 
menerima kondisi sakitnya sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan akan keselamatan, 
keamanan,  kepercayaan diri serta mampu 
bertindak sebagai agen perubahan bagi 
orang lain. 

3) Home Base Care (HBC), merupakan pe-
layanan luar balai yang bertujuam men-
jangkau penderia HIV khusus di Kota Ter-
nate yang tidak bisa mengakses pelayanan 
rehabilitasi sosial di dalam balai. Tim ahli 
akan melakukan pendampingan ke tempat 
tinggal ODHA untuk melaksanakan pe-
nguatan psikososial, konseling, dan bantu-
an aksesibilitas kesehatan yang dibutuhkan. 
Pendampingan melalui HBC akan mem-
beri kesempatan dan aksesibilitas lain baik 
dalam bentuk fisik berupa perawatan oleh 
keluarga dan pengakuan dari keluarga serta 
lingkungan untuk membantu ODHA dapat 
kembali produktif. 

4) Comunity Based Care (CBC), merupakan 
program tindak lanjut yang dilaksanakan 
setelah ODHA mendapatkan layanan regu-
ler, KIE, HBC maupun Rumah Antara agar 
mereka membentuk kelompok dan melem-
baga dengan tujuan saling menguatkan se-
hingga tidak merasa sendiri. ODHA bisa 
saling menguatkan dan mendapatkan du-
kungan dari instansi terkait. Program ini 
diprioritaskan untuk daerah yang belum 
terdapat LKS/Yayasan, dengan adanya 
program CBC, yayasan/organisasi pen-
dampingan ODHA baru akan terbentuk di 
masyarakat. 

5) Rumah Singgah (Rumah Antara), merupa-
kan pelayanan Balai Rehabilitasi ODHA 
Wasana Bahagia bagi ODHA di Provinsi 
Maluku Utara yang akan mengakses layan-
an kesehatan di Kota Ternate. ODH dapat 
dilayani baik transportasi, penginapan, ma-
kan, minum dan peralatan mandi selama 

tinggal di Rumah Antara. Pelayanan Rumah 
Antara untuk memudahkan ODHA yang 
berada di luar Kota Ternate mendapatkan 
pelayanan kesehatan di RS seperti pengam-
bilan obat ARV dan pemeriksaan CD4. 

6) Tim Reaksi Cepat (TRC), merupakan 
layanan pemberian bantuan kepada ODHA 
yang mengalami kedaruratan dari sisi kese-
hatan maupun sosial. Sisi kesehatan ODHA 
membutuhkan layanan kesehatan yang jika 
tidak diperoleh maka akan mengancam ji-
wanya. Kedaruratan sosial dialami ODHA 
dapat berupa diskriminasi dan stigma dari 
masyarakat. Selain itu anak dengan HIV 
(ADHA) yang tidak memiliki sanak ke-
luarga dan dalam kondisi darurat. Bentuk 
kegiatan TRC antara lain advokasi sosial, 
pemberian bantuan sosial untuk memenuhi 
kebutuhan nutrisi, transportasi dan pe-
layanan kesehatan serta rujukan ke instansi 
terkait untuk mendapatkan layanan lanjutan 
yang diperlukan. 

7) Kemandirian, merupakan program yang 
bertujuan untuk mengembangkan keber-
fungsian sosial ODHA melalui pemberian 
bantuan usaha yang disertai dengan pe-
nguatan dan pendampingan melalui LKS 
Pendampingan ODHA. Program kemandi-
rian ditujukan pada ODHA yang telah 
memiliki usaha dan ingin mengembangkan 
usaha dalam rangka peningkatan taraf hidup 
serta keberfungsian sosial. Bantuan tersebut 
akan diawasi dan didampingi penggunaan-
nya oleh LKS. 

8) Layanan Masyarakat (Layanan Konsultasi 
Dan Pendampingan VCT), Balai Rehabili-
tasi Sosial ODHA di Ternate memberikan 
layanan konsultasi kepada ODHA, keluarga 
dan masyarakat mengenai HIV. Pemenuhan 
kebutuhan konsultasi tersebut difasilitasi 
melalui penyediaan ruang konsultasi yang 
representatif dan didukung dengan petugas 
yang ahli mengenai HIV/AIDS. Konsultasi 
yang disediakan mulai dari informasi dasar 
HIV/AIDS, perawatan ODHA, dukungan 
sosial, pendampingan, terapi ARV dan ber-
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bagai pelayanan yang relevan dan dibutuh-
kan ODHA. 
Pekerja Sosial memiliki tugas dan fungsi 

untuk melakukan pendampingan ODHA dari 
proses awal (assesment) sampai akhir (termina-
si). Dalam melaksanakan pendampingan, tugas 
yang dilakukan pekerja sosial yaitu melakukan 
assesmen dan advokasi. 

Pekerja sosial melakukan pendampingan 
rehabilitasi sosial ODHA dengan melakukan : 
1) Jejaring Kerja. Tugas pekerja sosial sebe-

lum ODHA diterima di balai, adalah mem-
bentuk jejaring kerja di setiap provinsi di 
wilayah Indonesia bagian Timur (Sulawesi, 
Maluku, Papua, NTT) melalui LKS-LKS 
pemerhati ODHA di setiap provinsi dan 
kabupaten. LKS sebagai mitra kerja atau 
kepanjangan tangan balai di daerah Indo-
nesia bagian timur dalam memberikan pe-
layanan bagi ODHA. 

2) Assesmen terhadap ODHA. Dari LKS 
di daerah sebelumnya dilakukan assesmen 
awal untuk mengidentifikasi kondisi dan 
kebutuhan pelayanan rehabilitasi bagi pe-
nerima manfaat/ODHA. Melalui LKS dan 
Dinas Sosial kabupaten, kota dan provinsi, 
ODHA diantar ke Balai Rehabilitasi Sosial 
ODHA Kota Ternate. Tugas pekerja sosial 
melakukan assesmen yang lebih menda-
lam untuk memastikan tentang kondisi, 
masalah, hambatan dan potensi serta kebu-
tuhan untuk melakukan rencana intervensi 
bagi ODHA. 

3) Mendampingi ODHA agar disiplin mi-
num obat. Kepatuhan minum obat men-
jadi penting untuk dilakukan ODHA karena 
dengan obat ARV dapat meningkatkan daya 
tahan tubuh sehingga virus HIV tidak cepat 
berkembang dalam tubuh penderita. Disini-
lah peran pekerja sosial untuk memberikan 
pemahaman, penguatan akan kepatuhan mi-
num obat. 

4) Pendampingan psikososial. Pendamping-
an psikososial bagi ODHA agar mereka 
memperoleh teman atau tidak merasa sendi-
rian. Artinya, ada seseorang yang bisa men-

dengarkan segala beban batin di dihadapi 
ODHA. Karena tidak semua ODHA terbuka 
tentang kondisi sebenarnya, bahkan hanya 
dirinya dan pekerja sosial yang mengeta-
hui terinfeksi virus HIV. Oleh karena itu, 
pekerja sosial menempatkan diri atau ber-
peran sebagai teman, konselor, motivator 
bagi ODHA dengan memberikan penguat-
an, bahwa mereka harus tetap survive dan 
bangkit dari tekanan batin yang dihadapi. 
Pada saat dinyatakan positif terinveksi HIV, 
individu mengalami tekanan batin yang luar 
biasa, bahkan karena penolakan diri bila 
tidak segera mendapatkan pendampingan 
mereka akan melakukan upaya untuk me-
ngakhiri hidupnya. Berkenaan dengan hal 
tersebut, maka diperlukan dukungan dari 
pihak lain, keluarga, pekerja sosial, relawan 
untuk memberikan penguatan bagi ODHA. 

 Steger dan Kash (2007) menyatakan, bahwa 
jika seseorang merasakan ketidakbermak-
naan dalam hidupnya, maka individu terse-
but harus dimotivasi untuk memperoleh 
makna hidupnya karena proses pencarian 
makna hidup ini adalah proses yang dina-
mis. Untuk mencapai kebermaknaan hidup, 
individu akan menerapkan sistem nilai mer-
eka sendiri dan kemudian diarahkan oleh 
motivasi intrinsik mereka untuk mencapai 
tujuan mereka (Reker, 2000). Hasil pene-
litian ini menunjukkan suatu proses pe-
maknaan dalam hidup yang dilakukan oleh 
ODHA, dimana ODHA memiliki motivasi 
yang berasal dari diri sendiri yaitu berupa 
keinginan untuk berubah dan hidup lebih 
baik serta termotivasi karena ada dukung-
an sosial dari keluarga. Motivasi-motivasi 
yang dimiliki ODHA tersebut kemudian 
mempengaruhi tujuan hidup yang ingin di-
capai ODHA dan proses tersebut akan terus 
ada sepanjang rentang kehidupan (Steger 
dan Kashdan, 2007).

5) Pendampingan proses intervensi reha-
bilitasi sosial. Peran pekerja sosial dalam 
memberikan pendampingan dalam tahap 
intervensi rehabilitasi sosial, yaitu membe-
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rikan pendampingan kepada ODHA untuk 
mendapatkan terapi fisik, psikis, keteram-
pilan dan sosial di Balai Rehabilitasi Sosial 
ODHA Kota Ternate. Dari hasil assessmen 
ODHA akan mendapatkan beberapa terapi 
tersebut, salah satunya kebutuhan kete-
rampilan ODHA sesuai dengan keinginan 
dan bakat yang dimiliki ODHA. Terapi 
keterampilan diberikan sebagai bekal ke-
mampuan untuk membuat suatu produk 
yang dapat bermanfaat setelah kembali ke 
masyarakat. Beberapa jenis keterampilan 
yang diberikan antara lain: salon, sablon, 
menjahit, komputer. Penentuan keterampil-
an sesuai dengan minat dan bakat ODHA 
agar mereka mendapatkan bekal di kemu-
dian hari setelah dinyatakan selesai reha-
bilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial 
ODHA Wasana Bahagia.

6) Penyiapan ODHA kembali ke keluarga 
dan masyarakat. Pekerja Sosial memberi-
kan edukasi kepada masyarakat tentang 
penyakit HIVAIDS, faktor penyebab, penu-
laran dan upaya pencegahan serta sikap 
keluarga dan masyarakat terhadap ODHA. 
Program KIE (Komunikasi Informasi dan 
Edukasi) tersebut merupakan upaya Balai 
Rehabilitasi Sosial ODHA Wasana Bahagia 
untuk mengkampanyekan anti stigma dan 
deskriminasi. Selama ini stigma negative 
bagi ODHA menjadikan mereka tidak da-
pat mengaktualisasikan dirinya di tengah-
tengah kehidupan di masyarakat. Minimnya 
informasi pada masyarakat mengakibatkan 
ODHA tidak semuanya bisa menerima 
kondisinya. Untuk itu tidak semua ODHA 
melakukan open status pada pihak lain, 
bahkan keluarga ada yang tidak mengetahui 
tentang kondisi ODHA. Diperlukan keper-
pihakan dari keluarga, masyarakat bagi 
ODHA agar tidak semakin terpuruk ke-
hidupannya. Peran Pekerja Sosial melaku-
kan pendampingan dan penguatan pada 
ODHA setelah kembali ke keluarga dan 
masyarakat. Penguatan bagi ODHA untuk 
memastikan agar mereka mampu menerima 

kondisi sakitnya. ODHA diharapkan da-
pat membaur tanpa ada tekanan sehingga 
mereka melakukan aktivitas sama seperti 
masyarakat umum lainnya. Program ini 
juga memberikan edukasi bagi masyarakat 
sebagai kader untuk mengeliminasi dis-
kriminasi dan memberikan kesempatan 
bagi ODHA agar dapat diterima di lingku-
ngan masyarakat. Melalui program ini akan 
dapat menjangkau wilayah yang belum da-
pat mengakses pelayanan rehabilitasi sosial 
di dalam balai.
Hasil wawancara dengan Pekerja Sosial me-

nemukan, bahwa dalam pelayanan rehabilitasi 
sosial terhadap ODHA terdapat beberapa kenda-
la/hambatan diantaranya: 1) Penjangkauan pada 
penerima manfaat/ODHA kurang merata atau 
tidak semua ODHA terlayani di setiap provinsi 
Indonesia bagian timur; 2) Terkait dengan jenis 
terapi keterampilan, bentuk terapi keterampil-
an masih belum berkembang atau mengikuti 
perkembangan zaman atau kebutuhan pasar. 
Hal ini karena jenis keterampilan yang diberi-
kan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkem-
bangan zaman sehingga perlu ada inovasi baru 
untuk peningkatan kemampuan ODHA. Di-
harapkan setelah selesai direhabilitasi, ODHA 
bisa produktif dalam berusaha, dengan jenis 
keterampilan yang kurang bervariasi menjadi-
kan ODHA belum memiliki bekal keterampilan 
yang dapat menjadi sumber penghasilan di ke-
mudian hari; 3) Stigma negatif dari masyarakat 
tentang kehidupan ODHA menjadikan mereka 
tidak open status tentang kondisi penyakitnya. 
Hal ini akan menyebabkan ODHA menang-
gung beban hidup seorang diri. Dibutuhkan 
dukungan dari semua pihak agar ODHA dapat 
menjalani kehidupan dengan normal.

Pandangan Penerima Manfaat/ODHA ter-
hadap Pendampingan Pekerja Sosial

Balai Rehabilitasi Sosial ODHA Wahana 
Bahagia tahun 2019 melakukan rehabilitasi 
sosial ODHA bagi 26 orang penerima man-
faat, dengan usia termuda 20 tahun dan tertua 
41 tahun. Mereka berasal dari rujukan LKS di 
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Provinsi Sulawesi Utara, Papua, Maluku, Su-
lawesi Selatan, Sulawesi Tengah, NTT. Dilihat 
jenis kelamin, terdiri dari laki-laki, perempuan 
dan waria (laki-laki orientasi seksual seperti
perempuan). Beberapa tahapan intervensi 
diberikan pekerja sosial terhadap ODHA. Hasil 
assesmen pekerjaan sosial menentukan untuk 
tindakan selanjutnya terkait ODHA mendapat-
kan rehabilitasi selama empat bulan dan dua 
bulan maupun dua minggu sesuai dengan mi-
nat, bakat dan ketrampilan dan disesesuaikan 
dengan target kebutuhan balai.

Data ODHA sampai bulan Agustus 2019, 
mendapatkan rehabilitasi sosial dilihat dari 
jenis kelamin, usia, status perkawinan, orientasi 
seksual sebagai berikut:

Tabel 1.
Jenis Kelamin ODHA

Jenis Kelamin f %
Laki-Laki
Perempuan

20
6

76,9
23,1

Jumlah 26 100,00
Sumber Data BRS Wahana Bahagia, 2019

Sebagian besar jenis kelamin ODHA yang 
mendapatkan rehabilitasi sosial berjenis ke-
lamin laki-laki 76,9 persen dan sisanya perem-
puan 23,1persen. Data ini menunjukkan bahwa 
jenis kelamin laki-laki lebih banyak melakukan 
aktivitas atau hubungan dengan pihak lain baik 
dalam aktivitas seksual, maupun aktivitas me-
nyimpang lain.

Usia ODHA sebagian besar berada pada 
rentang usia yang masih sangat produktif, san-
gat belia merupakan generasi muda penerus 
masa depan bagi diri dan keluarganya

Tabel 2.
Usia ODHA

Usia f %
20-25
26-30
31-35
36-40
41-50

14
7
3
1
1

53,8
26,9
11,5
3,9
3,9

Jumlah 26 100,00
Sumber Data: BRS Wahana Bahagia, 2019

Dari tabel tersebut menunjukkan ODHA 
terjangkiti pada para generasi muda yang se-
harusnya mengisi hidup untuk masa depan-
nya. Tetapi masa muda terampas dengan pola 
kehidupan yang menyimpang. Dari 26 orang 
(100 %) merupakan generasi muda atau berada 
di usia sangat produktif yang seharusnya diisi 
dengan kegiatan yang positif, tetapi ada se-
bagian generasi muda yang melakukan perilaku 
menyimpang. Apabila dilihat dari orientasi sek-
sual sebagian besar adalah homoseksual, bisek-
sual dan heteroseksual. Penularan virus melalui 
hubungan seksual dan karena Narkoba dengan 
jarum suntik.

Tabel 3.
Status Perkawinan ODHA

Status Perkawinan f %
Belum Kawin
Kawin
Janda
Cerai

16
7
1
2

61,5
26,9
3,9
7,7

Jumlah 26 100,00
Sumber Data, BRS Wahana Bahagia, 2019

Dari status perkawinan 61,5 persen ber-
status belum kawin, dan sisanya kawin 26,9 
persen cerai dan janda. Perilaku menyimpang 
diantaranya seks bebas, narkoba melalui jarum 
suntik yang bergantian, menjadi salah satu pe-
nyebab HIV menyebar ke seseorang.

Tabel 4.
Orientasi Seksual ODHA

Orientasi Seksual f %
Homoseksual
Heteroseksual
Biseksual

11
12
3

42,3
46,1
11,6

Jumlah 26 100,00
Sumber Data, BRS Wahana Bahagia, 2019

Orientasi seksual ODHA yang mendapat-
kan intervensi di balai cukup beragam yaitu 
heteroseksual dan homoseksual jumlahnya 
tertinggi dibanding biseksual. Dari data di atas 
menggambarkan tentang kondisi ODHA di balai. 
Pekerja sosial dalam melakukan pendampingan 
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sesuai dengan karakteristik kasus yang berbeda 
satu dengan yang lainnya. Menurut informasi 
dari pekerja sosial, pada saat melakukan penda-
laman kasus, penerima manfaat tidak mau men-
ceritakan secara jelas atau open status terhadap 
pekerja sosial bahkan keluarga tidak mengeta-
hui. Kasus seperti ini membutuhkan pendam-
pingan secara terus menerus dan dilakukan ad-
vokasi agar penerima manfaat merasa nyaman 
serta percaya terhadap pekerja sosial. Tumbuh-
nya kepercayaan terhadap orang lain membuat 
pekerja sosial dapat menentukan bentuk inter-
vensi yang akan dilakukan. Pendekatan ter-
hadap keluarga untuk dapat menerima penerima 
manfaat setelah tahap terminasi menjadi faktor 
keberhasilan dalam penanganan ODHA. Disisi 
lain ODHA merasa diterima oleh lingkungan 
keluarga dan lingkungan sosial. Dari kesaksian 
penerima manfaat pada saat mendapatkan reha-
bilitasi sosial di balai, mereka merasa tenang, 
aman dan memiliki masa depan.

Dari hasil wawancara dengan penerima 
manfaat (ODHA), sebagian besar menyatakan 
puas dan senang mendapatkan terapi fisik/ke-
sehatan, psikis/spiritual, sosial, dan keterampil-
an. Sebelumnya ODHA merasa tidak memiliki 
masa depan, setelah mereka direhabilitasi so-
sial merasakan perubahan yang positif. ODHA 
tidak merasa sendirian karena mereka berada 
di tempat yang dapat memberi rasa aman, nya-
man, dapat berbagi suka duka dengan sesama 
penderita ODHA lain. Perasaan yang sama 
membuat mereka merasa diterima. Seperti yang 
disampaikan Nn, 25 th dari Manado, Sulawesi 
Utara, (April 2019)

“Saya berasal dari Manado setelah mengi-
kuti rehabsos saya merasa semakin sabar 
dan ikhlas, tidak sendirian, mendapat te-
man yang senasib, disini mendapat tamba-
han pengetahun, keterampilan untuk masa 
depan saya. Saya merasa lebih kuat dan se-
lalu bersyukur. Ini semua karena Bapak/Ibu 
pendamping selalu hadir untuk mengkuat-
kan saya, agar menerima kenyataan dan 
selalu berpikir positif tentang masa depan 
hidup saya”.

Pernyataan senada disampaikan oleh pene-
rima manfaat lain terkait perubahan yang dira-
sakan setelah mengikuti rehabilitasi sosial di 
BRSODH Wasana Bahagia Ternate.

“Saya merasa kepercayaan diri saya se-
makin bertambah dibanding sebelumnya, 
semakin kuat menghadapi masalah, dan 
bisa menerima penyakit yang saya derita. 
Di sini pendamping dengan sabar meng-
kuatkan, membimbing dan memberi jalan 
keluar agar saya tidak semakin terpuruk (M, 
32 th, wawancara April 2019).
Dari pendapat Nn dan M terkandung makna, 

bahwa keberadaan pendamping memberi warna 
dalam kehidupan ODHA. Nn dan M, berusaha 
menerima dengan ikhlas dan menatap masa de-
pan dengan optimis. Penerimaan diri ODHA 
dengan penyakitnya, merupakan kekuatan diri 
untuk memahami akan makna hidupnya. Ryff 
dan Singer (dalam Cotton, 2006) menyatakan, 
bahwa makna hidup merupakan hasil dari me-
ngarahkan tujuan serta pencapaian tujuan dalam 
kehidupan. Penghayatan terhadap hidup yang 
dirasakan oleh ODHA akan berpengaruh ter-
hadap rasa optimis yang dapat dimiliki ODHA. 
Crumbaugh dan Maholick (dalam Koeswara, 
1992) menyatakan, bahwa kekurangan makna 
hidup merupakan kegagalan individu dalam 
menemukan tujuan dalam hidup sehingga da-
pat membuat individu kehilangan semangat 
dalam menjalani dan menghadapi hambatan 
dalam hidup, termasuk hambatan dalam pene-
muan makna. Untuk mencapai kebermaknaan 
hidup, dibutuhkan penerimaan diri karena de-
ngan memiliki kesadaran untuk menerima dan 
memahami diri, maka individu dapat menge-
nali diri sendiri dan akan mempunyai keingi-
nan untuk terus mengembangkan dirinya. Se-
lama direhabilitasi ODHA mencapai perubahan 
yang positif atau lebih baik dibanding sebelum 
mendapatkan rehabilitasi. Kepercayaan diri 
mulai tumbuh kembali terbukti ODHA sudah 
dapat menyesuaikan diri dan bersosialisasi de-
ngan sesama teman, dan pendamping di Balai 
Rehabilitasi Sosial ODHA Wasana Bahagia. 
ODHA dapat mengikuti berbagai terapi fisik/
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kesehatan, psikis, sosial dan keterampilan, di-
harapkan setelah keluar dari balai mereka dapat 
mengaktualisasikan diri dan hidup membaur 
dengan masyarakat lingkungannya.

D. Penutup
Kesimpulan. ODHA merupakan fenomena 

sosial yang kompleks dan multidimensi, karena 
menyangkut keberlangsungan hidup ODHA. 
Open status bagi ODHA bukan sesuatu yang 
mudah, dibutuhkan proses panjang untuk men-
erima kenyataan bahwa mereka positif terinfek-
si HIV. Diperlukan keluarga, tenaga sosial, ten-
aga kesehatan dan relawan sosial sebagai teman 
untuk mendampingi mereka selama mengalami 
masa sulit dalam hidupnya. Depresi, putus asa, 
menarik diri merupakan reaksi yang diperlihat-
kan bagi seseorang yang positif terinveksi HIV. 
Oleh karena itu, diperlukan upaya pelayanan 
rehabilitasi sosial yang melibatkan berbagai 
pihak, baik orangtua, kerabat, keluarga, ling-
kungan sekitar maupun lembaga atau instansi 
yang melakukan rehabilitasi sosial.

ODHA mendapatkan pelayanan dengan me-
libatkan berbagai pihak diantaranya LKS, Di-
nas Sosial, Balai Rehabsos ODHA, tenaga me-
dis, orangtua atau keluarga, pekerja sosial dan 
masyarakat. Kerjasama tersebut sangat diper-
lukan karena masih ada diskriminasi terhadap 
ODHA oleh masyarakat yang menyebabkan 
ODHA tidak mendapatkan hak-haknya sebagai 
manusia. Keberpihakan terhadap ODHA  belum 
sepenuhnya dilakukan oleh semua pihak, hal 
tersebut karena masih minimnya pemahaman 
akan HIV-AIDS menyebabkan stigma negatif 
bagi ODHA.

Pekerja sosial dari aspek kualifikasi pen-
didikan formal sebagian besar  memenuhi kual-
ifikasi (S1 Kesejahteraan Sosial), dari 10 orang 
fungsional pekerja sosial enam orang sesuai 
kualifikasi, dan satu orang berpendidikan Seko-
lah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), tiga 
orang tidak berkualifikasi jurusan kesejahter-
aan sosial. Secara umum Pekerja Sosial di Balai 
Rehabilitasi Sosial ODHA Wasana Bahagia 
memiliki kemampuan dan keterampilan dalam 

melakukan pendampingan terhadap ODHA se-
suai dengan ilmu pekerjaan sosial.

Pekerja sosial melakukan pendampin-
gan sesuai dengan tahapan rehabilitasi sosial 
ODHA beberapa tahapan proses pendampingan 
adalah: a) Rujukan dari LKS dengan berkoor-
dinasi dengan Dinas Sosial setempat dan juga 
dari masyarakat yang mendatangi Balai Rehab-
sos ODHA Wasana Bahagia; b) Assesmen; c) 
Pelaksanaan tahapan intervensi (terapi fisik/
kesehatan, sosial, mental dan keterampilan); d) 
Resosialisasi; e) Penyaluran; g) Terminasi atau 
pengakhiran. Pekerja sosial dalam melakukan 
pendampingan dimulai dari proses awal, pelak-
sanaan intervensi dan pengakhiran atau termi-
nasi. Pekerja sosial juga memiliki tugas untuk 
melakukan jejaring dengan LKS di daerah se 
wilayah Indonesia bagian timur untuk dapat 
memberikan rujukan ke balai rehabsos. Pekerja 
sosial dalam melakukan pendampingan melaku-
kan konseling, advokasi dan melakukan terapi 
psikososial  bagi ODHA,  pemberian motivasi, 
pendampingan sosial sesuai kebutuhan korban, 
penyiapan bagi keluarga dan masyarakat seki-
tar agar memberikan dukungan secara moral, 
mengingatkan ODHA akan kepatuhan minum 
obat dan hidup teratur dan sehat, serta pembe-
rian edukasi bagi keluarga dan masyarakat ten-
tang ODHA.

Rekomendasi. Dari hasil penelitian dis-
ampaikan rekomendasi: 1) Bagi Pekerja Sosial 
perlu peningkatan serta tambahan wawasan 
pengetahuan tentang ODHA yang mengalami 
perkembangan  sangat pesat dengan segala 
permasalahan yang cukup kompleks. Oleh kar-
ena itu, diperlukan pekerja sosial yang profe-
sional mengikuti perubahan dan perkembangan 
penyakit HIV-AIDS dan pendampingan; 2) 
Tambahan pengetahuan dan keterampilan ten-
tang pendampingan ODHA karena di era glo-
balisasi ini perkembangan tentang HIV-AIDS 
sangat pesat dengan segala dinamikanya. Per-
lu peningkatan teknik pendampingan karena 
pengetahuan berkembang dengan sangat cepat 
dan pesat sehingga pekerja sosial perlu me-
nyesuaikan agar dapat menjalankan peran dan 
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fungsi secara optimal; 3) Kegiatan edukasi ke-
pada masyarakat perlu terus dicanangkan atau 
dikampanyekan tentang pola hidup sehat dan 
anti diskriminasi terhadap ODHA. Sampai di 
level paling bawah tingkat RT/RW, keluarga, 
sekolah, masyarakat, tokoh agama perlu penya-
daran bagi masyarakat akan bahaya terjangkit 
virus HIV-AIDS. Persoalan HIV-AIDS harus 
menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya pe-
merintah. Masyarakat umum harus tahu, bahwa 
virus ini bisa menular kepada siapa saja. HIV 
ditularkan melalui hubungan seksual, dalam 
darah, jarum suntik, dan ASI. HIV merupakan 
virus yang menurunkan dan merusak kekebalan 
tubuh. Akibatnya, penderitanya mudah terin-
feksi penyakit lain. Penyakit ini membutuhkan 
waktu tahunan untuk memperlihatkan gejalan-
ya, yaitu sekitar 5-10 tahun. 4) Keberpihakan 
keluarga dan masyarakat terhadap ODHA. Dis-
kriminasi dan stigma masyarakat terhadap pen-
derita HIV-AIDS harus dihentikan karena tidak 
akan menyelesaikan masalah, justru malah akan 
menambah beban mereka. Diskriminasi terjadi 
lantaran masih kuatnya stereotip di masyarakat, 
bahwa HIV-AIDS terjadi akibat perilaku meny-
impang dan penderita adalah orang-orang tidak 
baik.  Padahal, HIV-AIDS sama dengan penya-
kit lain sehingga tidak perlu ada pembedaan 
atau diskriminasi terhadap penderita. Penyakit 
ini juga dapat menyerang semua orang, ter-
masuk ibu rumah tangga dan anak. Oleh karena 
itu, diperlukan pemahaman menyeluruh bagi 
masyarakat luas agar orang dengan  HIV-AIDS 
tidak dideskriditkan. Keluarga dan masyarakat 
perlu memberi dukungan positif kepada para 
penderita HIV-AIDS, agar mereka tidak merasa 
sendirian dan tetap optimis menjalani masa de-
pannya.
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Abstract 

Adoption of gender mainstream perspective is needed for implementation of policies by government. In family 
planning programs, gender maainstreaming goal still unfamiliar. This program in the past mainly only talk about birth 
control. Supposedly, there shall be no difference between men and women in the use of contraception, but for people 
of yogyakarta City there still challanges to adopt gender maintstream perspective. The research was conducted with 
qualitative descriptive method to gain insights of adopted and unadopted aspects in family planning program in Yogyakarta 
City  through gender equality indicators namely namely access, participation, control and benefit. This research also give 
insight importance of gender mainstreaming in family planning prgrams. Adoption is DPKB attempt to implement gender 
mainstream perspective in family planning program. The research shows there are several aspect of gender mainstream 
perspective that already been adopted while several others have not yet optimally adopted. The unadopted aspect still 
become challanges and obstacles for goverment and futher intervention through social policy needed  in order to achive 
gender equality goal. Recomendation of the research aimed for DPKB and councelors of family planning program.

Keywords: gender; mainstreaming; family planning; accomodation.

Abstrak 

Pengarusutamaan gender pada suatu program memerlukan akomodasi agar dapat diimplementasikan oleh 
pemerintah. Di dalam program KB pengarusutamaan gender masih relatif asing karena cenderung bertujuan untuk 
menwujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Seharusnya tidak perlu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan 
dalam penggunaan kontrasepsi, namun di masyarakat Kota Yogyakarta masih terdapat tantangan untuk melakukan 
pengarusutamaan gender. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui aspek yang 
sudah dan belum diakomodasi dalam program KB melalui indikator kesetetaraan gender yaitu akses, partisipasi, kontrol 
dan manfaat dan pentingnya pengarusutamaan gender dalam program KB. Akomodasi dalam hal ini merupakan upaya 
DPKB dalam melakukan pengarusutmaan gender di program KB. Hasil menunjukkan bahwa ada sejumlah aspek 
pengarusutamaan gender yang sudah diakomodasi dan yang belum maksimal dilakukan. Aspek yang belum diakomodasi 
masih menjadi hambatan dan tantangan pemerintah dan perlu diintervensi melalui kebijakan sosial agar selaras dengan 
tujuan kesetaraan gender. Rekomendasi dalam penelitian ini ditujukan untuk DPKB serta penyuluh KB. 

Kata kunci: gender; kesetaraan; keluarga berencana; akomodasi.

A. Pendahuluan
Saat ini semua negara di dunia sepakat un-

tuk menempatkan isu kesetaraan gender seba-
gai salah satu sasaran pembangunan berkelan-
jutan (SDGs) dengan cara menghentikan semua 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan di 
mana pun (Sasongko, 2009: 30; United Nations 

Women, 2018: 86). Perubahan cara pandang 
tentang gender merupakan keniscayaan. Peng-
hentian diskriminasi itu bertujuan untuk mewu-
judkan kesetaraan gender dan nir-diskriminasi 
sehingga laki-laki dan perempuan memiliki 
akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol 
atas pembangunan, serta memperoleh manfaat 
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yang setara dan adil dari pembangunan (Nu-
groho, 2008:29). Singkatnya, integrasi pertim-
bangan gender ke dalam pembangunan meru-
pakan inti dari pengarusutamaan gender (Nu-
groho, 2008:57). 

Mengintergrasikan gender ke dalam pro-
gram Keluarga Berencana (KB) juga merupa-
kan salah satu tema penting pembangunan. Hal 
ini akan meningkatkan kesehatan bangsa dan 
keadilan gender. Untuk itu pemerintah RI men-
dorong dan melibatkan peran aktif laki-laki di 
dalam program KB. Pendekatan Program KB 
yang baru ialah menempatkan laki-laki seba-
gai partner reproduksi dan seksual yang setara 
bagi kaum perempuan, laki-laki terlibat lang-
sung dalam fertilitas (Hariastuti, 2008). Kon-
ferensi Internasional tentang Kependudukan 
dan Pembangunan (ICPD) di Kairo tahun 1994 
juga menggariskan perubahan pendekatan pro-
gram KB dari pendekatan pengendalian popu-
lasi menjadi pendekatan kesehatan reproduksi 
dengan memperhatikan hak reproduksi dan ke-
setaraan gender (Wilopo, 1994; Tukiran et al., 
2010: 48). 

Untuk memudahkan pelaksanaannya Pe-
merintah RI menetapkan regulasi.1 Ditegaskan 
pada pasal 25 Ayat 1 regulasi tersebut, bahwa 
suami dan/atau istri mempunyai kedudukan, 
hak, dan kewajiban yang sama dalam melak-
sanakan KB. Pasal ini menawarkan nilai baru, 
bahwa program KB bukanlah tipikal menyang-
kut perempuan atau ibu, tetapi juga menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari peran ayah 
atau laki-laki. Hal ini senada dengan adanya 
indikator kesetaraan gender yaitu akses, parti-
sipasi, kontrol dan manfaat yang menjadi salah 
satu tolak ukur adanya pengarusutamaan gen-
der. 

Lebih dari itu, gender dalam semua aspek 
pemerintahan atau organisasi akan diperhatikan 
secara eksplisit serta digunakan dalam tahap 
pengembangan dan implementasi kebijakan, 
rencana, dan program. 

Meskipun demikian, paradigma yang 
berubah pada tataran kebijakan tidak serta-mer-
ta berlanjut di dalam perilaku, baik bagi peserta 

program KB maupun non-peserta dan pengam-
bil keputusan. Paling tidak, sampai sejauh ini 
belum banyak kajian yang menelaah apakah 
paradigma tersebut menjadi basis bagi peny-
usunan kebijakan, mengubah perilaku peserta 
dan non-peserta KB laki-laki di dalam program 
KB tersebut.  

Fokus artikel ini adalah pembahasan tentang 
aspek-aspek gender mainstreaming yang belum 
dan sudah diakomodasi dalam program KB dan 
mengapa pengarusutamaan ini penting dalam 
program KB. Tujuannya adalah untuk menyaji-
kan bukti empirik tentang sejauh mana program 
pembangunan (baca: KB) diposisikan sebagai 
basis pengarusutamaan gender, dan pengarusu-
tamaan gender dijalankan dalam program KB. 
Analisis ini bermanfaat bagi pemerintah seba-
gai fasilitator program dan masyarakat, khusus-
nya kelompok laki-laki, untuk meningkatkan 
peran-serta di dalam pengaruutamaan gender 
tersebut.

B. Penggunaan Metode Penelitian
Artikel ini dihasilkan dari studi yang meng-

gunakan metode deskriptif kualitatif. Metode 
ini, yakni “penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif dari orang dan perilaku yang diamati 
dan berupa tulisan dan lisan” (Moleong, 2014: 
4). Penggunaan metode ini bertujuan untuk 
menggambarkan pemahaman masyarakat ter-
hadap aspek-aspek kesetaraan gender di dalam 
program KB. 

Informan dipilih dari satu representasi lem-
baga pemerintah yang berkepentingan di dalam 
implementasi pengarusutamaan gender, yakni 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana (selanjutnya DPKB) Kota Yogya-
karta. Fungsi utamanya sebagai pelaksana tu-
gas pengendalian penduduk dan program KB 
menjadi pertimbangan penting di dalam pili-
han pada instansi tersebut. Penelitian berlang-
sung dari bulan September sampai November 
2018. Data dikumpulkan melalui serangkaian 
wawancara dengan staf instansi yang bersang-
kutan, observasi lapangan, atau dokumen yang 
terkait dengan pengarusutamaan gender dan KB 
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(Raco, 2010). Sembilan orang informan dipilih 
secara purposif dengan pertimbangan bahwa 
mereka adalah orang-orang yang memiliki pe-
mahaman dan pengambil keputusan di dalam 
menjalankan tugas-tugas dan fungsi institusi 
tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung 
(tatap-muka) dengan durasi antara 45-60 menit 
per orang. Data juga dikumpulkan dari doku-
men program yang sedang sudah dan sedang 
berlangsung. Observasi dilakukan terhadap ke-
lengkapan alat kerja di dalam menjalankan tu-
gas dan fungsi institusi. 

Analisis yang digunakan mengacu pada 
model interaktif (Miles dan Huberman, dikutip 
Herdiansyah, 2011: 164-180). Di sini ada em-
pat tahap yang dilalui, yakni: (1) pengumpulan 
data mulai dari pra-lapangan, saat penelitian 
di lapangan, dan pasca-penelitian; (2) reduksi 
data, yaitu pengolahan data menjadi sebuah tu-
lisan (script) untuk diinterpretasi; (3) display 
data, yakni penyajian data dalam bentuk narasi 
pendek untuk kemudian diinterpretasi sesuai 
dengan setting persoalan yang dibahas; (4) sim-
pulan, berupa penegasan atau penarikan ‘benang 
merah’ analisis untuk memberikan jawaban 
yang akurat atas pertanyaan penelitian.

C. Hasil dan Analisis
1. Profil Ringkas Dinas Pengendalian Pen-

duduk dan Keluarga Berencana Kota 
Yogyakarta
DPKB merupakan unsur pelaksana Peme-

rintah Daerah di bidang pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana yang mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah ber-
dasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 
di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana (Perwal No. 65 Tahun 2016).

Bidang KB dan pembangunan dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai 
tugas membantu Kepala Dinas dalam meru-
muskan kebijakan, mengkoordinasikan, mem-
bina, mengawasi, dan mengendalikan program 
di bidang keluarga berencana dan pembangunan 
keluarga. Fungsi utamanya adalah (a) pelaksa-
naan kebijakan dan penyiapan bahan koordi-

nasi penyusunan program kerja di bidang ke-
luarga berencana dan pembangunan keluarga; 
(b) perencanaan program kegiatan, penyusunan 
petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang ke-
luarga berencana dan pembangunan keluarga; 
(c) pengkoordinasian, pengembangan dan fasi-
litasi program di bidang keluarga berencana 
dan pembangunan keluarga; (d) pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian program di bi-
dang keluarga berencana dan pembangunan ke-
luarga; dan (e) pelaksanaan monitoring, evalu-
asi, dan pelaporan program di bidang keluarga 
berencana dan pembangunan keluarga (Perwal 
No. 65 Tahun 2016).

Gambar 1.
 Struktur Organisasi DPKB Kota Yogyakarta

Sumber: Perwal No. 65 Tahun 2016

DPKB memiliki kewenangan konkuren 
atau urusan pemerintah yang dibagi antara pe-
merintah pusat dan daerah kabupaten/kota yang 
terdiri dari urusan wajib dan urusan pemerin-
tahan pilihan. Dalam hal ini DPKB memi-
liki fungsi dalam hal (1) perumusan kebijakan 
teknis di bidang pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana; (2) penyelenggaraan uru-
san pemerintahan dan pelayanan umum di bi-
dang pengendalian penduduk; (3) pelaksanaan 
koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga beren-
cana; (4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di 
bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; (5) pelaksanaan pengawasan, pe-



170

ngendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga beren-
cana (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 
2017). 

Program utama DPKB terdiri dari dua 
bagian. Bagian pertama adalah: program pe-
ngendalian penduduk dengan fokus kegiatan 
untuk meningkatkan edukasi pengendalian pen-
duduk bagi aparatur, remaja dan masyarakat, 
meningkatkan peran Forum Antar Umat Be-
ragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kepen-
dudukan, dan meningkatkan pengelolaan data, 
advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi. 
Bagian kedua terdiri dari program keluarga 
berencana dan pembangunan keluarga dengan
fokus kegiatan untuk meningkatkan pelayanan 
fasilitas kesehatan KB, meningkatkan keper-
sertaan KB, meningkatkan pembinaan pende-
wasaan usia perkawinan, meningkatkan edu-
kasi kesehatan reproduksi dan meningkatkan 
ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga 
Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi 
Konseling Remaja, serta Bina Keluarga Lansia 
(Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, 2017 – 2022).

Selain itu terdapat tiga layanan yang tersedia 
pada DPKB, yaitu: (1) kelestarian ber-KB yang 
terkait dengan capaian penggunaan kontrasepsi 
modern oleh pasangan usia subur, tingkat drop 
out ber-KB dan median usia kawin pertama; (2) 
peningkatan kualitas kelompok kegiatan yang 
terkait dengan revitalisasi pembinaan kelompok 
kegiatan, metode, dan sarana untuk melakukan 
Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan (3) 
penguatan advokasi dan kerja sama lintas sek-
toral, baik lembaga pemerintah maupun swasta 
(Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, 2017 – 2022).

Sasaran DPKB adalah: (1) menurunnya 
angka kelahiran total; (2) meningkatnya preva-
lensi kontrasepsi modern; (3) menurunnya ke-
butuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet 
need); (4) meningkatnya peserta KB aktif yang 
menggunakan metode kontrasepsi jangka pan-
jang; (5) menurunnya tingkat putus pakai kon-
trasepsi; (6) meningkatnya rata-rata usia kawin 

pertama perempuan; (7) Meningkatnya keber-
dayaan keluarga dari balita sampai lansia. Un-
tuk mencapat sasaran tersebut tersedia peluang 
bagi DPKB untuk: (1) kerja sama lintas sektor 
(toga, toma dan instansi swasta dan pemerintah) 
yang sudah berjalan cukup baik yang dikuatkan 
dengan penandatanganan MOU; (2) memiliki 
potensi pembinaan kegiatan di wilayah mela-
laui tenaga Petugas Lapangan KB, kader KB, 
dan kelompok kegiatan; (3) beberapa kegiatan 
yang dilaksanakan mendukung dalam pencapa-
ian kepesertaan KB, antara lain, pelayanan KB 
gratis dan grebeg KB dan reward bagi peserta 
vasektomi; (4) pemenuhan kelengkapan sarana 
dan prasarana fasilitas faskes KB melalui dana 
DAK dan hibah dari BKKBN; (5) pemenuhan 
alat dan obat kontrasepsi gratis bagi masyarakat 
miskin (Renstra Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana, 2017 – 2022).

2. Pengarusutamaan Gender dalam Pro-
gram KB
Program KB memerlukan akomodasi atas 

pengarusutamaan gender. Akomodasi merupa-
kan tindakan untuk menerima perbedaan atau 
pertikaian guna mendapat penyelesaian se-
hingga terjalin kerja sama yang baik kembali 
(Soekanto, 1990). Akomodasi yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah langkah pemerin-
tah daerah Kota Yogyakarta melalui DPKB 
untuk menyeimbangkan pengetahuan, sikap 
dan perilaku antara laki-laki dan perempuan 
dalam penggunaan alat kontrasepsi (Alkon) KB 
melalui pengarusutamaan gender. Aspek-aspek 
pengarusutamaan gender yang sudah dan be-
lum diakomodasi dapat dilihat dari kesetaraan 
gender dalam pemakaian alat kontrasepsi KB. 
Kesetaraan gender yang dimaksud ialah mela-
lui akses, partisipasi, serta kontrol dan manfaat. 
Selama ini kendala besar dalam pencapaian ke-
setaraan gender adalah bentuk-bentuk diskrimi-
nasi perlakuan yang merugikan dalam konteks 
tertentu (Dzuhayatin, 2012).

Perubahan proporsi pengguna alkon di Kota 
Yogyakarta tahun 2016-2017 dapat dilihat pada 
Tabel 1. Tampak bahwa penggunaan metode 
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suntik berkurang, sementara pemakai pil me-
ningkat secara signifikan. Memang tidak dike-
tahui secara rinci alasan di balik perubahan 

tersebut, tetapi dapat diduga bahwa faktor ke-
nyamanan memainkan peran penting.

Tabel 1.
Data Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Desember 2016 & 2017

No Tahun
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi % Jumlah

IUD MOW MOP Kondom Implan Suntikan Pil %
1 2016 32,45 5,84 0,64 17,18 2,90 30,53 10,45 100
2 2017 33,19 6,19 0,68 17,69 2,79 28,92 20,54 100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017.

Dari informan diperoleh gambaran bahwa 
ada kelompok perempuan yang tidak cocok 
dengan jenis metode KB apa pun dan hal ini 
menjadi salah satu faktor bagi pasangannya (la-
ki-laki) untuk mengikuti Metode Operasi Pria 
(MOP). Artinya sensitivitas perempuan berbe-
da-beda atas alkon dan hal ini menjadi pendo-
rong bagi suami untuk mengikuti program KB. 

“Istri saya tidak cocok dengan alat kon-
trasepsi (alkon) apa pun; jadi MOP menjadi 
jalan keluarnya” (Informan 6). “Saya mengi-
kuti KB pria lantaran alkon yang dipakai istri 
selalu memiliki efek samping […], kasihan, se-
hingga saya mengikuti KB” (Informan 7). “Bi-
asanya MOP dilakukan karena memang tubuh 
istri tidak bisa menerima semua metode KB” 
(Informan 1).  

Efek samping alkon KB dapat diminimali-
sasi dengan melakukan scan atau mengidenti-
fikasi kecocokan alat kontrasepsi dengan tubuh. 
Hal ini dipandang perlu untuk menghindari ak-
septor memilih drop out dari kepesertaan KB. 
Penelitian Moreau (2007) ialah di Amerika Se-
rikat menemukan banyak perempuan yang ber-
henti menggunakan kontrasepsi dikarenakan 
faktor ketidakpuasan, termasuk karena efek 
samping yang ditimbulkan alkon. Disebutkan 
sebanyak 42% responden tidak puas atas me-
tode hormonal jangka panjang, 29% tidak puas 
atas kontrasepsi oral, 12% tidak puas pada kon-
dom,  42% atas difragma atau cap.

Akses dalam implementasi program KB da-
lam hal ini mencakup peluang atau kesempatan 
dalam memperoleh atau menggunakan sumber 

daya tertentu serta mempertimbangkan ba-
gaimana memperoleh akses yang adil dan setara 
antara perempuan dan pria. Akses yang terse-
dia di Kota Yogyakarta mengenai program KB 
sudah ditempuh dengan berbagai cara. Akses 
yang paling sering diberikan untuk masyarakat 
adalah dengan penyuluhan serta penyediaan pe-
layanan untuk mempermudah melakukan KB. 
Pengetahuan masyarakat Kota Yogyakarta yang 
masih belum terbuka akan manfaat atau kele-
bihan menggunakan alat kontrasepsi laki-laki 
masih lumayan banyak. Hal tersebut didukung 
dengan data dari Dinas yang menunjukkan 
bahwa penggunaan KB pria cenderung lebih 
sedikit dibandingkan dengan perempuan. Hal 
ini dikarenakan beberapa faktor seperti pen-
didikan, umur, sosial budaya, agama, ekonomi, 
geografi, serta pangatahuan pria PUS terhadap 
kontrasepsi (Mahdalena, et al., 2015:31). 

Penyuluhan yang dilakukan oleh DPKB 
tidak membedakan laki-laki dengan perempuan 
karena target KB ialah keluarga atau pasangan. 
Target masyarakat yang dibidik lebih mengarah 
kepada pasangan yang sudah tidak mengingin-
kan anak lagi. Pasangan yang masih muda tidak 
tertarik dengan sosialisasi KB pria karena me-
reka masih merencanakan untuk memiliki anak 
lagi. Data menunjukkan sejumlah alasan untuk 
itu, yakni “ketidaktepatan waktu dalam me-
ngadakan penyuluhan” (Informan 3), “kurang-
nya Pekerja Lapangan Keluarga Berencana 
(PLKB)” (Informan 2), dan “budaya patriarki 
yang mengatakan bahwa laki-laki tidak akan 
melakukan KB” (Informan 4). Alasan ini me-
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ngakibatkan porsi penyuluhan lebih banyak 
bagi perempuan, bukan pasangannya.

Dinas juga bekerja sama dengan kelompok 
Motivasi KB pria, kelompok Motivasi KB Pria 
Janoko yang berada di Kecamatan Umbulharjo. 
Kelompok ini terdiri dari laki-laki yang sudah 
melakukan MOP dan dijadikan best practice 
dari KB pria sekaligus bertugas untuk menga-
jak laki-laki yang kurang atau belum mengeta-
hui efektivitas KB pria, terutama MOP. MOP – 
sebagaimana Metode Operasi Wanita (MOW), 
IUD, dan Implant – termasuk metode kontrasep-
si jangka panjang (MJKP) dan lebih efektif dan 
meminimalisasi kegagalan dalam penggunaan 
alat kontrasepsi (Kavanaugh et al., 2013). Fo-
rum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga 
Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) juga 
terbentuk untuk memberi pengertian menge-
nai masyarakat di wilayah yang memiliki fa-
natisme sempit dan salah tafsir mengenai pro-
gram KB. “Banyak yang bilang bahwa KB pria 
itu haram, padahal kan tidak. Jadi, kami meng-
gunakan FAPSEDU itu untuk mengklarifikasi 
isu tersebut” (Informan 2). “Adanya FAPSEDU 
ini dapat meningkatkan partisipasi KB pria kar-
ena dapat mengubah pola pikir masyarakat” 
(Informan 4). Keterlibatan tokoh masyarakat, 
pemimpin agama, ketua adat, dan berbagai 
komponen yang mewarnai perilaku sosial, ter-
masuk adat istiadat dari berbagai suku bangsa 
menjadi ciri penting dalam pembaharuan kebi-
jakan KB (BKKBN, 2001). 

Pelayanan KB dipermudah oleh kebijakan 
BPJS dan kepemilikan KTP domisili Kota Yog-
yakarta yang menyediakan layanan KB gratis. 
“Untuk MOP ini saya gratis karena dari BKK-
BN membebaskan segala macam biaya” (Infor-
man 6). “Pemilik KTP Kota Yogya sekarang ini 
sudah gratis untuk pelayanan KB” (Informan 
3). Masyarakat yang ingin melakukan MOP 
dan MOW dapat dilakukan secara gratis di be-
berapa rumah sakit yang sudah menjalin kerja 
sama dengan DPKB, seperti rumah sakit DKT, 
Hardjolukito, dan Happy Land. 

Partisipasi merupakan indikator kedua dari 
kesetaraan gender. Dinas Penduduk dan Kelu-

arga Berencana bekerja sama dengan BKKBN 
untuk mewujudkan pengarusutamaan gender 
dengan cara meningkatkan partisipasi KB pria. 
Diketahui, bahwa penyumbang capaian terba-
nyak untuk pengendalian penduduk dan pro-
gram KB adalah perempuan. Meskipun de-
mikian, dinas melakukan strategi yang lain un-
tuk meningkatkan partisipasi KB pria, misalnya 
melalui pemberian reward kepada laki-laki yang 
mengikuti MOP “berupa uang senilai satu juta 
rupiah yang bersumber dari APBD” (Informan 
3). Imbalan tersebut menjadi “salah satu faktor 
yang meningkatkan partisipasi KB pria” (Infor-
man 2). Imbalan lain adalah pelibatan warga, 
khususnya peserta metode kontrasepsi jangka 
panjang (MKJP), di dalam kegiatan bakti sosial 
yang diadakan BKKBN. 

Penyuluh dan penyuluhan KB juga mem-
bantu pasangan usia subur yang ingin ber-KB 
untuk berkonsultasi. Konsultasi dilayani mela-
lui media sosial agar mempermudah pasangan 
usia subur memmahami program KB. “Seka-
rang kita punya grup whatsapp,  jadi masyarakat 
bisa tanya kapan saja” (Informan 3). “Supaya 
mudah untuk masyarakat bertanya, PLKB su-
dah memiliki sosial media” (Informan 4). Na-
mun, tidak semua PLKB aktif dalam mengelola 
sosial media untuk kelurahan. “Saya tidak tahu 
kalau penyuluh di sini memiliki grup karena … 
penyuluh di sini tidak terlalu aktif” (informan 
10). Keaktifan masing-masing penyuluh da-
lam mengelola sosial media untuk kemudahan 
masyarakat belum terjadi di semua lingkungan 
kelurahan. 

Pilihan pasangan pada salah satu metode 
kontrasepsi didasarkan pada kesepakatan ber-
dua. Isi informasi yang detail tentang MOP 
(pria) dan MOW (wanita) mengharuskan mer-
eka untuk mengetahui dan mengerti satu sama 
lain mengenai metode kontrasepsi yang akan 
dipilih. MOP dan MOW menjadi salah satu me-
tode kontrasepsi yang dapat dikatakan untuk se-
lamanya; jadi terdapat kesepakatan yang harus 
ditandatangani pasangan. Jadi, terdapat keter-
bukaan antara pasangan mengenai jenis KB apa 
yang digunakan dan tidak menjadi kesepakatan 
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satu pihak saja. Hal tersebut dapat dilihat dari 
wawancara berikut ini.

“...ketika akan dilakukan tindakan… ada 
informed concent yang harus ditandatan-
gani oleh kedua pasangan. Laki-laki kan 
mempunya andil besar, kalau sudah sepa-
kat, dia paham istri mau ber-KB, setuju dan 
tau alkon yang digunakan istrinya” (Anti, 
Kepala Bidang KB-KR BKKBN Yogyakar-
ta).
“Sebelum melakukan MOP ini, saya dan is-
tri menandatangani form persetujuan. Jadi, 
saya dan istri sudah sepakat dan saling 
mengetahui apa yang saya ambil” (Agus, 
peserta MOP).
Pengarusutamaan gender bertujuan untuk 

keadilan dan kesetaraan gender. Efek dalam ke-
setaraan gender dapat dirasakan dari suatu pro-
gram yang diikuti dan menjadi adil jika tidak 
hanya dinikmati oleh gender tertentu (Dyah, 
2012). Artinya, pengarusutamaan gender dalam 
program KB berjalan adil jika akses, partisipa-
si, kontrol, dan manfaat menjadi satu kesatuan 
dan perempuan tidak lagi menjadi sasaran satu-
satunya program tersebut. Kesetaraan gender 
mensyaratkan laki-laki secara perlahan ber-
partisipasi dalam KB dan mengubah cara pan-
dang yang menganggap bahwa KB hanya untuk 
perempuan. 

Pengarusutamaan gender dalam Program 
KB sebenarnya bertumbuh melalui manfaat 
alkon bagi pria. Pria yang melakukan MOP 
membuktikan bahwa informasi yang tersebar 
di masyarakat tentang efek negatif metode itu 
tidak benar. Justru efek samping yang nihil pada 
MOP menjadi keunggulan khusus dari metode 
ini. Secara umum hampir tidak ada efek sam-
ping jangka panjang vasektomi dan tidak ber-
pengaruh terhadap kemampuan maupun kepua-
san seksual (Meillani, 2010; Muhatiah, 2012). 
Hal ini juga didukung oleh pernyataan infor-
man, bahwa “MOP berbeda dengan kebiri yang 
dihilangkan testisnya” dan “efek sampingnya 
tidak ada… vitalitas tubuh tetap terjaga” (In-
forman 6). Meskipun demikian, “laki-laki lebih 

banyak memilih kondon daripada MOP sebagai 
alkon” (Informan 3).

Bagi perempuan pengarusutamaan gender 
juga memengaruhi pilihannya dalam ber-KB. 
Jika pasangannya ikut sebagai peserta program 
KB, perempuan merasa lebih nyaman karena 
tidak perlu tindakan MOW yang lebih rumit 
daripada MOW yang digunakan suami. Jika 
suaminya pengguna MOP, perempuan tidak 
perlu khawatir dengan efek-efek samping yang 
akan menimpanya, sementara laki-laki juga 
tidak terhambat untuk melakukan seluruh ke-
giatan sehari-hari. Selain itu, risiko kegagalan 
dan memiliki anak di luar keinginan juga se-
makin kecil.

“Kalau untuk syarat MOW itu lebih banyak 
ketimbang MOP, aseptor MOW harus pua-
sa, tidak boleh kelebihan berat badan dan 
banyak lagi. Penyembuhannya pun lebih 
lama pada MOW” (Wurry, PLKB Kota Yog-
yakarta)

3. Pengarusutamaan Gender yang Belum 
Diakomodasi dalam Program KB
Di dalam banyak akses yang diberikan oleh 

Dinas terdapat aspek yang belum diakomodasi. 
Salah satu di antaranya adalah tidak meratanya 
penyuluh atau Pekerja Lapangan Keluarga Be-
rencana (PLKB) yang aktif di empat belas ke-
camatan Kota Yogyakarta. Keaktifan penyuluh 
tersebut tergantung dari dana yang tersedia 
untuk masing-masing wilayah yang luasannya 
berbeda-beda. Sejumlah informasi yang dija-
ring mendukung hal ini, bahwa “setiap PLKB 
memiliki anggaran yang berbeda, tergantung 
luas wilayah yang diampunya” (Informan 4), 
atau “biasanya penyuluh fokus ke kegiatan lain, 
program KB dilaksanakan lagi setelahnya dan 
tergantung pribadi penyuluh” (Informan 3). 

Keterbatasan layanan dan pemberian stimu-
lus pada Kelompok Motivator KB pria juga 
menjadi salah satu hambatan untuk mewujud-
kan pengarusutamaan gender. Belum semua 
kecamatan memiliki kelompok KB pria. Du-
kungan dana sering tidak cukup karena keter-
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batasan APBD. Hal ini ditegaskan oleh infor-
man berikut:

“Kalau untuk anggaran itu tidak ada. Ban-
tuan dari kota maupun provinsi ya hanya 
tidak rutin. Jadi, ini salah satu hambatan 
untuk gerak. Dana hanya dikasih waktu 
saya atau anggota lain memberikan moti-
vasi” (Agus, Ketua kelompok motovasi KB 
pria).
“Stimulus untuk kelompok pria belum ada, 
kami hanya memberikan anggaran bagi 
motivator yang datang mengisi program 
KB pria dan anggaran tersebut masuk da-
lam program KB” (Tanti,   Ketua Bidang KB 
Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta.
Pelayanan fasilitas KB sudah tersedia di se-

jumlah Puskesmas, tetapi khusus untuk layanan 
MOP dan MOW, peserta KB harus pergi ke ru-
mah sakit karena Puskesmas kekurangan tenaga 
dokter yang spesial melakukan kedua metode 
itu. Ada juga “dokter sudah punya ilmu MOP 
dan MOW, namun belum punya keberanian un-
tuk praktik dan harus didampingi dokter yang 
ahli MOP” 

(Informan 3). Pendapat ini diperkuat infor-
man lain, bahwa:

“Dokter yang sudah pernah mengikuti 
pelatihan sampai sekarang belum pernah 
melakukan MOP/dokter ybs sudah berpin-
dah tugas, tidak lagi di puskesmas” (Tanti,   
Ketua Bidang KB Dinas Dalduk dan KB 
kota Yogyakarta)
Faktor berkurangnya jumlah PLKB karena 

pensiun dan mutasi kerja dan kurangnya kader 
laki-laki juga menjadi aspek yang belum tera-
komodasi dalam pengarusutamaan gender ini. 
Pelibatan laki-laki dalam program ini sebe-
narnya merupakan bagian dari strategi penga-
rusutamaan gender. Fakta menunjukkan, bahwa 
“kader laki-laki masih sedikit” (Informan 5) 
dan “baru sebatas motivator KB” (Informan 2). 
Hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi pro-
gram kepada laki-laki. Sosialisasi biasanya di-
adakan pada jam-jam kerja laki-laki yang sulit 
dikumpulkan. Di dalam sosialisasi pun jarang 
tersedia zona nyaman bagi laki-laki untuk sa-

ling berdiskusi mengenai kontrasepsi dan ruang 
diskusi dengan tema lain yang dapat dimasuki 
materi KB pria juga tidak ada, sehingga metode 
itu dirasakan kurang efektif. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluar-
ga Berencana memiliki pengaruh untuk melaku-
kan perencanaan dan pelaksanaan program KB, 
sedangkan masyarakat memiliki kontrol untuk 
memutuskan suatu kesepakatan dalam ber-KB. 
Pengaruh Dinas belum didukung oleh keterse-
diaan metode alat kontrasepsi untuk laki-laki 
dan perempuan secara seimbang. Hal tersebut 
terdapat dalam pernyataan berikut ini.

“Sekarang sudah ada metode pil dan suntik 
untuk laki-laki, tapi itu belum dipasarkan 
karena belum diproduksi secara massal… 
harganya mahal, apalagi efeknya belum 
diketahui oleh masyarakat” (Danarto – Sub 
Bidang Jalur Wilayah Khusus dan Sasara  
khusus KB pria – BKKBN).
Faktor sumber daya (penyediaan penyuluh, 

kader, dan anggaran) untuk mengadakan ke-
giatan penyuluhan program KB, terutama un-
tuk laki-laki, belum cukup untuk mempercepat 
kesetaraan gender dalam Program KB. Infor-
man mengatakan bahwa “jarang ada informasi 
mengenai penyuluhan dan penyuluh cenderung 
pasif” (Informan 8) dan banyak yang “belum 
pernah mendengar dan mengikuti penyuluhan 
KB” (Informan 9). 

Belum optimalnya program KB pria ber-
dampak pada perempuan yang sejauh ini masih 
menjadi target utama program KB. Manfaat 
pengarusutamaan gender dalam program KB 
yang dilakukan Dinas belum cukup dirasakan 
oleh perempuan karena terbentur oleh kesa-
daran dan pola pikir masyarakat. Terlebih lagi 
sulit memberikan informasi strategi yang dapat 
meningkatkan partisipasi laki-laki untuk ber-
KB. Umumnya yang sering datang ke penyu-
luhan dan menggunakan KB adalah perempuan 
dan kebanyakan penyuluh memberikan pe-
nyuluhan di puskemas saat ada pelayanan KB. 
Hal ini membuat manfaat pengarusutamaan 
gender untuk perempuan menjadi tenggelam.
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4. Kendala Pengarusutamaan Gender da-
lam Program KB
Pengarusutamaan gender tidak terlepas 

dari tujuan yang ingin dicapai, yakni: untuk 
memberikan perhatian khusus kepada kelom-
pok-kelompok yang mengalami marginalisasi 
sebagai dampak dari bias gender, memasti-
kan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki 
akses, partisipasi, kontrol, manfaat yang sama 
terhadap pembangunan dan meningkatkan sen-
sitivitas gender berbagai pihak (Instruksi Presi-
den No. 9 Tahun 2000). Dalam hal ini DPKB 
Kota Yogyakarta telah menggerakkan upaya 
untuk meningkatkan partisipasi KB pria dengan 
berbagai strategi agar AKPM dapat dirasakan 
oleh laki-laki dan perempuan. “Sebisa mungkin 
kami menyeimbangkan partisipasi program KB 
antara laki-laki dan perempuan” (Informan 4) 
dan untuk itu “akses yang kami berikan sangat 
memudahkan laki-laki untuk ber-KB” (Infor-
man 2). 

Pengarusutamaan gender yang menjadi 
salah satu strategi dalam program KB memiliki 
tujuh prasyarat yang saling berhubungan, yaitu 
komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber 
daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi 
masyarakat. Pelaksanaan syarat tersebut dapat 
melihat keseriusan pemerintah dalam melaku-
kan sebuah tujuan yang mencapai kesetaraan 
gender dalam program KB. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa Dinas 
belum melakukan ketujuh syarat tersebut secara 
maksimal. Salah satu alasannya adalah kurang-
nya personel yang menguasai pengarusutamaan 
gender. Di Dinas ia masih diposisikan sebatas 
tuntutan BAPEDDA, belum menjadi dasar ke-
butuhan untuk menganalisis program. Hal ini 
menjadikan Dinas bergantung pada BAPPE-
DA: jika kebijakan BAPPEDA sudah responsif 
gender, SKPD juga harus terintegrasi.

“... kalau dari BAPPEDA itu senditi sudah 
terintegrasi, biasanya ke SKPD juga sudah 
ikut terintegrasi karena pilot dan yang me-
ngarahkannya BAPPEDA” (Anjar, Bidang 
Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pe-

laporan Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana).
“BAPEDDA mengharuskan secara pas-
ti siapa sasaran yang ditargetkan untuk 
mengerti apakah sudah afirmasi gender 
atau belum”(Tanti, Ketua Bidang KB Dinas 
Dalduk dan KB kota Yogyakarta).
Dinas ini sudah menginisiasi kebijakan 

program KB, khususnya mengenai pemakaian 
alat kontrasepsi agar responsif gender tanpa 
harus membuat secara khusus kebijakan gen-
der. Strategi yang dilakukan adalah “mendekati 
laki-laki dan perempuan untuk mengikuti pe-
nyuluhan” (Wurry, PLKB Kota Yogyakarta) 
dengan dukungan jejaring pemangku kepen-
tingan yang melibatkan forum-forum komu-
nikasi masyarakat. Strategi tersebut bertujuan 
untuk penyadaran bagi laki-laki bahwa saat ini 
bukan hal yang tidak mungkin untuk ber-KB. 
Dalam pelaksanaan strategi tersebut terdapat 
kendala dari masyarakat maupun dan Dinas. 
Salah satu kendala yang sulit untuk diatasi ada-
lah pola pikir masyarakat yang memandang 
bahwa program KB itu adalah “urusan ibu-ibu” 
(Informan 3). Selain itu ada teknis dalam ben-
tuk “dokter tidak berani menerapkan ilmu yang 
diterima” (Informan 4). 

Pengarusutamaan gender dalam program 
KB terkendala oleh kesenjangan partisipasi 
masyarakat Kota Yogyakarta. Kesenjangan 
tersebut dapat dilihat dari akses, partisipasi, 
kontrol, dan manfaat yang diterima laki-laki dan 
perempuan. Tidak mudah untuk meningkatkan 
partisipasi laki-laki dalam program KB,  karena 
pemikiran masyarakat masih saja mengang-
gap KB merupakan urusan perempuan. Hal ini 
membutuhkan waktu dan sosialisasi yang ter-
us-menerus serta dukungan “kerja sama dengan 
berbagai pihak” (Informan 2). Komitmen yang 
kuat dari berbagai pihak terkait, seperti BKK-
BN dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Ke-
luarga Berencana, menjadi aspek yang penting 
guna mewujudkan pengarusutaman gender da-
lam program KB.
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D. Penutup
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disim-

pulkan bahwa pengarusutamaan gender dalam 
program KB masih belum berjalan secara op-
timal. Terdapat aspek pengarusutamaan gender 
yang sudah dan belum diakomodasi oleh DPKB 
dalam program KB.

Pertama, strategi yang dilakukan oleh Dinas 
dalam meningkatkan partisipasi laki-laki untuk 
ber-KB sudah cukup baik, namun hasilnya dari 
tahun ke tahun belum signifikan karena jumlah 
akseptor laki-laki tidak bertambah. Aspek yang 
belum diakomodasi disebabkan karena bebera-
pa hal yaitu: pola pikir masyarakat, kendala 
teknis, kesalahan menyerap informasi yang 
berpengaruh pada indikator kesetaraan gender 
yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. 

Kedua, dengan adanya aspek pengarusuta-
maan gender yang sudah diakomodasi oleh 
DPKB, perempuan bukan lagi merupakan satu-
satunya pihak yang ditarget dalam program KB. 
Dinas sudah berusaha adil dalam memberikan 
akses untuk melakukan KB antara laki-laki dan 
perempuan sehingga tidak menyulitkan laki-
laki untuk berpartisipasi. Wadah untuk berkon-
sultasi online mengenai program KB untuk 
pasangan sudah tersedia, sehingga meminimal-
kan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. 

Ketiga, pentingnya dilakukan pengarusu-
tamaan gender dalam program KB di Kota 
Yogyakarta untuk menurunkan kesenjangan 
partisipasi antara laki-laki dengan perempuan. 
Melalui pengarusutamaan gender, masalah 
ketidaksetaraan gender dan potensi strategi da-
pat dipetakan. Untuk dapat melakukan pengaru-
sutamaan gender, Dinas juga perlu melaku-
kan tujuh syarat yang harus dipenuhi, yaitu 
komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber 
daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi 
masyarakat.

Terkait dengan hal itu, maka disarakan un-
tuk: pertama, mengembangkan strategi yang 
efektif tentang informasi program bahwa KB 
juga tanggungjawab laki-laki; kedua, memberi-
kan stimulus bagi kelompok KB pria yang men-
jadi akseptor aktif KB; ketiga, bekerja sama 

secara lintas sektoral dan lintas program untuk 
memperkuat dukungan sosial bagi program KB 
untuk pria; keempat, meningkatkan kapasitas 
dan pemahaman dari aparatur DPKB untuk 
menerapkan syarat pengarusutamaan gender 
dalam program kegiatan. 
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Abstract

In the life of the community, the types of social institutions that exist are relatively diverse and the numbers continue 
to grow along with the dynamics of the development of the community itself. There are five types of social institutions, 
namely family, religion, education, economy, and politics. To support the formation of a community-based social welfare 
facilities (=WKSBM), there needs to be active participation from several social institutions in the community. Therefore 
the empowerment of social institutions is needed. The research problem proposed is how is the effect of social institutions 
empowerment on knowledge about WKSBM? How does the empowerment affect knowledge about social welfare 
issues? How does social institutions empowerment affect organizational skills? What is the effect of social institutions 
empowerment on the growth of WKSBM? The purpose of this study was to determine the effect of empowering social 
institutions on knowledge about WKSBM. Knowing the effect of empowering social institutions on knowledge of social 
welfare issues. Knowing the effects of empowering social institutions on organizational skills. Knowing the effect of 
empowering social institutions on the growth of WKSBM. The results showed a difference between before and after 
empowerment. Knowledge of respondents increased especially in terms of knowledge about WKSBM, social welfare, 
organizational skills, and the growth of social institutions into WKSBM. The results of the analysis conducted using 
the t-test showed that empowerment was very significant for the growth of WKSBM. The recommendations are mainly 
addressed to the Ministry of Social Affairs in general and the Directorate General of Social Empowerment in particular 
that the social infrastructure that grows in many communities is a potential that can be grown into WKSBM, for this 
reason it is necessary to empower and legalize the Lurah to strengthen the position of the WKSBM that has grown.

Keywords: Keywords: empowerment; social institutions; WKSBM

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat, jumlah lembaga sosial yang ada relatif beragam dan jumlahnya terus bertambah 
dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Ada lima jenis lembaga sosial, yaitu keluarga, agama, pendidikan, 
ekonomi, dan politik. Untuk mendukung pembentukan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), 
perlu ada partisipasi aktif dari beberapa lembaga sosial di masyarakat, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan. 
Masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM? 
Bagaimana pemberdayaan mempengaruhi pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial? Bagaimana pemberdayaan 
mempengaruhi keterampilan organisasi? Apa pengaruh pemberdayaan terhadap pertumbuhan WKSBM? Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM. Mengetahui 
pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial. Mengetahui efek pemberdayaan 
pada keterampilan organisasi. Mengetahui efek pemberdayaan pada pertumbuhan WKSBM. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah pemberdayaan. Pengetahuan responden meningkat terutama dalam  
hal pengetahuan tentang WKSBM, kesejahteraan sosial, keterampilan berorganisasi, dan penumbuhan pranata sosial 
menjadi WKSBM. Hasil analisia dengan menggunakan Uji-t menunjukkan bahwa pemberdayaan sangat signifikan untuk 
pertumbuhan WKSBM. Rekomendasi terutama ditujukan kepada Kementerian Sosial pada umumnya dan Direktorat 
Jenderal Pemberdayaan Sosial pada khususnya bahwa pranata sosial yang banyak tumbuh di masyarakat merupakan 
potensi yang dapat ditumbuhkan menjadi WKSBM, untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan dan legalitas Lurah untuk 
memperkuat posisi WKSBM yang sudah tumbuh.

Kata Kunci: pemberdayaan; pranata sosial; WKSBM
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A. Pendahuluan
Di dalam kehidupan masyarakat, jumlah 

pranata sosial yang ada relatif beragam dan 
jumlahnya terus berkembang sesuai dengan 
dinamika perkembangan masyarakat itu sen-
diri. Pranata sosial menurut Paulus Wirutomo 
(2014) adalah sebagai kumpulan nilai dan nor-
ma yang mengatur suatu bidang kehidupan ma-
nusia. Suyanto dan Bambang Pudjianto (2008) 
menyatakan, pranata sosial ditinjau dari segi 
kebudayaan melalui pendekatan ethnoscience 
atau cognitive anthropology diartikan sebagai 
pola bagi tindakan dan tingkah laku manusia 
yang dilakukan pada suatu tempat. Pengertian 
tersebut mengandung makna bahwa pranata 
sosial merupakan budaya yang mengatur ke-
hidupan manusia, karena berisikan seperangkat 
pengetahuan manusia berkait dengan sistem 
nilai, norma, dan aturan yang diperoleh mela-
lui proses belajar dalam hidup bermasyarakat. 
Sistem nilai dalam kamus besar bahasa Indone-
sia didefinisikan sebagai kadar, mutu atau sifat 
yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. 
Nilai secara keseluruhan adalah konsep umum 
tentang sesuatu yang dianggap baik, patut, 
layak, pantas yang keberadaannya diinginkan 
dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedo-
man kehidupan bersama. Norma adalah bentuk 
nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat 
yang berbudaya, memiliki aturan-aturan, dan 
kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak. 
Norma mengatur kehidupan manusia dalam 
bermasyarakat. Aturan merupakan sekumpulan 
nilai-nilai, norma-norma serta kebudayaan yang 
dianggap baik oleh masyarakat. Pranata sosial 
sebagai budaya dijadikan pedoman berperilaku 
dan bertindak dalam upaya memenuhi kebutuh-
an hidup, dan mereka yang melanggarnya bisa 
dijatuhi sanksi, misalnya arisan, simpan pin-
jam, merupakan pranata sosial yang mengikat 
setiap masyarakat. Selain itu, pranata sosial 
juga digunakan untuk memahami, merekayasa, 
dan mendayagunakan sumberdaya yang ada di 
lingkungan kehidupan setempat.

Selo Soemardjan menyatakan, pranata sosial 
jika diartikan secara sempit ada yang berbentuk 

formal dan informal. Pranata sosial formal bi-
asanya dibentuk atas prakarsa aparat, karena ke-
butuhan pelayanan yang biasanya keberadaan-
nya didukung baik pemerintah daerah maupun 
pemerintah pusat ataupun organisasi besar yang 
bertaraf nasional bahkan internasional. Pranata 
sosial informal dibentuk atas prakarsa warga se-
tempat berdasarkan atas etnis tertentu, agama, 
profesi, atau kebutuhan masyarakat tertentu. 
Sehubungan dengan keragaman pranata sosial 
informal tersebut Kementerian Sosial dalam 
beberapa tahun terakhir ini mengarahkan se-
jumlah program melalui strategi pemberdayaan 
masyarakat dengan memperhatikan keberadaan 
pranata sosial informal yang disebut wahana 
kesejahteraan sosial berbasis masyarkat. 

Pranata sosial memiliki kekhasan atau ke-
unikan, berikut beberapa ciri pranata sosial: a) 
memiliki tingkat kekekalan tertentu. b) memi-
liki satu atau beberapa tujuan. c) memiliki tra-
disi tertulis ataupun tidak tertulis. d) memiliki 
lambang atau simbol sebagai ciri khasnya. e) 
memiliki seperangkat alat  perlengkapan yang 
digunakan untuk mencapai tujuan lembaga 
bersangkutan. f) merupakan suatu sistem pola 
pemikiran dan pola perilaku yang diwujudkan 
melalui aktivis hidup bermasyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat lima 
jenis pranata sosial, yaitu pranata keluarga, 
agama, pendidikan, ekonomi, dan politik. Guna 
mendukung terbentuknya Wahana Kesejahter-
aan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), 
sangatlah diperlukan peranserta aktif dari be-
berapa pranata sosial yang ada di masyarakat, 
oleh karenanya diperlukan suatu pemberdaya-
an. Pemberdayaan diperlukan karena Wahana 
Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 
(WKSBM) merupakan sistem kerjasama antar 
keperangkatan pelayanan sosial di akar rum-
put yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga, 
ataupun jaringan pendukungnya. Wahana ini 
merupakan jejaring kerja pada kelembagaan 
sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh 
melalui proses alamiah dan tradisional maupun 
lembaga yang sengaja dibentuk dan dikem-
bangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal. 
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WKSBM dapat menumbuhkembangkan sinergi 
lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha 
kesejahtera-an sosial. Keberadaan WKSBM, 
berkaitan sangat erat dengan pranata sosial da-
lam hal perencanaan, pelaksanaan, dan aktivitas 
kemasyarakatan untuk mengembangkan usaha 
kesejahteraan sosial.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Ma-
syarakat menurut Keputusan Menteri Sosial No-
mor 42/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksa-
naan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan So-
sial Berbasis Masyarakat disebutkan, WKSBM
adalah sistem kerjasama antarkeperangkatan 
pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri 
atas usaha kelompok, lembaga, ataupun jaring-
an pendukungnya. Wahana ini merupakan je-
jaring kerja dari kelembagaan sosial komunitas 
lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah 
dan tradisional maupun lembaga yang sengaja 
dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat 
pada tingkat lokal. Keberadaan WKSBM dapat 
menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksana-
an tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. 
Usaha kesejahteraan sosial yang dimaksud 
adalah upaya warga masyarakat dalam mewu-
judkan suatu kondisi yang sejahtera. Berdasar-
kan Kepmensos tersebut dapat diartikan bahwa 
pemberdayaan pranata sosial sangat berkorelasi 
dengan terbentuknya wahana kesejahteraan so-
sial berbasis masyarakat, karena WKSBM me-
rupakan sistem kerjasama antarkeperangkatan 
ataupun pranata sosial yang ada di masyarakat 
seperti RT, PKK, Karang Taruna, Kelompok 
Pengajian.

WKSBM berkedudukan di lingkungan ru-
kun tetangga (RT), rukun warga (RW), kam-
pong / banjar / jorong / dusun, desa / kelurahan 
/ nagari, dan atau di suatu wilayah adat. Pe-
numbuhan kelembagaan sosial ini bersifat oto-
nom dalam arti mempunyai hak untuk tumbuh 
dan berkembang, serta melakukan pengelolaan 
sendiri. Pengelolaan kegiatan dilakukan dengan 
prinsip kegotongroyongan, keswadayaan, dan 
kemandirian.

Program penumbuhan Wahana Kesejahte-
raan Sosial dimaksudkan: a) agar tercapai ke-

sejahteraan sosial berbasis masyarakat; b) me-
ningkatkan peran warga masyarakat dalam 
kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 
c) meningkatkan kepedulian dan kesetiakawa-
nan sosial; d) tumbuhnya kelembagaan penye-
lenggara kesejahteraan sosial berbasis inisiatif 
warga masyarakat lokal; e) tumbuhnya jaringan 
kerja di masyarakat dalam usaha kesejahter-
aan sosial; f) meningkatnya ketahanan sosial 
masyarakat dalam penanganan penyandang 
masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 

 Pemberdayaan terhadap beberapa pranata 
sosial yang ada di lingkungan sekitar, terutama 
agar WKSBM mempunyai struktur organisasi, 
tim kerja masyarakat (TKM), kelompok kerja 
(Pokja). WKSBM adalah perekat sejumlah ele-
men warga masyarakat juga memiliki peran dan 
fungsi yang sangat mendasar dalam memberi-
kan dukungan pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka 
penelitian ini dilakukan dengan judul Pember-
dayaan Pranata Sosial Bagi Penumbuhan Waha-
na Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.

Permasalahan penelitian yang diajukan 
adalah bagaimanakah pengaruh pemberdayaan 
terhadap pengetahuan tentang WKSBM? Ba-
gaimanakah pengaruh pemberdayaan terhadap 
pengetahuan tentang masalah kesejahteraan so-
sial?  Bagaimanakah pengaruh pemberdayaan 
terhadap keterampilan berorganisasi? Ba-
gaimanakah pengaruh pemberdayaan terhadap 
penumbuhan WKSBM? Tujuan penelitian 
untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan 
terhadap pengetahuan tentang WKSBM. 
Mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap 
pengetahuan tentang masalah kesejahteraan so-
sial. Mengetahui pengaruh pemberdayaan ter-
hadap keetrampilan berorganisasi Mengetahui 
pengaruh pemberdayaan terhadap penumbuhan 
WKSBM.  

B. Penggunaan Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan action re-

search (penelitian aksi). Penelitian aksi ada-
lah suatu metode yang didirikan atas asumsi 
bahwa teori dan praktik dapat diintegrasikan 
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dengan pembelajaran dari hasil intervensi yang 
direncanakan setelah diagnosis secara rinci 
terhadap konteks masalahnya (Davison, R. M. 
Martinsons, M. G. Kock N, 2004). Penelitian 
aksi bertujuan memberikan strategi pemecahan 
masalah dengan tindakan nyata untuk proses
peningkatan dan pengembangan kemampuan
dalam mendeteksi ataupun memecahkan masa-
lah (Jhon Elliot. 2011).  

Lokasi penelitian berada di Desa Sendang-
sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, 
dan berikut pertimbangan yang peneliti guna-
kan. Sejak tahun 2015 Kecamatan Pajangan 
ditetapkan sebagai laboratorium sosial outdoor 
Babeslitbang Yankesos Kementerian Sosial 
dalam pemberdayaan perempuan rawan sosial 
ekonomi (PRSE). Tahun 2016 pemberdayaan 
lanjut usia produktif, dan tahun 2017 pember-
dayaan lima WKSBM melalui peningkatan ka-
pasitas pengelola.  

Fokus penelitian adalah kelompok pranata 
sosial mengimplentasikan kegiatan  sosial un-
tuk selanjutnya ditumbuhkan menjadi WKSBM 
dengan aksi yang direncanakan. Rencana aksi  
pemberdayaan meliputi materi bimbingan mo-
tivasi, bimbingan sosial, dan bimbingan praktik 
belajar lapangan (PBL) pemberdayaan tersebut 
dimaksudkan untuk mendorong dan mendukung 
agar kelompok masyarakat lokal yang bergerak 
di bidang usaha kesejahteraan sosial ditumbuh-
kan menjadi WKSBM. Hasil pemberdayaan da-
pat diketahui dari terbentuknya WKSBM, pe-
ngelola paham maksud dan tujuan dibentuknya 
WKSBM, serta paham  WKSBM sebagai lem-
baga sosial kemasyarakatan yang memberikan 
pelayanan bagi warga masyarakat penyandang 
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di ling-
kungan setempat.

Responden penelitian terdiri dari aparat 
desa dan tokoh masyarakat, pengurus dan ang-
gota kelompok masyarakat yang bergerak di 
bidang usaha kesejahteraan sosial dengan jum-
lah 30 orang. Selain itu, data juga digali dari 
sumber sekunder mencakup tokoh masyarakat 
(tokoh formal dan informal), dan berbagai do-
kumen yang berkait dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan wawan-
cara, dan focus group discussion (FGD). Anali-
sa data menggunakan t-Test dengan melakukan 
uji hipotesa yakni hipotesa nihil yang menyata-
kan tidak ada pengaruh pemberdayaan terhadap 
penumbuhan WKSBM, serta hipotesa alternatif 
yang menyatakan ada pengaruh antara pember-
dayaan dan penumbuhan WKSBM. 

C. Karakteristik Responden
1. Jenis Kelamin Responden

Sasaran subjek penelitian dilakukan melalui 
seleksi terhadap beberapa pengurus pranata so-
sial baik laki-laki maupun perempuan. Melalui 
diagram berikut ini akan dapat diketahui hasil 
seleksi terhadap pengurus pranata sosial yang 
menjadi responden penelitian ini.

Gambar 1.
Jenis Kelamin Responden  

Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa 
berdasar hasil seleksi terhadap beberapa pengu-
rus pranata sosial yang ada di Desa Sendang-
sari, yang memenuhi persyaratan untuk mengi-
kuti pemberdayaan dalam rangka pembentukan 
WKSBM sebagian besar sejumlah 60 persen 
adalah laki-laki, dan perempuan 40 persen.

2. Usia responden
Usia responden penelitian ini dari hasil 

seleksi untuk mengikuti pemberdayaan guna 
penumbuhan WKSBM dapat diketahui sebagai 
berikut :
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Gambar 2.
Usia Responden  

Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut dapat dimaknai res-
ponden berusia 21 hingga 25 tahun merupakan 
responden terbanyak berdasarkan hasil seleksi 
untuk dapat mengikuti pemberdayaan dengan 
jumlah 23,33 persen, merupakan usia cukup 
produktif yang masih aktif di masyarakat dalam 
rangka penumbuhan WKSBM untuk mengatasi 
permasalahan sosial di desa setempat.

3. Tingkat Pendidikan Responden
Pendidikan seseorang dapat menggambar-

kan  keluasan pengetahuan, wawasan, dan pan-
dangan serta memadainya keterampilan ataupun 
keahlian dalam bidang tertentu. Seseorang yang 
berpendidikan tinggi cenderung lebih mampu 
memahami dan memecahkan berbagai per-
masalahan serta lebih terampil mengelola dan 
melaksanakan tugas kehidupan. Jenjang pen-
didikan sasaran subjek penumbuhan WKSBM 
dalam penelitian ini, tingginya pendidikan ma-
sing-masing subjek ke depan diharapkan mam-
pu menumbuh kembangkan WKSBM yang 
dikelola. Mereka dengan berbekal pendidikan 
yang memadai, diharapkan mampu menum-
buhkan kelembagaan sosial tersebut menjadi 
berkembang dan maju, sehingga berdayaguna 

bagi upaya penanganan permasalahan sosial dan 
pelayanan warga masyarakat yang menyandang 
masalah kesejahteraan sosial. Melalui diagram 
berikut dapat diketahui tingkat pendidikan res-
ponden.

Gambar 3.
Pendidikan Responden  

Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut dapat dimaknai bah-
wa sebagian besar responden sejumlah 53,33 
persen berpendidikan SMA. Pendidikan sangat 
berpengaruh bagi penumbuhan WKSBM, kar-
ena penumbuhan suatu organisasi kemasyara-
katan khususnya WKSBM membutuhkan ting-
kat pendidikan dan keterampilan yang memadai, 
oleh karenanya diperlukan pemberdayaan untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang organisasi, 
administrasi dan pengelolaan keuangan.

4. Pekerjaan Responden
Bekerja merupakan suatu hal sentral dalam 

hidup manusia diberbagai kebudayaan, meski-
pun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap budaya 
memiliki nilai dan konsepsi tersendiri dalam 
memaknai suatu pekerjaan. Bagaimanapun 
bekerja merupakan suatu hal yang penting dan 
signifikan untuk mayoritas orang. Melalui dia-
gram berikut dapat diketahui pekerjaan respon-
den.

Pemberdayaan Pranata Sosial Bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial ............... (Elly Kuntjorowati)
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Gambar 4.
Pekerjaan Responden  

Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut dapat dimaknai bah-
wa sebagian besar pekerjaan responden sebagai 
wirausaha dengan jumlah 63 persen. Pekerjaan 
mereka relatif beragam meliputi berwirausaha 
yang berdasar runutan data sebagian besar men-
jadi peternak ayam ras, sedang yang lain seba-
gai petani, menjadi buruh, dan hanya dua orang 
yang tidak bekerja karena mengurus keluarga 
sebagai ibu rumah tangga. 

Keberadaan data di atas dapat dimaknai, 
bahwa sasaran subjek penumbuhan WKSBM 
sebagian besar memiliki pekerjaan yang ma-
pan, sehingga mereka ke depan diharapkan 
dapat melaksanakan tugas pengabdian secara 
mantap pada WKSBM yang dikelola. Kema-
panan pekerjaan mereka tentu menjadi modal 
sosial yang sangat mendukung berkembang 
dan majunya WKSBM yang ditumbuhkan. 
Kemapanan pekerjaan ini bermakna pula bah-
wa mereka telah memiliki status sosial secara 
mantap, yang diharapkan ke depan dapat berpe-
ngaruh terhadap kinerja masing-masing dalam 
menumbuhkembangkan WKSBM. Pengelola 
pada tahap selanjutnya mampu menggali ber-
bagai potensi sumber kesejahteraan sosial di 
lingkungan dusun untuk didayagunakan dalam 
menangani berbagai permasalahan kesejahtera-
an sosial di wilayah setempat. Sementara ke-
beradaan empat orang subjek penelitian yang 
masih berstatus mahasiswa patut diapresiasi. 
Sebagai mahasiswa mereka dengan kesibukan 
yang luar biasa di bangku kuliah tetap berupaya 

untuk berpartisipasi sosial dengan menceburkan 
diri dalam kelompok yang memiliki kepedulian 
seperti yatiman, yasinan, mayitan, dan kelom-
pok pengajian yang peduli sosial. Sebagai ge-
nerasi muda selaku penerus cita-cita bangsa, 
penghargaan pantas diberikan karena mereka 
telah menggembleng diri dengan berlatih da-
lam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di 
dusun setempat.

5. Jabatan Dalam Pranata Sosial
Menurut ketentuan yang ada, bahwa pen-

gelola WKSBM dapat berbentuk panitia, tim 
kerja masyarakat (TKM), pengurus, Pokja, atau 
sebutan lain sesuai kesepakatan bersama dan 
kebutuhan. Seseorang yang akan menduduki 
jabatan pengelola WKSBM selain berjiwa 
peduli, berdedikasi tinggi, mampu secara fisik, 
siap mengabdi, dan mau meluangkan waktu, 
seyogyanya juga memiliki banyak pengalaman 
dalam berkecimpung di kelembagaan sosial ke-
masyarakatan. Melalui diagram berikut dapat 
diketahui jabatan responden dalam pranata so-
sial di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, 
Kabupaten Bantul.

Gambar 5.
Jabatan Dalam Pranata Sosial  

Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut dapat diketahui bah-
wa sebagian besar responden menduduki jaba-
tan sebagai ketua di pranata sosia yang ada di 
desanya. Dalam arti mereka telah berpengalam-
an menduduki jabatan dalam kelembagaan so-
sial kemasyarakatan. Melalui wawancara da-
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lam pendalaman lanjut diperoleh informasi, 
bahwa sembilan orang (30,00%) menduduki 
jabatan ketua, ternyata enam orang sebagai 
ketua RT, dua orang selaku ketua karang taru-
na, dan satu orang adalah ketua PKK. Beri-
kutnya lima orang (16,67%) yang menduduki 
jabatan sekretaris mencakup dua orang sebagai 
sekretaris karang taruna, dua orang sekretaris 
PKK, dan satu orang sekretaris Pokgiat LPMD. 
Mereka yang menjabat bendahara enam orang 
(20,00%) terdiri dari dua orang bendahara Pok-
giat LPMD, dua orang bendahara PKK, dan 
dua orang bendahara karang taruna. Sisanya 10 
orang (33,33%) yakni empat orang berpenga-
laman sebagai kader Posyandu/kesehatan, tiga 
orang sebagai Linmas, dua orang sebagai ketua 
PAUD, dan satu orang adalah anggota PKK.

Hasil identifikasi dan seleksi subjek penum-
buhan WKSBM ini apabila dilihat dari penga-
laman pengabdian mereka di dalam masyarakat, 
dapat dikatakan telah representatif sesuai dengan 
persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi 
pengelola WKSBM. Subjek penelitian kiranya 
layak ditetapkan sebagai calon pengelola dalam 
penumbuhan WKSBM melalui penelitian ini. 
Pengalaman mereka berkecimpung dan men-
duduki jabatan dalam kelembagaan desa terse-
but ke depan diharapkan dapat sebagai modal 
dalam menumbuhkembangkan WKSBM yang 
dikelola, yakni mampu mengelola kelembagaan 
sosial tersebut menjadi pilar yang handal dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan 
menggali berbagai potensi dan sumber untuk 
didayagunakan dalam menangani masalah ke-
sejahteraan sosial di dusun setempat. Apabila 
berkondisi demikian, maka WKSBM yang ke-
beradaannya berlandaskan prinsip dari, oleh, 
dan untuk masyarakat tentu berdayaguna da-
lam menangani dan melayani para penyandang 
masalah kesejahteraan sosial, utamanya di ling-
kungan dusun setempat.

6. Lamanya Mengabdi di Masyarakat
Lama pengabdian seseorang di masyarakat 

cenderung berpengaruh terhadap keluasan wa-
wasan, pengalaman, dan kemampuan mereka 

dalam mengelola suatu kelembagaan sosial 
seperti WKSBM. Penelitian aksi ini juga me-
ngungkap seberapa lama masing-masing subjek 
penumbuhan WKSBM pernah berkecimpung 
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan 
berikut data mengenai perihal tersebut. Melalui 
diagram berikut akan dapat diketahui.

Gambar 5.
Lamanya Mengabdi Dalam Pranata

Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Data yang tersaji dalam diagram di atas 
menunjukkan, bahwa dari 30 subjek penelitian 
penumbuhan WKSBM ternyata sebagian besar 
yakni 19 orang (63,33%) telah mengabdikan 
diri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lebih 
dari lima tahun. Sisanya delapan orang (26,67%) 
telah berpengalaman mengabdi di masyarakat 
antara tiga hingga empat tahun, dua orang 
(6,67) telah berkiprah di masyarakat antara satu 
hingga dua tahun, dan satu orang (3,33%) pe-
ngalaman pengabdiannya di masyarakat kurang 
dari satu tahun. 

Keberadaan data di atas mendeskripsikan 
orang-orang yang menjadi sasaran subjek pe-
numbuhan WKSBM telah mengabdi beberapa 
waktu pada kegiatan sosial kemasyarakatan. 
Seseorang mengabdi pada kegiatan sosial, 
serta lama tidaknya cenderung mematang-
kan sikap kepedulian dan kecekatan tindakan 
dalam menangani permasalahan warga yang 
kurang beruntung. Kenyataan di lapangan, se-
bagai hasil identifikasi dan seleksi menunjuk-
kan, bahwa subjek penumbuhan WKSBM da-
lam penelitian ini sebagian besar relatif telah 
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lama mengabdikan diri dengan berkegiatan 
sosial di masyarakat. Kematangan jiwa sosial 
dan sikap kepedulian mereka diharapkan dapat 
diimplementasikan dalam mengelola WKSBM 
yang mereka tumbuhkembangkan. Bermodal 
kematangan jiwa sosial dan sikap kepedulian, 
serta bimbingan motivasi dan bimbingan sosial 
sebagai treatment penelitian ini, ke depan di-
harapkan mampu mengantarkan WKSBM yang 
dikelola menjadi berdaya. Pengelola mampu 
menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yakni 
menangani dan memberi pelayanan bagi warga 
yang mengalami permasalahan kesejahteraan 
sosial.

D.  Hasil Pemberdayaan
1. Pengetahuan Tentang WKSBM

Subjek penelitian berjumlah 30 orang bera-
sal dari beberapa kelompok pranata sosial yang 
memberikan pelayanan sosial, dan merupakan 
potensi sumber kesejahteraan sosial di Desa 
Sendangsari. Mereka dipilih karena dipandang 
berpotensi untuk menumbuhkan WKSBM, bah-
kan ke depan dimungkinkan menjadi pengelola 
kelembagaan sosial tersebut. Responden yang 
telah diberdayakan tersebut perlu untuk diketa-
hui pengetahuan mereka tentang WKSBM baik 
sebelum maupun sesudah perlakuan, dan. Dia-
gram berikut menggambarkan kondisi tersebut.

Gambar 5.
Pemahaman Tentang Pengetahuan WKSBM 

Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut dapat diketahui, bah-
wa sebelum pemberdayaan melalui bimbingan 
motivasi, bimbingan sosial, dan praktik bela-
jar lapangan dan studi banding, subjek yang 

berjumlah 30 orang sebesar 86,67 persen dari 
mereka ternyata kurang memahami WKSBM 
sebagai suatu sistem kerja sama antarkeperang-
katan pelayanan sosial diakar rumput meliputi 
usaha kelompok, lembaga ataupun jaringan 
pendukungnya. Sebagian subjek yakni sebe-
sar 10 persen menyatakan memahami, dan se-
bagian kecil sebesar 3,33 persen mengaku tidak 
memahami WKSBM. Setelah pemberdayaan 
ternyata terjadi peningkatan, bahwa subjek 
penelitian  yang memahami tentang WKSBM 
sebagai sistem kerjasama antarkeperangkatan 
pelayanan sosial (KPS) dan jaringan pendu-
kungnya sebesar 96 peren. Mereka ini bahkan 
memahami, bahwa  KPS merupakan termi-
nologi yang digunakan untuk menunjuk pada 
keperangkatan pelayanan sosial yang menjadi 
unsur pokok dari WKSBM.

2. Pengetahuan Tentang Pengawasan Or-
ganisasi
Pengawasan adalah suatu proses monitoring 

melalui pengamatan terhadap pelaksanaan selu-
ruh program organisasi/ kelembagaan sosial da-
lam konteks ini WKSBM, untuk menjamin agar 
semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Responden yang telah diberdaya-
kan dapat diketahui perubahan pengetahuannya 
tentang pengawasan organisasi itu penting. Hal 
tersebut dapat diketahui melalui diagram beri-
kut. 

Gambar 6.
Pengetahuan Tentang Pengawasan Organisasi 

Sumber: (Hasil wawancara 2018)
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Memperhatikan data dalam diagram terse-
but dapat diketahui, bahwa sebelum dikenai 
perlakuan berupa bimbingan, lebih dari se-
paro yakni sebesar 56,66 persen subjek pene-
litian ternyata  kurang memahami atau belum 
mengetahui tentang pengawasan suatu organi-
sasi/kelembagaan sosial sebagai suatu kegiatan 
yang sangat penting. Data memperlihatkan, 
baru sebesar 36,66 persen dari  mereka yang 
telah memahami, dan hanya tujuh persen di-
antara mereka yang sangat memahami perihal 
tersebut. Setelah dilakukan perlakuan terhadap 
responden yaitu kelompok masyarakat yang 
tergabung dalam pranata sosial data secara 
persentase menunjukkan peningkatan, yakni 
mereka yang sangat paham menjadi 60 persen 
dan yang telah memahami perlunya penga-
wasan suatu organisasi sebesar 40 persen. 
Dalam wawancara pasca kegiatan perlakuan 
terhadap responden, seorang peserta bernama 
Sarwidi mengemukakan, melalui pengawasan, 
pembukuan keuangan dapat diketahui segala 
bentuk penyimpangan dan penyelewengan. In-
forman tersebut menambahkan pandangannya, 
bahwa pengawasan juga untuk mengevaluasi 
berbagai kegiatan apa yang sudah dilaksanakan 
setelah terbentuknya WKSBM.

3. Pengetahuan Tentang Perencanaan
Perencanaan kegiatan adalah suatu rang-

kaian persiapan tindakan yang akan dilakukan 
untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupa-
kan pedoman secara garis besar dan atau petun-
juk pelaksanaan kegiatan yang harus dituruti 
jika perencana menginginkan hasil yang baik. 
Melalui diagram berikut dapat diketahui secara 
lebih jelas pemahaman subjek penelitian ten-
tang perencanaan suatu kegiatan di lihat antara 
sebelum dan sesudah pemberdayaan.

Gambar 7.
Pengetahuan Tentang Perencanaan

Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Mencermati data pada diagram tersebut da-
pat diketahui, bahwa sebelum pemberdayaan 
data menunjukkan ternyata sebesar 53,3 persen 
subjek penelitian sudah memahami penting-
nya perencanaan kegiatan. Data terpapar juga 
memperlihatkan, sebelum pemberdayaan mer-
eka yang kurang memahami terdapat sebesar 
43,33 persen, dan mereka yang sudah sangat 
memahami pentingnya perencanaan sebesar 
tiga persen. Setelah pemberdayaan terlihat ada 
perubahan secara signifikan, subjek yang san-
gat memahami sebesar 50 persen dan yang 
memahami juga sebesar 50 persen. Dapat di-
maknai bahwa pasca pemberdayaan mereka 
memahami bahwa dalam  suatu perencanaan 
ada beberapa persyaratan yang harus diperha-
tikan, antara lain perencana perlu memusatkan 
perhatian pada kegiatan yang ingin dikerjakan, 
fokus pada tujuan baik tujuan jangka pendek, 
menengah, maupun tujuan jangka panjang dari 
WKSBM yang ditumbuhkan, merencanakan 
ataupun mengadakan prasarana dan sarana yang 
dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan, serta 
pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan 
sosial yang ada di lingkungan setempat. 

4. Pengetahuan Tentang Permasalahan 
Kesejahteraan Sosial
Penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang 
karena suatu hambatan, kesulitan, atau gang-
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guan tidak mampu melaksanakan fungsi sosial 
secara wajar, akibat dari itu mereka tidak mam-
pu menjalin hubungan secara serasi dan krea-
tif dengan lingkungan sekitar sehingga tidak 
dapat memenuhi secara memadai berbagai ke-
butuhan hidup baik jasmani, rohani, maupun 
sosial. Hambatan dan gangguan tersebut dapat 
berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, 
ketunaan sosial,ataupun perubahan lingkungan 
secara mendadak yang kurang mendukung dan 
tidak menguntungkan. Diagram berikut mem-
perjelas pemahaman subjek penelitian tentang 
permasalahan kesejahteraan sosial antara sebe-
lum dan sesudah mereka mendapat perlakuan 
bimbingan.

Gambar 8.
Pengetahuan Tentang Permasalahan Kesejahteraan 

Sosial
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Mencermati  diagram tersebut dapat dike-
tahui, bahwa sebelum pemberdayaan sebesar 
90 persen subjek atau peserta perlakuan kurang 
memahami tentang permasalahan kesejahteraan 
sosial. Mereka yang sangat memahami hanya 
sebesar 3,3 persen, yang memahami baru 3,3 
persen, dan yang tidak memahami juga sebesar 
3,3 persen. Setelah pemberdayaan bimbingan 
ternyata terjadi peningkatan pemahaman sub-
jek penelitian, mereka yang memahami men-
jadi 93 persen, dan  yang kurang memahami 
permasalahan kesejahteraan sosial tinggal tujuh 
persen.  Setelah ada perlakuan ternyata mere-
ka memahami permasalahan sosial khususnya 

yang berkait dengan 26 penyandang masalah 
kesejahteraan sosial, diantaranya balita dan 
anak terlantar, lansia terlantar, penyandang 
disabilitas, gelandangan dan pengemis, tuna 
susila, anak berhadapan dengan hukum, dan 
penyalahgunan Napza. Penumbuhan WKSBM 
pada lima dusun di Desa Sendangsari dimak-
sudkan untuk meningkatkan pemahaman dan 
kepedulian warga terhadap permasalahan so-
sial yang ada di wilayah tersebut, dengan upaya 
penanganan dan pelayanan secara swadaya dan 
swakelola.

5. Pemahaman Manfaat Usaha Kesejah-
teraan Sosial
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahte-
raan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebu-
tuhan material, spiritual, dan sosial warga neg-
ara agar dapat hidup secara layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat melak-
sanakan fungsi sosialnya. Usaha kesejahtera-
an sosial adalah upaya meningkatkan kualitas 
hidup melalui suatu pengelolaan masalah sosial 
untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, 
sehingga setiap warga terdorong untuk menca-
pai kehidupan kearah yang lebih baik. Melalui 
diagram berikut dapat diketahui secara lebih 
jelas kondisi pemahaman subjek penelitian ten-
tang kemanfaatan usaha kesejahteraan sosial, 
antara sebelum dan sesudah pemberdayaan. 

Gambar 9.
Pemahaman Manfaat Kesejahteraan Sosial

Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Jurnal PKS Vol 18 No 2 Agustus 2019; 179 - 194



189

Berdasar data yang disajikan melalui dia-
gram tersebut dapat diketahui, bahwa sebelum 
pemberdayaan, sebesar 70 persen menyatakan 
kurang memahami kemanfaatan usaha kese-
jahteraan sosial, yang memberikan jawaban 
bermanfaat sebesar 17 persen, dan yang menya-
takan sangat memahami, ada 13 persen. Data 
mengalami perubahan secara positif setelah 
subjek penelitian memperoleh pemberdayaan 
karena terjadi peningkatan pola pikir, sehingga 
di antara mereka 23 persennya menyatakan 
sangat memahami kemanfaatan usaha kese-
jahteraan sosial, dan mereka yang menyatakan 
memahami perihal tersebut menjadi 77 persen, 
dan yang kurang memahami sudah tidak ada. 

Usaha kesejahteraan sosial dalam praktik 
pekerjaan sosial juga dikenal dengan konsepsi 
social service delivery. Konsepsi ini merupa-
kan panduan kegiatan penyelesaian masalah 
dengan urutan tahapan meliputi: pengumpulan 
data, pemetaan masalah, penentuan urgensitas 
dan analisis masalah, pemilihan strategi atau 
model dan perencanaan penyelesaian masalah,  
pelaksanaan penyelesaian masalah, dan diakhi-
ri evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan penye-
lesaian masalah. Usaha kesejahteraan sosial 
sendiri merupakan upaya untuk memenuhi ber-
bagai kebutuhan warga baik kebutuhan fisik, 
psikis, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek), maupun kebutuhan keiman-
an dan ketaqwaan (imtaq). Upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat tersebut perlu strategi 
pendayagunaan potensi dan sumber kesejahter-
aan sosial yang dapat dikelompokkan menjadi 
sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, dan 
sumber daya alam.

6. Kepemilikan Keterampilan
Subjek penelitian diharapkan memiliki ke-

mampuan atau keterampilan berkait dengan 
penumbuhan WKSBM. Kemampuan atau kete-
rampilan yang wajib dimiliki oleh pengelola 
WKSBM dan anggota antara lain strategi dan 
cara menggalang dana untuk kegiatan sosial, 
pengelolaan administrasi, manajemen organi-
sasi, identifikasi masalah sosial, dan pelayanan 

kesejahteraan sosial. Berikut ditampilkan data 
mengenai kondisi penguasaan keterampilan 
subjek penelitian, antara sebelum dan sesudah 
pemberdayaan.

Gambar 10.
Pemilikan ketrampilan 

Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Data pada diagram tersebut menunjukkan, 
bahwa sebelum diberi perlakuan sebesar 70 
persen dari 30 subjek penelitian kurang mengu-
asai keterampilan yang dibutuhkan dalam pe-
numbuhan WKSBM. Sebagai contoh kemam-
puan melakukan usaha kesejahteraan sosial 
yaitu menyelesaikan permasalahan sosial di 
lingkungan sekitar, penggalangan dana, dan pe-
layanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Sub-
jek penelitian yang mampu dan terampil baru 
20 persen, serta yang sangat terampil hanya 10 
persen. Setelah mereka diberi perlakuan ternya-
ta terjadi perubahan secara positif, yaitu yang 
terampil menjadi 77 persen, sangat terampil 
tiga persen, dan yang kurang menguasai keter-
ampilan untuk menumbuhkan WKSBM meny-
usut tinggal 20 persen.

7.  Analisa Uji – t 
Analisa data dengan menggunakan uji-t 

untuk mengetahui perbedaan antara sebelum 
pemberdayaan dan sesudah pemberdayaan,  
untuk mengetahui pengaruh variabel X (pem-
berdayaan) terhadap  variabel Y (penumbuhan 
WKSBM), pengaruh tersebut seberapa besar, 
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dan untuk mengetahui tingkat signifikansi. Un-
tuk memudahkan perhitungan, peneliti menggu-
nakan program computer SPSS 23 for windows. 

Melalui tabel berikut akan dapat diketahui lebih 
jelas pengaruh variabel X (Dependent Variable) 
terhadap variabel Y (Independent Variable).

Analisa uji-t dengan menggunakan one 
sample t test merupakan teknik analisis untuk 
membandingkan satu variabel bebas (Y) dalam 
hal ini adalah penumbuhan WKSBM. Teknik ini 
digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu 
berbeda secara signifikan atau tidak dengan ra-
ta-rata sebuah sampel. Mengacu hasil analisis 
data pada tabel di atas  dapat dinyatakan, bahwa 
N = 30 yang berarti jumlah responden 30 orang, 
df merupakan standar deviasi yang menunjuk-
kan keheterogenan dalam data, dan mean ada-
lah rata-rata secara keseluruhan. Convidence 
Interval 95% adalah salah satu parameter untuk 
megukur seberapa akurat mean sebuah sampel 
mewakili populasi sesungguhnya, artinya jika 
pengambilan sampel dilakukan 100 kali maka 
95 sampel saya mewakili populasi atau dengan 
kata lain to > t tabel dalam taraf signifikansi 
5%. Hipotesa nihil yang diajukan yakni tidak 
ada pengaruh pemberdayaan pranata sosial 
bagi penumbuhan WKSBM ditolak, karena to 
sebesar 68,81> t-tabel, baik pada taraf signifi-
kansi lima persen =0,361, maupun pada taraf 
signifikansi satu persen = 0,463. Hipotesis al-
ternatif yang diajukan yakni ada pengaruh pem-
berdayaan berupa bimbingan sosial terhadap 
penumbuhan WKSBM diterima, karena hasil 
menunjukkan taraf signifikansi 000 artinya 
p<0,05, yang dapat dimaknai bahwa ada per-

bedaan pemahaman subjek penelitian sebelum 
dan sesudah diberi perlakuan bimbingan sosial 
kemasyarakatan, baik pada taraf signifikansi 
lima persen maupun pada taraf signifikansi satu 
persen, karena siginifikansi 000<0,01. Dengan 
demikian dapat ditegaskan, bahwa pember-
dayaan bimbingan sosial berpengaruh secara 
signifikan bagi penumbuhan WKSBM. Hasil 
tersebut dapat menjadi pijakan, bahwa  setelah 
pemberdayaan subjek penelitian mampu me-
nyusun rencana dan aksi kegiatan. Selain itu, 
mereka juga mampu menjalin jejaring kerja 
dengan organisasi lain, serta mampu menggali 
dan mendayagunakan PSKS yang ada di Desa 
Sendangsari. Kemampuan subjek penelitian ini 
tentunya berdampak pada peran WKSBM yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 
sekitar, terutama dalam hal pelayanan PMKS 
dengan mendayagunankan PSKS yang ada di 
daerah setempat.

8. Pranata Sosial yang Tumbuh Menjadi 
WKSBM Pasca Pemberdayaan
Beberapa pranata sosial yang terpilih mengi-

kuti pemberdayaan dan telah berhasil tumbuh 
menjadi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis 
Masyarakat di Desa Sendangsari sebagai beri-
kut.

Tabel 1
Analisis One Sample Test tentang Pemberdayaan Bagi Penumbuhan WKSBM 

Test Value = 30

Variabel t df sig (2-tailed) Mean 
Difference

95 % Confidence Interval of 
the Difference

Lower Upper
Pre test 42,24 29 ,000 24,67 23,47 25,86
Post test 68,81 29 ,000 33,43 32,44 34,43

Sumber : Data hasil wawancara diolah
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Dari tabel tersebut dapat dimaknai bahwa 
pranata sosial yang ada di Desa Sendangsari 
antara lain di Dususn Dadapbong, Dusun Ka-
yen, Dusun Kabrokan Wetan, Dusun Kabrokan 
Kulon, dan Dusun Kunden, telah mempunyai 
kepedulian sosial terhadap warga masyarakat 
sekitar, sehingga tidak begitu sulit membentuk 
menjadi WKSBM. Pranata sosial yang ada sep-
erti kelompok pengajian, PKK, kelompok RT 
telah melakukan kegiatan sosial walaupun be-
lum secara nyata terbentuk sebagai wadah yang 
mempunyai kepedulian sosial seperti WKSBM. 
Setelah mengikuti pemberdayaan mereka men-
jadi antusias untuk meningkatkan kepedulian 
sosial bagi warga di sekitar, dan hal itu diper-
kuat dengan pemberian SK dari Lurah Desa 
Sendangsari.

D. Penutup
Kesimpulan. Dari hasil penyajian dan 

analisa data dapat disimpulkan bahwa setelah 
dilakukan pemberdayaan, responden yang me-
rupakan pengurus dan anggota pranata sosial 
yang ada di Dusun Dadapbong, Dusun Kayen,
Dusun Kabrokan Wetan, Dusun Kabrokan 
Kulon, dan Dusun Kunden, Desa Sendangsari 
menjadi mengerti dan paham dengan organisasi 
sosial yang bernama wahana kesejahteraan so-

sial berbasis masyarakat (WKSBM). Mereka 
menjadi paham bahwa WKSBM merupakan or-
ganisasi sosial di akar rumput yang menangani 
permasalahan sosial yang ada di lingkungan
sekitar. Mereka menjadi paham tentang per-
syaratan sebuah organisasi sosial dan penting-
nya penumbuhan WKSBM untuk menyelesai-
kan permasalahan sosial di lingkungan sekitar. 
Kemampuan tersebut ditunjukkan dengan ter-
bentuknya beberapa pranata sosial yang telah 
tumbuh menjadi WKSBM seperti WKSBM 
dengan penguatan melalui SK Lurah Desa Sen-
dangsari.

Rekomendasi. Pranata sosial yang banyak
tumbuh di masyarakat merupakan potensi sosial 
yang dapat ditumbuhkan menjadi wahana ke-
sejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKS-
BM), sehingga lebih terarah untuk menyelesai-
kan permasalahan sosial di lingkungan sekitar.

Kementerian Sosial pada umumnya dan 
Ditjen Dayasos pada khususnya, perlu melaku-
kan pemberdayaan kepada masyarakat terutama 
untuk menumbuhkan WKSBM. Pemberdayaan 
sebaiknya dilakukan dari dan oleh masyarakat 
sehingga pihak yang berkompeten berfungsi 
sebagai fasilitator saja. Legalitas lurah sangat 
diperlukan untuk memperkuat WKSBM yang 
sudah tumbuh.

Tabel 2
Pranata Sosial Yang Tumbuh Menjadi WKSBM

No Dusun Sebelum Sesudah Legalitas
1 Dadapbong Kelompok RT WKSBM Mugi Barokah SK Lurah Sendangsari No 43 

Tahun 2018
2 Kayen Kelompok Pengajian 

Ibu-ibu 
PKK
Kelompok RT

WKSBM Wasilah SK Lurah Sendangsari No 41 
Tahun 2018

3 Kabrokan Wetan Kelompok PKK
Pengajian Bapak-
bapak

WKSBM Migunani SK Lurah Sendangsari No 44 
Tahun 2018

4 Kabrokan Kulon Karang Taruna WKSBM Ngudi Kamulyan SK Lurah Sendangsari No 42 
Tahun 2018

5 Kunden Pokgiat LPMD
Kelompok pengajian
Kelompok RT

WKSBM Sehat Sejahtera SK Lurah Sendangsari No 40 
Tahun 2018

Sumber : Data hasil wawancara diolah

Pemberdayaan Pranata Sosial Bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial ............... (Elly Kuntjorowati)



192

Pranata sosial lain yang sangat banyak di 
masyarakat sebaiknya juga diberdayakan teru-
tama pengetahuan tentang WKSBM sebagai 
organisasi sosial di akar rumput yang akan me-
nangani permasalahan sosial di lingkungannya, 
sehingga akan termotivasi untuk penumbuhan 
WKSBM

Pranata sosial yang belum diberdayakan se-
baiknya juga diberdayakan tentang permasalah-
an sosial agar mengerti berbagai masalah 
kesejahteraan sosial yang ada di desanya. Pem-
berdayaan tentang keterampilan berorgani-
sasi juga sangat dibutuhkan bagi penumbuhan 
WKSBM.

Ucapan Terimakasih
Terimakasih pertama kami sampaikan kepa-

da Kepala B2P3KS yang telah memberikan tu-
gas untuk melakukan Action Research terhadap 
beberapa pranata sosial yang ada di Sendang-
sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, 
sehingga bisa melakukan peneltian ini. Kedua 
terimakasih kami sampaikan kepada pihak-
pihak terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten 
Bantul, Lurah Desa Sendangsari yang berpar-
tisipasi dan mendukung penelitian ini. Ketiga 
kepada seluruh responden yang telah bersedia 
meluangkan waktu untuk mengikuti pember-
dayaan dan bimbingan sosial guna penumbuh-
an WKSBM. Keempat terimakasih juga kami 
sampaikan kepada pihak-pihak terkait lain yang 
tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah 
turut membantu pelaksanaan penelitian ini. 

Pustaka Acuan
Arikunto. (2008). Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: 

Bumi Aksara.
Davison, R. M., Martinsons, M. G., Kock N. (2004). 

Principles of Canonical Action Research. Journal/: 
Information Systems Journal.

Departemen Sosial. (2003). Kebijakan Operasional  
Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Ber-
basis Masyarakat (WKSBM). Jakarta: Direktorat 
Jenderal Pemberdayaan Sosial.

——————. (2004). Keputusan Menteri Sosial No-
mor 42/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Ber-
basis Masyarakat. Jakarta: Departemen Sosial.

——————. (2008). Profil Wahana Kesejahteraan 
Sosial Berbasis Masyarakat Kesejahteraan Sosial 
Berbasis Mayarakat (WKSBM). Jakarta: Direktorat 
Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Epi Supiandi. (2012). Etika Pekerjaan Sosial. Bandung: 
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.

Erna Febru Aries. (2015). Penelitian Tindakan (Action 
Research). Malang : Gunung Kawi.

Fukuyama (2009). Social Capital and Civil Society. 
Georgia: The Instute of Public Polecy, George Ma-
son Univercity.

(https://www.Kemensos.go.id).
Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisi-

patoris berbasis Aset Komunitas/: dari Pemikiran 
Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI Press.

Jhon Elliot (2011). Action Research for Educational 
Change. Great Britain. Biddles Ltd(WKSBM). Ja-
karta : Direktorat pemberdayaan Kelembagaan 
Masyarakat.

Luthan,F.2005. Organizational Behavior. New York: Mc 
Graw Hill.

Madya, S. (2006). Teori dan Praktik Penelitian Tindakan 
(Action Research). Bandung: Alfabeta.

Moleong J Lexy (2012). Metode Penelitian Kualitatif. 
Edisi revisi. Bandung : Remaja Rusdakarya.

Nicole (2011). Meningkatkan Kondisi Kerangka Peng-
hapusan Kemiskinan, Peran apakah yang Dapat 
Dilakukan Oleh Organisasi Lokal, terjemahan Free-
deric Ruma. Jakarta: Yakoma/PGI 

Paulus Wirutomo (2014). Makalah Konstruksi Jaring 
Paranata Sosial Untuk Penguatan Ketahanan Sosial 
(Kerangka Konseptual). Jakarta: Fisip Universitas 
Indonesia.

Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kuali-
tatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Suradi (2012). Peranan Wahana Kesejahteraan So-
sial Berbasis Masyarakat dalam Pembangunan 
Msyarakat (Studi kasus di Sulawesi Utara). Jakarta: 
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahtera-
an Sosial. Vol. 13. No. 01. 2008.

Suyanto dan Bambang Pudjianto (2012). Profil WKSBM 
di Kecamatan Tanete Riattang (Sudi Kasus di Kabu-
paten Bone Sulawesi Selatan). Jakarta: Jurnal Pe-
nelitian Pengembangan dan Kesejahteraan Sosial. 
Vol 12. No. 01. 2008

Warto, dkk. (2017: Pemberdayaan Wahana Kesejahtera-
an Sosial Berbasis Masyarakat, Yogyakarta,: 
B2P3KS Press

Widyanta (2018). Kerangka Besar Pembangunan Ber-
kelanjutan dan Penumbuhan WKSBM. Yogyakarta. 
Makalah disajikan dalam workshop Penumbuhan 
WKSBM di Labsos B2P3KS, 10 April 2018.

Jurnal PKS Vol 18 No 2 Agustus 2019; 179 - 194



193

Acuan Lain
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kese-

jahteraan Sosial.
Undang–undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keisti-

mewan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi 

Daerah.

Pemberdayaan Pranata Sosial Bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial ............... (Elly Kuntjorowati)



194

Jurnal PKS Vol 18 No 2 Agustus 2019; 179 - 194



Ucapan Terimakasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 18 Nomor 2 Agustus 2019, review 
dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terimakasih  
kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini: 
1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial, UGM) 
2. Drs. Latiful Khuluq, M.A, B.Sw, Ph.D (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
3. Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi, USU)
4. Prof. Dr. Syahabuddin, M.Ag. (Teknologi Kesejahteraan Sosial, IAIN Palu)
5. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
6. Dr. Ahmad Sofian, S.H., MH (Hukum, Universitas Bina Nusantara)
7. Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
8. Takenobu Aoki, Ph.D (Antropologi Sosial, Chiba University)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan 
di JPKS, lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam 
permasalahan sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS


